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Procurement is one of important section in government. Regarding to Presidential 
Regulation Number 54/2010, e-procurement system in the government 
procurement of goods and services is essential to improve the efficiency of the 
procurement process. The purpose of this study was done to find out the 
perception of procurement committee and the providers of goods and services in 
Local Government of Bengkulu City in implementation of e-procurement based 
on Presidential Regulation Number 54/2010. The type of research is using 
descriptive qualitative approach. Source data used are primary data and secondary 
data. Primary data was obtained by using questionnaire and interview, while 
secondary data by using document report of auction in Procurement Service Unit 
of Bengkulu City. The study result showed that the procurement of goods and 
services by e-procurement in Local Government of Bengkulu City has accordance 
with principle of transparency, accountability, open, competitive, and fair/non 
discrimination. Even though the implementation is already good and fulfill the 
standards, but based on interview there are some obstacle in the middle of the 
process. Finally the study gave recommendation, firstly to increase system quality 
of e-procurement. It also should be a strategic effort that includes institutional 
arrangement and implementation procedures. So that the implementation of e-
procurement in Local Government of Bengkulu City is more transparent, 
accountable, open, competitive, and fair/non discrimination.  
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Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-procurement) merupakan salah satu 
upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance melalui pemanfaatan 
teknologi.  Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur secara 
tegas bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara 
elektronik (e-procurement) bagi seluruh Pemerintah Pusat,  Daerah,  Provinsi 
serta Kabupaten/Kota. E-Procurement ini dimunculkan sebagai salah satu 
pendekatan terbaik dalam meminimalisir berbagai penyimpangan dan praktek 
curang dalam proses pengadaan barang/jasa yang dapat merugikan keuangan 
negara.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana persepsi panitia dan 
penyedia barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara 
elektronik (e-procurement),  seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang 
diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner dan wawancara kepada panitia dan 
penyedia barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu. Sementara data sekunder 
diperoleh dari dokumen laporan hasil pengadaan barang/jasa di ULP dan LPSE 
Kota Bengkulu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.     
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan barang/jasa 
secara e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi pengumuman 
lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan 
penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta tahap penetapan dan 
pengumuman pemenang telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa 
yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak 
diskriminatif.    
 
Saran yang diajukan oleh  peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan adalah agar lebih ditingkatkan kapasitas jaringan sistem pengadaan 
secara elektronik, hal ini dikarenakan sering terjadinya gagal upload dokumen 
atau error system sehingga proses pengadaan sering terhambat. Selain itu agar 
ULP Kota Bengkulu bersama PPK meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait 
dalam menetapkan spesifikasi agar dilakukan pengkajian dan dianalisis sesuai 





Agar ditingkatkan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia dalam pemahaman 
tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, bimtek agar didapat pemahaman yang 
sama. Meningkatkan kesiapan SDM dalam hal ini panitia atau Pokja ULP dalam 
melaksanakan tugas, hal ini dikarenakan Unit Layanan Pengadaan Kota Bengkulu 
saat ini masih bersifat adhoc, sehingga personil yang ada di ULP sekaligus 
bertugas di SKPD atau Instansi lain. Harapan ke depan agar ULP Kota Bengkulu 
berstatus permanen karena proses pengadaan membutuhkan konsentrasi dan 
beban kerja yang cukup tinggi, sehingga diperlukan personil yang total bekerja 
dan tidak terikat bekerja di tempat lain. Komitmen yang kuat dari Pemerintah 
Daerah dan semua pihak untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang 
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, bersaing dan adil/tidak diskriminatif 
sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran anggaran.  Pembinaan dan 
pengembangan terhadap para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa 
agar dilakukan secara terus menerus, seiring dengan perkembangan teknologi dan 
sistem yang terus berkembang dan mengalami perubahan. 
 
 
Keywords : e-procurement, transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, 
adil/tidak diskriminatif.  
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1.1 Latar Belakang 
Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance) 
merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Menurut Mardiasmo (2005 
:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk 
menciptakan good governance, dimana pengertianya adalah tata kelola 
pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan good 
governance adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan 
pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi 
atau e-government. Salah satu bentuk penyelenggaraan e-government untuk 
mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasapemerintah secara 
elektronik.  
Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya 
permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
konvensional. Penelitian  yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan 
barang/jasa secara konvensional menghasilkan sisi negatif, antara lain : suap 
untuk memenangkan tender, proses tender tidak transparan, kurangnya persaingan 
sehat diantara penyedia, pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh 
satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap 
dapat ikut tender bahkan menang (Udoyono, 2012).  
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 




melakukan pengadaan barang dan jasa secara langsung. Hal ini sangat rentan 
terhadap terjadinya tindakan kolusi yang dilakukan oleh panitia pengadaan dengan 
penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya merugikan negara. 
Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah sangat 
dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek-
proyek pemerintahan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang didanai 
APBD maupun APBN disadari memang sering terjadi penyalahgunaan anggaran. 
Kebocoran dana pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat 
mencapai 10 % sampai 50% karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah 
di Indonesia sangat rawan KKN (Imam, 2005). Dalam APBN 2013 tercatat total 
belanja yang melalui proses pengadaan barang/jasa adalah Rp. 534 triliun atau 
31,73 % dari total APBN yang terdiri dari 284 triliun yang merupakan bagian dari 
belanja pemerintah dan Rp. 240 triliun adalah belanja pemerintah daerah (Depkeu, 
2014). Sayangnya besaran dana yang dialokasikan belum diimbangi dengan 
pengelolaan yang baik. Dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II 
tahun 2012 untuk belanja pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa ditemukan 212 kasus diantaranya terdapat indikasi kerugian negara 
sebanyak 65 kasus (BPK, 2013). 
 Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini 
menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika 
pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat 
mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya 
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, 
akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.  
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Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling 
rawan dengan korupsi (Kouffman, World Bank 2006). Sebanyak 38 % dari kasus 
yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa (Lap Tahunan 
KPK 2012). Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara 
tegas dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan 
barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-
procurement, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib 
melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).  
Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan 
dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi 
secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. 
Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan 
berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut  sebagian besar pada proses 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.  
Menurut  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010) 
permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak 
transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, 
terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen 
pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam 
melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan 
tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, 
kolusi dan mark up anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara 
maupun daerah.  
Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga 
dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi 
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yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi ekslusi 
terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu 
(Tastsis et al,2006). Menurut Purwanto dkk (2008) berbagai persoalan yang 
muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) 
penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dan rekanan; (e) 
manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM. 
Dengan adanya e-procurement peluang untuk kontak langsung antara 
penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, 
sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan 
biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk 
meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah,  diperlukan upaya untuk untuk 
menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip 
persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh 
barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan 
baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas 
pemerintah dan pelayanan masyarakat.  
Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan 
barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 
dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Pengadaan  barang  dan  jasa  
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pemerintah  yang  dilaksakan secara transparansi, akuntabel,  terbuka  dan 
kompetitif  juga akan  berdampak  pada  peningkatan  pelayanan  publik.  
Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat 
mendorong pratek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran 
anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang 
dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 
 Pelaksanaan e-procurement termasuk ke dalam salah satu program 
nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan e-procurement dalam 
pengadaan barang/jasa. Penerapan e-procurement ini disosialisasikan di seluruh 
daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah mewajibkan seluruh instansi 
pemerintahan di Indonesia menggunakan e-procurement pada tahun 2011 tanpa 
terkecuali untuk proses pengadaan barang/jasa.  
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu menindaklanjuti 
kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) Kota Bengkulu yang dilaunching pada tanggal 3 Januari 2014. Tujuan 
dilaunchingnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Bengkulu. Selain itu LPSE  
diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan 
persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek 
monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.  
  Melalui adopsi e-procurement, maka peluang-peluang terjadinya 
kecurangan dengan pengadaan konvensional dapat diminimalisir karena 
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kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara pembeli (pemerintah) 
dengan penjual (vendor) dibatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. Pengadaan barang/jasa secara e-procurement menjadi tantangan 
karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. Menurut Fathul Wahid (2010) tidak terhindari masih adanya 
„permainan‟ dalam praktik proses pelaksaanaan barang/jasa secara e-procurement. 
Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terkait adanya fenomena dalam 
pelaksanaan e-procurement di beberapa daerah antara lain, Efektifitas e-
procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro oleh Arindra 
Rossita Arum Nurchana (2012) menunjukkan hasil bahwa penerapan e-
procurement berjalan kurang efektif karena ada satu tujuan e-procurement yang 
belum tercapai yakni peningkatan persaingan usaha yang sehat, dimana masih 
terdapat indikasi peluang “main mata” dengan pihak penyedia. Indikasi tersebut 
merupakan salah satu faktor yang mengurangi nilai keefektifan penerapan e-
procurement. Penelitian terhadap pelaksanaan e-procurement di LPSE Kota 
Kendari oleh Maharany Arsyad (2015). Penelitian ini menunjukkan e-
procurement dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan 
persaingan usaha yang sehat, dimana masih ditemukan berbagai permasalahan 
dalam tahapan pelaksanaannya.Selain itu, kurangnya pemahaman panitia dan 
penyedia atas ketentuan yang berlaku sehingga tujuan LPSE Kota Kendari belum 
berjalan  optimal. 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement  di Kota Bengkulu 
dituangkan melalui Peraturan Walikota Nomor. 08 Tahun 2011 tentang 
Implementasi Pelaksanaan e-procurement dilingkungan Pemerintah Kota 
Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu baru menerapkan sistem e-procuremen 
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tsecara full elektronik pada tahun 2014, setelah sebelumnya masih menggunakan 
semi e-procurement.  
Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
menggunakan e-procurement, maka pada tahun 2014 terjadi efisiensi anggaran di 
Kota Bengkulu sebesar 15 % dari 78 paket pekerjaan yang dilelang dan pada 
tahun 2015 terjadi efisiensi sebesar 4 % dari 109 paket pekerjaan yang selesai 
dilelang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Tabel 1.1. 
Status transaksi e-tendering LPSE Kota Bengkulu Tahun 2014-2015 
No Uraian 2014 2015 
1 Jumlah lelang 78 paket 109 paket 
2 Nilai Pagu (Rp) 121.895.531.708 170.603.998.990 
3 Jumlah Lelang selesai 78 paket 100 paket 
4 Nilai Pagu selesai (Rp) 120.220.632.111 165.095.648.990 
5 Nilai Hasil Lelang (Rp) 106.011,921.289 157.998.635.296 
6 Selisih pagu dan hasil lelang 
(Rp) 
15.883.610.419 6.797.013.694 
7 Selisih pagu dan hasil lelang (%) 15 % 4 % 
Sumber : Smart Report LPSE Kota Bengkulu 
Pada pelaksanaannya e-procurement di Kota Bengkulu baru berjalan tiga 
tahun dan dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan 
pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat 
dilihat pada keseluruhan proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan secara 
elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan 
dokumen lelang (aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi 
penawaran dan kualifikasi, serta  penetapan dan pengumuman pemenang. 
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Berdasarkan uraian diatas, secara teoritik pengadaan barang/jasa secara 
elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh 
pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen 
yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian.  Pada kenyataannya 
e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam 
pelaksanannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi 
dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem konvensional, kurangnya 
dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e-
procurement serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran et all, 2009). 
Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e 
procurement tidaklah mudah dan perlu dilaksanakan dengan baik yang idealnya 
sesuai dengan prinsip e-procurement, yaitu meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Kodar Udoyono 
(2012) mengatakan bahwa e-procurement dapat menjadi instrument dalam 
mengurangi tindakan KKN karena dilakukan secara terbuka, transparan sehingga 
meminimalisasi penyimpangan atau persekongkolan tender yang sering terjadi. 
Merupakan kajian sekarang apakah memang e-procurement sebagai 
bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan 
sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement). Untuk mengetahui penerapan e-procurement dalam pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu dapat dinyatakan berjalan dengan baik 
atau tidak dengan melihat dari tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 
e-procurement, maka  penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian 
dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 
Elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015”.  
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1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 dengan melihat dari 
tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang,  penjelasan pekerjaan, 
pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen 
penawaran serta  penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur dengan  
prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai dengan 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah  
1. Menganalisis proses pengumuman lelang secara elektronik (e-
procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 
2. Menganalisis proses pendaftaran lelang dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015 
3. Menganalisis proses pemberian penjelasan(Anwijzing) dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 
pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015  
4.  Menganalisis proses pemasukan dan pembukaan penawaran dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 
pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 
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5. Menganalisis proses evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015  
6. Menganalisis proses penetapan dan pengumuman pemenang dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 
pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Praktis 
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan 
untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa elektronik. 
2) Sebagai bahan masukan bagi LPSE dan ULP Kota Bengkulu, guna melakukan 
perbaikan dan pengembangan e-procurement ke depan.  
3) Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan e-procurement dalam 
pengadaan barang/jasa.  
 
1.4.2 Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan 
literatur manajemen keuangan sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan 
dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian 
tentang manajemen keuangan sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan 




1.5 Ruang Lingkup Penelitian  
 Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 
agar tidak menyimpang dari sasaran, maka penulis memfokuskan penelitian pada 
tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di 
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.. Pengadaan dillakukan dengan 
mekanisme e-tendering (lelang) yakni mulai dari proses pengumuman, 
pendaftaran lelang, pemberian penjelasan (Aanwijzing), pemasukan dan 
pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi,  penetapan dan 
pengumuman pemenang. Pelaksanaan pengadaan tersebut dianalis apakah sudah 
memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement) sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010. Prinsip-prinsip 
pengadaan barang/jasa yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada prinsip 







2.1 Pengadaan Barang dan Jasa 
Menurut  Peraturan  Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa 
pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang 
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah 
sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan 
pembangunan. Bagi pemerintah,  ketersediaan  barang  dan  jasa  pada  setiap  
instansi  pemerintah  akan  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  pelaksanaan  
tugas  dan  fungsi  masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang 
memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan 
mencapai hasil yang maksimal, Abu Sopian (2014:1). 
Wardiyanto (2012) mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang 
penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara 
berkelompok maupun secara umum. Menurut Arrowsmith (2004), Nur Bahagia 
(2006), Christopher & Schooner (2007) pada prinsipnya pengadaan adalah : 
“kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan 
efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud 
barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan, baik untuk kepentingan 
publik maupun privat” (Jurnal LKPP “Senarai Pengadaan Barang/Jasa 




Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya 
pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 
panitia  untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan 
metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, 
waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia  dan 
penyedia barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan 
barang/jasa. 
Adapun metode/cara pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
a. Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang 
dilakukan secara terbuka  dengan pengumuman secara luas melalui media 
massa dan papan pengumuman resmi. Sehingga masyarakat luas dunia usaha 
yang beminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya dengan 
memenuhi syarat yang ditentukan.  
b. Pelelangan Terbatas, yaitu pelelangan terbatas dapat dilaksanakan apabila 
dalam hal jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan 
diyakini terbatas. Jenis pekerjaannya pun cukup kompleks. Pelelangan terbatas 
dilakukan dengan cara mengumumkan secara luas melalui media masa dan 
papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang atau jasa 
yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia 
barang/jasa lain yang memenuhi kualifikasi.  
c. Pemilihan Langsung  yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang 
dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, 
sekurang-kurannya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang atau jasa yang 
14 
 
telah lulus prakualifikasi, kemudian dilakukan negosiasi baik teknis maupun 
biaya, serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi. 
Pemilihan langsung dapat dilaksanakan jika metode pelelangan umum atau 
pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.  
d. Penunjukan Langsung, yaitu metode ini dapat dilaksanakan dalam keadaan 
tertentu dan keadaan khusus terhadap  1  penyedia barang atau jasa. Pemilihan 
penyedia barang atau jasa dapat dilangsungkan dengan cara melakukan 
negosiasi, baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan 
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
e. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan 
diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah 
borongan tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang atau 
jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya 
masyarakat penerima hibah. Jenis pekerjaan yang memungkinkan 
dilaksanakan secara swakelola diantaranya adalah : (a) Pekerjaan yang 
bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi 
pemerintah yang bersangkutan (b) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi 
instansi pengguna barang atau jasa yang bersangkutan (c) Pekerjaan untuk 
proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan 
teknologi / metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang 
atau jasa. 
Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa 
pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan carae-tendering atau e-
purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang 
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terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 
(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-
Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog 
elektronik.  
 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai 
lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara 
elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang 
telah diubah dengan Perka No. 1 Tahun 2015  tentang e-tendering Adapun 
pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan  melalui metode 
e-tendering. 
 
2.2 Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek 
yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau 
kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa pada 
Gambar 2.1 dibawah ini. 
Gambar 2.1 
Siklus Pengadaan Barang dan Jasa 
  Perencanaan            Pemilihan Penyedia Barang dan            Manajemen  




Akuisisi                                                                          Serah terima Aset 




Dari gambar 2.1 dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa 
sebagai berikut : 
1. Tahap Perencanaan Pengadaan  meliputi :  
a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa  
b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa  
c. Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa  
d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa  
2. Tahap Pelaksanaan atau Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa meliputi :  
a. Pengumuman   
b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen  
c. Penjelasan  
d. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran  
e. Evaluasi dokumen penawaran  
f. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
g. Sanggahan  
h. Penerbitan SPBJ  
i. Pembuatan kontrak 
3. Tahap Manajemen Kontrak meliputi : 
a. Persiapan pelaksanaan kontrak  
b. Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko  
c. Pengendalian kontrak  
d. Penilaian prestasi  
e. Pengelolaan jaminan  
f. Penyelesaian perselisihan  
g. Pengelolaan jaminan  
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h. Penyelesaian perselisihan  
i. Penanganan kegagalan teknis  
j. Pengakhiran kontrak  
k. Penerimaan dan penyerahan  
Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 109 dinyatakan bahwa pengadaan  
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dapat dilaksanakan melalui e-
tendering dan e-purchasing. Pengadaan barang/jasa melalui e-tendering (lelang) 
meliputi mulai dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang. 
E-tendering  dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara 
Eleketronik. 
Secara umum tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam 
pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang tercantum 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan pelaksanaan pemilihan 
penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut:pengumuman,  pendaftaran lelang, 
pemberian penjelasan, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran,  evaluasi 
penawaran dan kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang. 
 
2.3 e-Procurement 
2.3.1 Pengertian e-Procurement  
 E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan   
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi 
informasi yang berbasis internet.Pengadaan barang/jasa secara elektronik 
dilakukan dengan carae-tendering atau e-purchasing. Definisi e-procurement dari 
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berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan 
menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai 
pengertian e-procurement sebagai berikut, Sutedi (2012:254) menyatakan e-
procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis 
internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. 
         Andrianto (2007: 215) bahwa e-procurement adalah proses pengadaan 
barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Menurut Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, e-
procurement atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi.inforrmasi dan transaksi elektronik 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
 Sedangkan menurut Christhoper & Schooner (2007), e-procurement 
adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa secara transparan, efektif dan 
efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pendapat lain 
tentang e-procurement dikemukakan oleh Abidin (2012), yakni e-Procurement 
merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Kalakota et al (2001) dalam (Egbu et al., 2003) menyatakan bahwa e- 
procurement  merupakan proses pengadaan barang atau lelang dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk website. 
Secara umum e-procurement adalah: “proses pembelian barang dan jasa 
yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik 
(Oliviera, 2001 :43)”. e-Procurement dalam pengertian umum diterapkan pada 
sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan 
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jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian 
(Croom & Brandon-Jones, 2005:369).  Dari berbagai uraian pendapat 
tentang pengertian e-procurement di atas, dapat disimpulkan bahwa e-
Procurement adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh 
kegiatannya dilakukan secara online melalui website dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.3.2 Manfaat dan kelebihan dari penggunaan e-Procurement 
Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti 
yang dijelaskan oleh (Teo & Lai, 2009) yang membagi keuntungan dari e-
procurement menjadi 2 yaitu,  keuntungan yang dirasakan secara langsung 
(meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, 
proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) 
dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan 
menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan 
meningkatkan hubungan dengan rekan kerja).  
Selain itu (Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulos, 2004) juga 
menambahkan yaitu e-procurement dapat mengurangi jumlah biaya distribusi 
(rata-rata sebesar 1 %), mengurangi biaya per tender (rata-rata 20% cost per 
tender), dapat memberikan lead time savings (untuk open tender rata-rata 6,8 
bulan – 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), 
peningkatan kualitas proses (proses pemesanan barang yang simpel, mengurangi 
penggunaan kertas, pemborosan mempersingkat jalur birokrasi, adanya 
standarisasi proses dan dokumentasi. 
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Menurut  Pujawan & Goyal (2005), terdapat banyak manfaat yang bisa 
direalisasikan dengan mengimplikasi e-procurement dalam proses pengadaan. 
Beberapa keuntungan tersebut antara lain: 
a. Proses-proses administratif dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan murah, 
mengundang supplier untuk memasukkan proposal atau penawaran tidak lagi 
dilakukan lewat surat atau fax, tetapi dapat dilakukan dengan fasilitas yang ada 
di website. Calon-calon supplier dapat mendapatkan pesan-pesan tersebut 
dengan cepat dan akurat dimanapun para supplier berada dan kapan saja, 
asalkan tersambung dengan jaringan internet. 
b. Pengadaan yang menggunakan sistem lelang bisa mendapatkan keuntungan 
berupa harga yang jauh lebih murah karena supplier akan sedapat mungkin 
menurunkan harga penawaran agar dapat menjadi pemasok perusahaan 
(pemenang). 
c. K/D/L/I dapat memperoleh calon-calon supplier yang lebih banyak dari 
berbagai tempat sehingga berpeluang untuk melakukan transaksi dengan 
supplier yang lebih berkompeten. 
d. K/D/L/I maupun supplier dapat menyelidiki transaksi maupun proses-proses 
fisik seperti pengiriman barang, sehingga kedua belah pihak lebih cepat 
mengetahui jika munculnya masalah yang membutuhkan penanganan lebih 
lanjut. 
Manfaat lain dari penggunaan e-procurement (sumber : Paparan 
pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik, Kementerian Pekerjaan 
Umum, 2011). 
a. Menyederhanakan proses e-procurement 
b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier 
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c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telfon atau fax 
dan dokumen-dokumen yang menggunakan kertas. 
d. Mengurangi waktu pemesanan barang 
e. Menyediakan laporan untuk evaluasi 
f. Meningkatkan kepuasan user 
Manfaat adanya e-procurement bukan hanya untuk instansi maupun 
pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa 
serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan 
jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak 
dan proses admnistrasi lebih sederhana. Sedangkan bagi penyedia barang/jasa 
dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, 
membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi 
biaya administrasi (Handoko, 2009 dalam Nightisaba dkk,  2009). 
Penerapan e-procurement di sektor publik sebenarnya diadopsi dari 
penerapane-procurement di bidang bisnis. Meningkatnya tekanan persaingan 
bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi e-procurement sebagai 
strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh & 
Bateman, 2008:54). Proses pembelian dan penjualan barang melalui cara 
konvensional dianggap tidak efektif dan efisien lagi untuk mendukung kegiatan 
bisnis. Salah satu keuntungan terpenting dari penerapan e-procurement adalah 
kemampuannya sebagai mekanisme integrasi baik di dalam perusahaan maupun 
dengan supplier. 
Selain itu, e-procurement juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi 
antara pembeli dan pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkan 
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koordinasi, mengurangi biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualan barang 
yang lebih pendek, memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lebih besar. 
Teknologi informasi dapat membuat biaya lebih efektif dan sistem pengadaan 
publik lebih inovatif. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik adalah untuk memberikan peluang untuk perusahaan lokal bersaing di 
pasar pengadaan internasional, dan untuk meningkatkan akses pasar bagi usaha 
kecil dan menengah yang biasanya terbatas.  
Dengan demikian secara otomatis setiap perusahaan akan dapat 
mengetahui setiap kali tender sudah diumumkan oleh berbagai website pengadaan 
nasional melalui profil mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. Dengan cara ini 
diharapkan setiap perusahaan dapat mencari informasi baik kesempatan dalam 
pengadaan internasional maupun pengadaan domestik. Munculnya teknologi baru 
ini bersamaan dengan tuntutan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi 
pemerintah. Internet merupakan „kendaraan‟ untuk menyediakan berbagai 
informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pengguna layanan 
pemerintah akan menerima manfaat dari layanan yang berkualitas tinggi. 
Hubungan antara pemerintah dan masyarakar akan berkembang dari yang semula 
hirarki tradisional yang panjang dan satu arah ke satu tempat yang lebih baik yaitu 
hubungan timbal balik antara warga negara dengan pemangku kepentingan di 
pemerintah mereka.  
Pengadaan yang didasarkan pada penggunaan teknologi informasi ini 
adalah suatu usaha untuk mencapai prinsip-prinsip utama guna mengarah ke 
persaingan sempurna, antara lain: tidak ada pembatasan untuk mengakses 
informasi dari Pemerintah,meningkatkan transparansi pasar (no barries to entry), 
meningkatkan kesempatan pengusaha dalam negeri untuk bersaing di pasar 
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pengadaan international serta meningkatkan akses pasar, integrasi ekonomi 
berdasarkan prinsip saling melengkapi.  
Tujuan utama dari sejumlah inisiatif tersebut adalah guna memfasilitasi 
seluruh siklus pengadaan di sektor publik dan swasta untuk membentuk suatu 
lingkungan elektronik yang akan mendukung otoritas publik dan perusahaan 
swasta khususnya UKM dalam mengakses informasi pengadaan dan mengurangi 
penggunaan kertas berkaitan dengan kegiatan pengadaan (Blili dan Raymond, 
1994, hal. 127-137).  
          Perlu diketahui, bahwa pada pengadaan barang dan jasa secara konven 
sional masih terdapat banyak kekurangan, terutama di negara-negara berkembang 
yang dicirikan oleh panjangnya prosedur birokrasi (Yap et al., 1994, hal 191), 
antara lain, prosedur yang rumit dan terkesan diperpanjang, campur tangan dari 
birokrat, kemampuan birokrasi yang tidak memadai, tidak adanya kebijakan TI 
nasional yang jelas, membutuhkan volume kertas yang cukup besar, kurangnya 
kontrol dari pusat,kurangnya kualitas informasi, resistance terhadap perubahan. 
Karena itu, teknologi informasi yang muncul memberikan kesempatan bagi 
pemerintah untuk mengubah itu semua termasuk cara memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dan memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  
Secara umum perbedaan pengadaan barang/jasa dengan cara konvensional 
dan e-procurement dapat ditabelkan sebagai berikut. 
Tabel 2.1 
Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 
No Konvensional e-procurement 
1 Pemasukan dan pengambilan dokumen 
dilakukan dengan tatap muka 
Pemasukan dan pengambilan 




Pengumuman dilakukan di media cetak 
 
Pengumuman dilakukan di 
internet melalui website yang 
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  Sumber : Modul e-procurement LKPP, 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Dari tabel tersebut, dapat diketahui beberapa kelebihan penggunaan e-
procurement, yaitu : 
a. Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk 
mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan 
tidak perlu melakukan birokrasi yang sering menghabiskan banyak waktu 
b. Transparansi, akuntabel, terbuka dan efisien karena dapat diakses siapa saja 
c. Salah satu upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk 
menghadapi tantangan dan perkembangan global. 
 
2.3.3 Keterlibatan Pihak-Pihak dalam e-Procurement 
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) 
dapat dikatakan berhasil, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-
prinsip pengadaan  barang/jasa secara e-procurement. Untuk mengetahui 
pelaksanaan e-procurement dibutuhkan pendapat/persepsi para pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan e-procurement. Para pihak yang terlibat langsung dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010 meliputi : 
1. Pengguna Anggaran (PA), adalah Pejabat pemegang kewenangan 








3 Daerah cakupan pemberitahuan terbatas  Daerah cakupan pemberitahuan 
sangat luas  
4 Terbukanya kesempatan untuk berkolusi 
anatara panitia dan penyedia 
Kesempatan untuk berkolusi 
antara panitia dan penyedia 
sangat kecil 
5 Kurang transparan Lebih transparan 
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Daerah atau Pejabat lain yang disamakan pada institusi lain pengguna 
APBN/APBD. 
2.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang 
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang 
bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah 
ada.  
4. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki serifikat keahlian 
pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. 
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.LPSE didesain 
sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/Unit Layanan 
Pengadaan. Hal ini untuk menjamin indepedensi LPSE terhadap proses 
pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat 
dalam pengadaan.LPSE berfungsi seperti pasar, Panitia/ULP sebagai 





2.3.4 Tujuan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Singk (2008) menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum dari 
penerapan e-procurement, yaitu (1) mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan, 
(2) meningkatkan akses kepada supplier untuk memastikan perluasan partisipasi 
(3), mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding dan reverse 
auctioning, (4) menghilangkan sistem kartel oleh suppliers group, (5) 
meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan (6) hampir 
menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi efisiensi.  
The Asian Development Bank (2004) menyebutkan 3 tujuan e-
procurement, yaitu : 
1. Governance dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
2. Effectiveness meliputi efisiensi dan value for money 
3. Balanced Development melalui competitiveness, business development dan 
regional development. 
Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan e-procurement yaitu untuk 
memperbaiki tingkat layanan kepada para users, dan mengembangkan sebuah 
pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai serta untuk 
mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.  
Adapun tujuan e-Procurement  sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 
Tahun 2010, yaitu : 
1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas  
2. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan  
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
4. Mendukung proses monitoring dan audit  
5. Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time  
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2.3.5 Prinsip-prinsip e-Procurement 
Menurut  Perpres No.54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik (e-procurement) mempunyai prinsip sebagai berikut : 
 
1) Transparansi 
        Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa bersifat jelas dan diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang 
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Proses yang transparan pada 
setiap tahapan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan 
publik yang efektif terhadap proses dan kinerja para pelaksana pengadaan 
sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat 
bahwa proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara manupulatif. Melalui 
prinsip pengadaan yang transparan diharapkan dapat mendorong persaingan yang 
sehat dan kompetitif di dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sehingga 
penyedia barang/jasa yang terpilih adalah yang paling memiliki kualitas untuk 
melaksanakan pekerjaan tersebut. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan 
adalah: 
1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang 
dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan 
kepada seluruh calon peserta; 
2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan 
barang/jasa harus transparan; 
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk 
mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan 
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4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus 
transparan kepada seluruh calon peserta. 
Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan: 
1. Pengumuman yang luas dan terbuka; 
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan 
proposal/penawaran; 
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus 
dipenuhi; 
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian 
penawaran. 
Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi 
mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, 
tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya 




Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia 
barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan 
yang berlaku dan prosedur yang jelas. Prinsip keterbukaan dalam proses 
pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia 
barang/jasa khususnya pada metode pelelang umum. Pelanggaran pada prinsip 
keterbukaan pada umumnya diakibatkan oleh adanya kolusi antara calon penyedia 
barang/jasa dengan pejabat pengadaan/ULP yang kemudian menimbulkan 
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kecenderungan terjadinya tindakan manipulatif dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan selanjutnya.  
Proses pengadaan yang diawali dengan adanya kecurangan pada proses 
pemilihan penyedia barang/jasa, akan mempengaruhi proses pelaksanaan 
pekerjaan dikemudian hari karena pihak rekanan yang telah dibantu menjadi 
pemenang oleh pejabat pengadaan/ULP akan diberi imbalan jasa yang tentu 
imbalan itu akan diperhitungkan dari nilai anggaran proyek, hal ini yang 
kemudian menimbulkan kebocoran pada nilai pembiayaan proyek. 
 
3. Bersaing 
Bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan 
yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan 
tidak ada intervensi yang menganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 
pengadaan barang/jasa. 
Persaingan yang sehat akan menghasilkan penyedia barang/jasa yang kredibel 
dan berkualitas karena sistem pemilihan pada prinsipnya dilakukan untuk mencari 
penyedia barang/jasa yang terbaik dari sekian banyak peserta pemilihan 
berdasarkan kriteria yang ditentukan, sedangkan persaingan yang tidak sehat akan 
membatasi dan menyingkirkan penyedia barang/jasa yang sebenarnya memiliki 
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tersebut, hal ini jelas akan sangat 
berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan.  
Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan: 




2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu 
melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta 
peluang untuk memenangkan persaingan; 
3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya 
persaingan sehat; 
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-
hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat; 
5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan 
6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.  
 
4. Adil/Tidak Diskriminatif 
Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua 
calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan 
kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal-hal 
yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak 
diskriminatif adalah : 
1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak; 
2. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan 
barang/jasa; 
3. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, 
fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan 
pengadaan yang sedang dilakukan; 




5. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung 
jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); 
dan 
6. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan 
 
5. Akuntabel 
Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 
Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan 
ketentuan peraturan yang berlaku.  
Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa 
pemerintah dapat memenuhi prinsip akuntabel adalah: 
1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap; 
2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan; 
3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan 
mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh 
peserta.  
 
2.4.  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi perangkat 
lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui 
website LPSE. Aplikasi SPSE sendiri dikembangkan oleh pusat pengembangan  
aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP.  
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 Pengembangan SPSE membawa semangat free license artinya dapat 
digunakan dimana saja tanpa harus membayar royalty atau hak cipta. LPSE dalam 
pengembangan aplikasi SPSE bekerjasama dengan beberapa lembaga, yaitu : 
1). Lembaga Sandi Negara untuk fungsi enkripsi dokumen 
2). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk fungsi audit.  
Dengan adanya SPSE dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi intansi 
pemerintah/lembaga maupun peserta lelang, manfaat tersebut antara lain : 
1) Optimalisasi waktu proses pengadaan barang/jasa baik dari sisi panitia 
pengadaan maupun peserta lelang 
2). Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan 
akurat karena sistem software dapat secara otomatis mengeliminasi peserta 
lelang yang gagal memenuhi persyaratan 
3). Memberikan respons yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang 
karena sistem dan software menyediakan media Aanwijzing dan klarifikasi 
secara online.  
4). Mengurangi dan menekan biaya, baik dari sisi pengguna barang dan jasa 
maupun penyedia barang dan jasa karena persyaratan lelang berupa hard copy 
diminta kepada pemenang di akhir proses lelang.  
5). Meningkatkan pemenuhan kualitas spesifikasi teknis barag dan jasa yang 
diadakan dan menjamin tanggungjawab penyedia barang dan jasa karena 
spesifikasi teknis yang diminta oleh panitia pengadaan setelah masa lelang 
dapat diakses oleh publik. 
6). Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan integritas pihak-pihak 




2.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara e-procurement. 
Secara umum, e-procurementdapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-
tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia 
barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia 
barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektroni dengan cara menyampaikan satu 
kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-
tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan 
pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem 
pengadaan secara elektronik (Perpres Nomor 54 Tahun 2010). 
Adapun tata cara e-tendering setiap tahapannya dapat dilihat pada Gambar 
2.2 berikut ini.   







Persiapan oleh                                         Penyiapan Penawaran                                                  Proses Evaluasi 
Panitia Pengadaan                                          oleh Penyedia                        Panitia Pengadaan  
Sumber :  Modul e-procurement LKPP, 2014 
Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara 
online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di 
situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman 
,panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta 
lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen 






















online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan.  
Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta lelang. 
Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui 
aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang secara 
elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran 
ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa  
yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen 
penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.   
Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download)dan 
melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman 
Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan 
pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian 
melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan  
klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, 
maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan 
mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara 
otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada 
pemenang lelang.  
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 
dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan 
penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam 
pelaksanaanya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa , yakni 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persainngan sehat dan 
adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya. 
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2.6. Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa secara e-procurement telah dilakukan sejumlah peneliti. Misalnya 
penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2012) tentang Evaluasi Pengadaan 
Barang/Jasa melalui e-procurement di LPSE Kementerian Keuangan RI 
menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement dapat meningkatkan 
transparansi, akuntabilitas, memperbaiki proses efisiensi pengadaan, 
meningkatkan akses pasar dan persaingan yang sehat, monitoring dan audit serta 
meningkatkan akses informasi yang real time. Penelitian lain  tentang  e-
procurement dalam pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Arindra Rossita dkk 
(2014) di Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan bahwa dalam penerapan e-
procurement belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan e-procurement seperti 
yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dikarenakan ada satu variabel 
yang belum mencapai tujuan yang ditetapkan.  
Berikut ini Ringkasan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan e-
procurement  dalam Pengadaan Barang/Jasa disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini. 
Tabel 2.2. 
Penelitian Tentang e-Procurement 
No 
 




























Penelitian ini untuk mengetahui dan 
menganalisis seberapa besar pencapaian 
tujuan dari penerapan e-procurement. 
Tujuan dari penerapan eprocurement 
dalam pengadaan barang/jasa di Kab. 
Bojenegoro belum berjalan efektif, 
karena ada satu variabel dari tujuan  
yang ditetapkan belum mencapai tujuan 
secara maksimal yaitu peningkatan 
persaingan usaha yang sehat dimana 
masih terdapat main mata antara 
penyedia dan panitia pengadaan. 
Variabel yang diukur adalah tujuan e-
procurement yang tertuang dalam 




















































Variabel-variabel independen berupa 
efisiensi, efektifitas, daya saing, 
transparansi, dan tanggung jawab. 
Variabel dependen berupa good 
governance. Variabel efisiensi dan 
transparansi berpengaruh secara 
signifikan terhadap good governance. 
Sedangkan efektif,  daya saing dan 
tanggungjawab tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap good governance.  
Pengujian secara simultan menunjukkan 
variabel independen berupa efisiensi,  
efektifitas, daya saing,  transparansi dan 
tanggungjawab berpengaruh secara 
signifikan terhadap good governance. 
3 Analisis 
Pengadaan 
barang dan jasa 
secara elektronik 
(e-procurement) 








Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
dengan e-procurement di Kota Kendari 
sudah berjalan efisien dari segi waktu 
dan biaya, serta efektif yang diukur 
berdasarkan transparansi, akuntabilitas 
dan akses pasar serta persaingan usaha 
yang sehat sehingga sesuai dengan 


































Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
dengan e-procurement melalui e-
tendering pada LPSE Kementerian 
Keuangan sudah berjalan sesuai dengan 
tujuan e-procurement. Variabel yang 
digunakan merupakan tujuan dari e-
procurement, seperti yang  tertuang 
dalam Perpres 54 Tahun 2010 yaitu 
transparansi, akuntabilitas, akses pasar 
dan persaingan usaha yang sehat,  
efisiensi proses pengadaan, dukungan 
proses monitoring dan audit serta akses 






















barang dan jasa 
secara elektronik 
di LKPP,  








Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penerapan prinsip-prinsip 
pengadaan barang/jasa di LKPP, 
Pemerintah Kota Sukabumi dan Kota 
Bogor. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara dari ketiga objek peneltian 
sudah memenuhi prinsip-prnsip 
pengadaan hanya masih terdapat 
beberapa hal yang tidak sesuai dengan 
ketentuan. Antara lain, pengumuman 
lelang belum dilakukan secara terbuka, 
tidak mengumumkan seluruh paket 
pengadaan dalam RUP dan pemahaman 
yang belum optimal dari PPK terhadap 
mekanisme pengadaan.. 
 
Sumber : beberapa hasil penelitian 
 
2.7. Kerangka Analisis 
Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dilingkungan 
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa  ini 
diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement yakni 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.  Penelaahan mengenai pelaksanaan e-
procurement dalam pengadaan barang/jasa, diharapkan dapat menggambarkan 
sejauhmana pendapat para pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota 
Bengkulu dalam  mengimplementasikan prinsip-prinsip e-procurement. Agar 
penelitian ini tetap terfokus, maka secara skematis kerangka analisis penelitian ini 




















Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2010 
 
 Sesuai dengan tujuan penelitian, dilakukan analisis pada pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015. Analisis dilakukan pada tahapan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa, mulai dari pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan lelang, 
pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan penetapan 
pengumuman pemenang. Setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
tersebut diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement ) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan 
adil/tidak diskriminatif, seperti yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.   
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA 
E-PROCUREMENT 










Gambaran pelaksanaan atas Prinsip-prinsip 












3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif,  yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 
objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982 : 119). Data evaluasi yang 
dikumpulkan melalui kuisioner, wawancara  dan dokumentasi akan dianalisis dan 
dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 
berdasarkan pendapat/persepsi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik., yang  dilihat dari penerapan prinsip-
prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procuremen tberdasarkan Perpres No. 54 
Tahun 2010. 
Penelitian ini juga merupakan penelitian sosial dengan pendekatan secara 
kualitatif yang merupakan respon atas keterbatasan penelitian kuantitatif atau 
penelitian survei. Menurut Hadi (2005), Pendekatan kualitatif atau sering disebut 
sebagai penelitian grounded mencoba mengatasi kelemahan studi verifikasi dari 
pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode survey, yaitu suatu metode penelitian yang 




alat untuk menambah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian (Singarimbun 
& Effendi, 1991) 
 
3.2 Definisi Operasional   
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel 
yang diamati. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang 
menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang 
dianggap penting (Mushlisin, 2013). 
Definisi operasional variabel-variabel yang diamati dalam penelitian yaitu 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di 
Pemerintah Kota Bengkulu. Pelaksanaan adalah tahapan proses pemilihan 
penyedia barang/jasa pengadaan secara e-tendering yang meliputi pengumuman 
pemilihan penyedia barang/jasa, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan 
(Aanwijzing), pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi 



































































- Keterbukaan dan 
kejelasan Informasi 
- Informasi yang sama 
bagi setiap penyedia 
 
- Pengumuman lelang 
dilakukan secara 
elektronik 
- File dokumen 
pengadaan dapat 
diunggah 


























Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Sumber 


























- Peserta lelang 
semakin bersaing 
secara sehat 
- Tidak ada intervensi 
 








































- Keterbukaan dan 
kejelasan informasi 
pendaftaran 
- Informasi yang 
samabagi setiap 
penyedia 




- Pendaftaran lelang 
dilakukan secara 
elektronik 




- Pendaftaran terbuka 
bagi setiap penyedia 
- Jumlah peserta lelang 
meningkat 
 
- Kesempatan bersaing 
secara sehat 
- Tidak ada intervemsi 
 
















Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Sumber 

































- Keterbukaan dan 
kejelasan informasi 
- Informasi yang sama 




online (tanpa tatap 
muka) 





- Anwijzing terbuka 






- Kesempatan  yang 
luas bagi penyedia 
untuk memberikan 
pertanyaan 
- Tidak ada intervensi 
 
- Kesempatan  yang 
sama 
- Panitia merespons 
pertanyaan cukup 
memadai / adil 
 
 












































- Keterbukaan dan 
kejelasan informasi 











- Proses dilakukan 
tanpa tatap muka 










Lanjutan Tabel 3.1 
 
No Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Sumber 






















- Dapat diikuti oleh 
semua penyedia 
 
- Harga penawaran 
semakin bersaing 
dan kompetitif 


































































































































- Keterbukaan dan 
kejelasan informasi 

















- Evaluasi dapat 




- Semakin memberi 
kesempatan bersaing 
kepada penyedia 
- Tidak ada intervensi 
 


























Lanjutan Tabel 3.1 
 
No Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Sumber 







































- Informasi  jelas dan 
mudah diakses 
- Informasi  yang 
sama  
 
- BAHP tersedia pada 
aplikasi 
- Hasil dapat 
dipertanggungjawab
kan 
- Tahapan  sesuai 












- Lebih mudah 
memilih penyedia 
yang tepat 
- Tidak ada intervensi 
 
- Kesempatan  yang 
sama bagi setiap 
penyedia 
- Tidak diskriminatif 






3.3 Sumber Data  
Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil kuisioner dan 
wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dalam hal 
ini persepsi para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan e-procurement 
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu. Sedangkan data sekunder 
45 
 
yaitu berupa dokumentasi dari LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota 
Bengkulu. Data sekunder tersebut didapat dari sejumlah dokumen dan laporan  
hasil pengadaan  barang/jasa  secara e-procuremet di Pemerintah Kota Bengkulu 
Tahun 2015 serta data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari, 
menelaah dan mengutip data dari media online (internet) dan dokumen-dokumen 
lain dalam pengadaan barang/jasa  secara  e-procurement  di Pemerintah Kota 
Bengkulu. 
 
3.4.  Metode Pengambilan Sampel  
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 
Subjek dan responden penelitian ini adalah panitia dan penyedia pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 yang sudah terdaftar dalam 
sistem pengadaan secara elektronik di Pemerintah Kota Bengkulu. 
 Untuk menentukan jumlah sampel penyedia barang/jasa dalam penelitian 
ini digunakan rumus slovin (Sofyaningrum, 2010) sebagai berikut : 
           N 
n =  1 + Ne²         ……………………………………………………………...(3.1) 
n = besaran sampel 
N = besaran populasi 
e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 
ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) dengan toleransi kesalahan 
sebesar 10 % ( pada penelitian sosial biasanya antara 5 % - 10 %). 
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Catatan : Untuk jumlah sampel penyedia barang/jasa diambil 10 % dari total 
penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik di 
LPSE Kota Bengkulu Tahun 2015, yaitu sebesar 109 penyedia barang/jasa. 
Berdasarkan populasi yang ada dengan toleransi kesalahan sebesar 10% maka 
jumlah sampel penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut : 
        109  
n    =   --------------------  = 52  penyedia  
 1 + 109*0,1² 
 
Hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel dari penyedia sebanyak 52 penyedia 
barang/jasa. 
Untuk jumlah sampel dari Panitia Pengadaan berjumlah 16 orang, yang berasal 
dari 16 SKPD yang terdaftar sebagai Pejabat Pengadaan atau pokja pengadaan di 
Pemerintah Kota Bengkulu dalam sistem pengadaan secara elektronik di LPSE 
Bengkulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini  
 
Tabel 3.2 
Pengambilan Populasi dan Sampel  






















 Jumlah  68   
 
         Responden pada penelitian ini adalah 68 orang yang terdiri dari 16 orang 
Panitia /Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu dan 52 orang 
Penyedia yang terverifikasi di LPSE Kota Bengkulu pada Tahun 2015. Kuisioner 
penelitian diantar langsung kepada responden dengan lama waktu distribusi 
kuesioner adalah 10 hari. Rentang waktu pengisian kuesioner pada tiap-tiap 
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responden adalah selama 2 hari kerja dengan pertimbangan bahwa waktu tersebut 
cukup bagi responden untuk mempelajari dan memahami item-item yang 
ditanyakan di dalam kuesioner. Harapannya, seluruh item-item yang ditanyakan 
tersebut dapat diisi dengan baik dan memadai untuk dianalisis. Ringkasan respon 
rate terhadap kuesioner penelitian dirangkum pada Tabel 3.3 berikut ini. 
 
Tabel 3.3 




Kuesioner yang disebar 
Kuesioner yang kembali 
Kuesioner yang tidak layak analisis 









Jumlah Responden 57 
Sumber: Data Diolah, 2017 
Dari Tabel 3.3 diketahui bahwa respon rate kuesioner adalah sebesar 84 
persen. Terdapat 2 eksemplar kuesioner yang tidak layak analisis yang diketahui 
dari hasil pemeriksaan dan penelaahan kuesioner yang kembali. Penyebab tidak 
layaknya kuesioner dianalisis seperti kuesioner yang tidak diisi lengkap oleh 
responden. Respons rate sebesar 84 persen tersebut, masih dianggap sangat 
memadai untuk mewakili keseluruhan jawaban responden penelitian. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
        Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan 
data melalui  kuisioner, wawancara dan dokumentasi.   
 
3.5.1. Kuisioner 
 Kuesioner merupakan “tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya” (Sugiyono, 2013: 199). Peneliti menyusun instrumen pernyataan 
dalam bentuk kuisioner yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan-
pernyataan dari kuisioner tersebut merupakan penjabaran dari indikator-indikator 
transparansi, akuntabiltas, terbuka, bersaing  dan adil/tidak diskriminatif. Jawaban 
dari instrumen pertanyaan yang diajukan dalam bentuk skala likert dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1. Sangat Setuju (SS)` = Skor 5 
2. Setuju (S) = Skor 4 
3. Cukup Setuju (CS) = Skor 3 
4. Tidak Setuju (TS) = Skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1 
 
Setelah instrumen kuisioner disusun, maka peneliti melakukan penyebaran 
kuisioner kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan jumlahnya. Cara peneliti 
melakukan penyebaran kuisioner adalah dengan cara,  kuesioner disebarkan 
langsung kepada responden yang terdiri dari panitia pengadaan dan penyedia yang 
mengikuti pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015 yang telah terverifikasi di LPSE Kota Bengkulu..Untuk 
mengantisipasi rendahnya tingkat respon (respon rate), peneliti akan 
mengantarkan langsung kuisioner ke masing-masing responden. Kuesioner diantar 
dan diambil langsung oleh peneliti dengan cara mendatangi alamat responden 
sebagaimana yang tertera pada dokumen pelelangan di  LPSE Kota Bengkulu. 
           Adapun untuk menilai persepsi responden terhadap item-item pertanyaan 
tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah 
Kota Bengulu Tahun 2015 digunakan skala likert yang merupakan cara yang 
sistematis untuk memberikan skor (Singarimbun dan Effendi, 2002). Hal ini 
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dimaksudkan agar memudahkan responden dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan. 
 
3.5.2 Wawancara  
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk mendapatkan 
informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada 
responden yang dilakukan secara lisan (Nasution, 2007). Namun sebenarnya 
responden berbeda dengan informan sehingga selanjutnya orang yang 
diwawancarai akan disebut dengan informan (Afrizal, 2014:141).  
Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu mencakup 
penggunaan interview guide (panduan wawancara) yang berisi daftar pertanyaan, 
namun peneliti dimungkinkan melakukan pendalaman (probing) diluar panduan 
wawancara (Widiyarni, 2005). Pewawancara melakukan wawancara kepada 
informan dengan cara bertemu langsung dengan informan dan melakukan 
wawancara mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di 
Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Informan yang diwawancarai berjumlah 
4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang panitia atau Pokja ULP Kota 
Bengkulu dan 2 (dua) orang penyedia pengadaan barang/jasa.  Informan ini dipilih 
dengan menggunakan teknik purposive berdasarkan hasil analisis jawaban 
kuisioner dengan kriteria jawaban rata-rata tinggi, rendah dan rata-rata. 
 
 
3.5.3 Dokumentasi  
Selain kuisioner dan wawancara sebagai data primer, penelitian ini juga 
mengumpulkan data tambahan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi 
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti  untuk mendapatkan 
gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen 
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lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. 
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali 
informasi dari arsip, peraturan, kebijakan, catatan-catatan, laporan-laporan serta 
dokumen pendukung lainnya yang telah berlalu. 
          Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 
memperoleh informasi dan data-data yang terkait pada penelitian ini. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan hasil pengadaan 
Barang/Jasa melalui e-procurement di LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Kota Bengkulu tahun 2015 serta peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain 
yang menunjang penelitian. 
 
3.6. Pengujian Kualitas Data 
Menurut Ghozali (2011) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 
instrumen dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian 
tersebut masing masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data pengujian 
yang dikumpulkan dari pengguna instrumen. 
 
3.6.1 Uji Validitas 
Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Untuk menguji masing masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dari 
tampilan output reliability tes pada kolom corrected item-total correlation. 
Apabila korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor tiap 
konstruknya lebih besar dari nilai t-tabel pada alpha 0,05 maka pertanyaan 
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tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Nilai r-tabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebesar 0,266.  
Hasil pengujian validitas instrumen penelitian disajikan pada Tabel 3.4 
berikut ini. 
Tabel 3.4 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian 
No Variabel Indikator Nilai r-hitung Keterangan 















































































































































































































Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa seluruh nilai r-hitung dari hasil 
pengujian lebih besar dari nilai r-tabel 0,266, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
seluruh instrumen penelitian adalah valid. Dengan demikian seluruh indikator 
dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 
 
3.6.2 Uji Realibilitash 
Pengujian realibilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen 
yang digunakan benar-benar menghasilkan data yang bebas dari kesalahan. Suatu 
instrumen dikatakan realibel jika jawaban terhadap petanyaan adalah konsisten 
dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan alat berupa SPSS 
(Statistical Product for Service Solition),  Teknik yang digunakan untuk 
mengukur reliabilitas dangan menggunakan cronbach‟s alpha yaitu suatu 
konstruk atau variabel tersebut akan dikatakan realibel bila cronbach alpha-nya 
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memiliki nilai lebih besar dari 0,60 dan sebaliknya dikatakan tidak reliabel jika 
cronbach alpha-nya lebih kecil dari 0,60 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian 
reliabilitas terhadap instrument penelitian dirangkum pada Tabel 3.5 berikut ini. 
Tabel 3.5 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
No Dimensi Skor Alpha Keterangan 
1 Pengumuman lelang 0,703 Reliabel 
2 Pendaftaran 0,669 Reliabel 
3 Penjelasan Pekerjaan 0,740 Reliabel 
4 Pemasukan Penawaran  0,842 Reliabel 
5 Evaluasi Penawaran Kualifikasi 0,887 Reliabel 
6 Penetapan dan Pengumuman pemenang 0,891 Reliabel 
Sumber : Hasil Penelitian 2017, diolah 
 
Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian 
adalah reliabel, yang dibuktikan dengan perolehan skor alpha lebih besar dari 
0,60. Dengan demikian seluruh variabel dan dimensi yang diajukan dapat 
digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
 
3.7. Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan dan 
menggambarkan fenomena-fenomena lapangan sesuai dengan fakta dan temuan 
lapangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan dengan cara mendeskripsikan atau 
memnggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
(Sugiyono, 2009). 
Persepsi responden terhadap variabel penelitian dilakukan dengan 
menganalisa hasil jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dengan menggunakan skala Likert (Nasir, 1999) yaitu skala yang 
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelompok tentang 
kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval).  
Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan pengguna dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert 
berbentuk pilihan ganda dengan skala 5 yaitu : 
a. Pilihan jawaban SS, memiliki skor 5 
b. Pilihan jawaban S, memiliki skor 4 
c. Pilihan jawaban CS, memiliki skor 3 
d. Pilihan jawaban TS, memiliki skor 2 
e. Pilihan jawaban STS, memiliki skor 1 
           Hasil kuisioner yang disebar kepada responden dipersentasekan dan 
dijumlahkan guna mendapatkan nilai rata-rata setiap variabel berdasarkan hasil 
olah data/penelitian yang disebar pada responden. Untuk memudahkan menilai 
tanggapan responden maka dibuat interval kelas sebagai berikut : 
                           Bobot Tertinggi – Bobot Terendah        5 - 1 
Interval kelas  =   =    =  0,80 
                                                 Jumlah Kelas                           5 
 
Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala sebagai 
berikut:1,00 – 1,80  = Sangat Tidak Baik 
1,81 – 2,60 =  Tidak Baik 
2,61 – 3,40 = Kurang Baik 
3,41 – 4,20 = Baik 
4,21 – 5,00  = Sangat Baik 
Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dan 
diuraikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, pelaksanaan e-procuremet 
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dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 dilakukan 
dengan cara menganalisis proses tahapan pelaksanaan dari e-procurement yang 
diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement) sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 kemudian dilakukan 
penilaian dan dihitung dalam bentuk persentase. Persentase yang dihasilkan dari 
perhitungan tersebut menjadi informasi mengenai tingkat pelaksanaan pengadaan 






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Kota Bengkulu 
   Kota Bengkulu merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 
Bengkulu. Kota Bengkulu merupakan ibukota Propinsi Bengkulu yang terbentuk 
berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, 
kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah 
kedatukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Propinsi 
Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibukotanya. 
            Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1986  luas Kota 
Bengkulu adalah 14.452 Km2. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tahun 
2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), luas 
Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km2. Sebutan Kotapraja selanjutnya diganti 
dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah. Istilah Kotamadya Dati 
II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di 
daerah tentang kewenangan pemerintah didaerah.  
Pada tahun 2008, Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah. Kota 





menjadi 9 kecamatan dengan 67 kelurahan.Berdasarkan Perda No 28 Tahun 2008 
tersebut, secara administratif, Kota Bengkulu terdiri atas 9 Kecamatan yaitu 
Kecamatan Selebar dengan 5 Kelurahan dan luas wilayah 46.36 Km2, Kecamatan 
Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 23.14 Km2, 
Kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dengan luas wilayah 14.42 
Km2, Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 2.84 
Km2, Kecamatan Ratu Agung 9 Kelurahan dengan luas wilayah 11.02 Km2, 
Kecamatan Teluk Segara dengan 12 Kelurahan dengan luas wilayah 2.76 Km2. 
Kecamatan Sungai Serut dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 13.53 Km2 dan 
Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 23.18 
Km2 dan Kecamatan Singaran Pati dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 
14.44 Km2.  Secara administrasi kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan 
Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah Selatan dengan Kabupaten 
Seluma, sebelah Barat dengan Samudra Hindia. 
 
4.2. Gambaran Umum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
Kota Bengkulu 
 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja pemerintah 
yang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi 
pelelangan umum yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (e-
procurement) berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 
komunikasi dan informasi. Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) di Kota Bengkulu dimulai pada tahun 2011 dimana tupoksinya berada 
pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bengkulu. LPSE Kota 
Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 08 Tahun 
2011 tentang Implementasi e-procurement di lingkungan Kota Bengkulu dan 
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menjelaskan pula mengenai Tim Kerja LPSE dan uraian tugas. Selanjutnya Tim 
Kerja LPSE mempersiapkan SDM yang bertugas mengelola sistem aplikasi.  Pada 
Bulan Maret Tahun 2011, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kota 
Bengkulu sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 
dengan memperoleh website http://www.lpse.bengkulukota.go. 
           Dasar hukum pembentukan LPSE Kota Bengkulu adalah Perpres No. 54 
Tahun 2010 pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan 
teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Peraturan Walikota Bengkulu 
No. 07 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
Pemerintah Kota Bengkulu. 
 
4.2.1. Fungsi dan Tugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
Kota Bengkulu   
 
Fungsi dibentuknya LPSE pada  Pemerintah Kota Bengkulu adalah 
sebagai berikut  
1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di 
lingkup Kota  Bengkulu..  
2. Pelaksanaan  pelatihan/training  kepada panitia/pejabat pengadaan ULP, 
Auditor dan penyedia barang/jasa di  masing-masing wilayah kerja.  
3.  Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani 
panitia /pejabat   pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan 
dengan sistem e-procurement 
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4. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses 
pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan 
proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.  
5. Melakukan registrasi (pendaftaran) dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan 
Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terigestrasi dengan mendapatkan 
hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password. 
6.   Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  
      Adapun tugas LPSE Kota Bengkulu adalah : 
1. Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum 
Pengadaan ) 
2. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik. 
3. Memfasilitasi ULP/PPK melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara 
elektronik 
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 
menjadi pengguna SPSE 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I 
 
4.2.2. Susunan Organisasi 
          Susunan organisasi LPSE Kota Bengkulu sebagaimana yang tercantum 
dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 yakni sebagai berikut  
1. Ketua mempunyai tugas : 
a. Mengendalikan pelakasanaan tugas harian LPSE; 
b. Mengkoordinasikan dengan instruksi/lembaga lain terkait dengan LPSE; 
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c. Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Bengkulu. 
d. Melaporkan secara berkala pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu pada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 
2. Sekretaris mempunyai tugas : 
a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE; 
b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; 
c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3. Administrator PPE ( Pusat Pelayanan Elektronik ) mempunyai tugas : 
a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan 
jaringan; 
b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan 
dan ketersediaan layanan; 
c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di 
LPSE; 
d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP. 
4. Bidang Pelatihan dan Sosial mempunyai tugas : 
a. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE; 
b. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan yang berlaku 




5. Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas : 
a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE; 
b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang 
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 
c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran 
Pengguna SPSE. 
6. Bidang Layanan Pengguna (Help Desk) mempunyai tugas : 
a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa 
b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; 
Perangkat organisasi disusun sesuai dengan kebutuhan dan menyelenggarakan 
fungsi dengan struktur organisasi sebagai berikut : 
 
Gambar 4.1 





































Sosial   
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4.3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu 
 Dalam hal peningkatan profesionalisme dengan cara pemisahan entitas 
pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya 
(K/L/D/I) wajib membentuk Unit Pelayanan Pengadaan (ULP). Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu  secara fungsional dan administrasi 
dibawah koordinasi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) ini secara organisasi telah berdiri tetapi masih bersifat 
adhoc (kepanitiaan) dimana personilnya masih merupakan gabungan dari Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dari unit kerja lain. ULP Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan 
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota 
Bengkulu. 
          Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang 
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri 
atau melekat pada unit yang sudah ada.  Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
merupakan suatu unit yang dibentuk dengan tujuan untuk : (1) membuat proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien; (2) 
meningkatkan efektifitas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi; (3) persaingan usaha yang sehat; dan (4) menjamin proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional.Sedangkan 
tugas pokok dari ULP/Pejabat pengadaan  dijabarkan sebagai berikut : 
1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa bersama PPK 
2.  Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa 
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3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I dan 
papan  pengumuman untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan    
Pengadaan Secara  Elektronik (LPSE) untuk diumumkan pada Portal   
Pengadaan Nasional.  
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau  
pascakualifikasi  
5.  Melakukan evaluasi admnistrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang  
masuk 
6.    Menjawab sanggahan 
7.   Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan   
penyedia hasil barang/jasa kepada PPK 
8.    Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa 
9.  Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan           
Kerja/spesifikasi   teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK 
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala    
Daerah     
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan 
barang/jasa kepada  PA/KPA 
12. Menyusun dan mlaksanakan strategi pengadaan barang/jasa dilingkungan ULP   
13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi 
informasi melalui      Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement).   
14.  Melaksanakan evaluasi, bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan. 
15. Mengelola sistem imformasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen 




Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut : 
1. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan pengelolaan e-procurement 
2. Melaksanakan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/Unit 
Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa mengenai sistem e-procurement 
3. Melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan 
Pengadaandan   Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya 
4. Sebagai media penyedia informasi dam konsultan (help desk) yang melayani 
panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan penyedia barang/jasa 
mengenai sistem e-procurement 
5. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan  proses 
pengadaan diatas barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk 
kepentingan proses audit.    
6. Melaksanakan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara 
Elektronik 
7.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
8.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bengkulu sesuai 
dengan tugas dan fungsinnya.   
Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Layanan Pengadaan mempunyai 
kewenangan sebagai berikut : 
a. Menetapkan dokumen pengadaan 
1). Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) 
2). Melaksanakan pelelangan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai 




b.  Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran 
c.  Menetapkan pemenang untuk : 
     1). Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan 
barang/pekerjaan komstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau 
      2).   Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi 
yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran pada 
Kementerian/Lembaga 
     Institusi atau Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi atau 
jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) 
dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- 
(sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP.  
e. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar 
penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan atau tindakan seperti 
penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi 
pencantuman dalam daftar hitam. 
f. Memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan 
pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
       Berikut ini Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 






Gambar 4.2.  












         Sumber :Unit Layanan Pengadaan Kota Bengkulu, 2017 
 
4.4. Penyedia Barang/Jasa 
          Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. Menurut 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan pengadaan barang/jasa 
pemerintah dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu : 
1. Pengadaan Barang 
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh pengguna barang.  
2. Pekerjaan Konstruksi 
Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya. 
3. Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 







Pengelolaan Dokumen  
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4. Jasa Lainnya  
 Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 
 
4.5.Karakteristik Responden 
            Responden pada penelitian ini adalah 68 orang yang terdiri dari 16 orang 
Panitia /Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu dan 52 orang 
Penyedia yang terverifikasi di LPSE Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang 
didapat dari hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui karakteristik responden  
berdasarkan tingkatan umur, jenis kelamin, tingkatan pendidikan, dan masa kerja 







































 Lanjutan Tabel 4.1        












Jumlah Responden 57 100 
Masa Kerja  
< 5 Tahun  
5 – 10 Tahun 









Jumlah Responden 57 100 
Umur 
26 – 30 Tahun 
31 – 35 Tahun 
36 – 40 Tahun 











Jumlah Responden 57 100 
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 
 
          Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui sebagian besar responden berjenis kelamin 
laki-laki yakni sebanyak 45 orang atau 78,95% dari total keseluruhan responden. 
Hasil ini menunjukkan bahwa baik panitia pengadaan barang dan jasa maupun 
peserta lelang barang dan jasa secara elektronik didominasi oleh laki-laki. Hal ini 
dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bengkulu  
membutuhkan waktu pekerjaan yang lebih fleksibel. Berdasarkan jenjang 
pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh responden diketahui bahwa 
sebagian besar responden berpendidikan sarjana, yakni sarjana  S1 sebanyak  32 
orang atau 56,14 %, dan disusul sarjana muda (D3) sebanyak 15 orang atau 26,31 
% dan Master (S2) sebanyak 10 orang atau 17,54 %.          
           Berdasarkan data dari Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa tidak ada 
seorangpun Panitia dan Penyedia yang memiliki tingkat pendidikan SLTA. Hasil 
ini menunjukkan bahwa masing-masing responden telah memiliki tingkat 
pendidikan yang memadai, sehingga dimungkinkan dapat bekerja dengan baik. 
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Selain itu pendidikan bisa mempengaruhi pola pikir dan tindakan dalam 
melaksanakan pekerjaan serta memahami semua standar/ketentuan yang 
ditetapkan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa.   
 Berdasarkan jenjang masa kerja, diketahui mayoritas responden telah 
berpengalaman dalam pengadaan barang/jasa lebih dari 5 tahun yakni dengan 
rentang waktu 5-10 tahun sebanyak 27 orang atau 47,37 %. Selanjutnya dengan 
masa kerja kurang dari 5 tahun, sebanyak 18 orang atau 31,57 %. Hasil ini 
menunjukkan bahwa panitia pengadaan dan penyedia jasa telah memiliki 
pengalaman kerja yang lama atau dapat dikatakan sudah berpengalaman dalam 
bidang pengadaan barang dan jasa. Pengalaman yang memadai tersebut akan 
membuat panitia dan penyedia pengadaan barang dan jasa mampu bekerja secara 
baik dan memadai sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengadaan barang/jasa 
secara elektronik. 
Selanjutnya jika dari kelompok umur, mayoritas masing-masing responden 
didominasi oleh kelompok umur  > 41 tahun sebanyak 27 orang atau 47,37 %.. 
Data statistik ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada 
kelompok usia matang dan produktif, sehingga dinilai lebih cepat mengerti dan 
memahami seluk beluk pengadaan barang/jasa secara lelang. 
 
4.6 Deskriptif Data Penelitian  
 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang 
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu  dalam penelitian ini dilakukan melalui 
6 (enam) tahapan. Masing-masing tahapan diukur dengan prinsip-prinsip 
pengadaan barang/jasa, meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan 
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adil/tidak diskriminatif. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh 
jawaban responden terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik 
di Pemerintah Kota Bengkulu,  sebagaimana dipaparkan berikut ini. 
 
4.6.1 Deskripsi Jawaban Responden dalam tahap Pengumuman Lelang  
Tahap pengumuman lelang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
secara eletronik di Kota Bengkulu memiliki 5 (lima) dimensi meliputi 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif.  Responden 
merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 
2015. Hasil dari jawaban kuisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang 
dilakukan terhadap informan yang  telah ditentukan.  
 
4.6.1.1. Transparansi dalam Pengumuman Lelang 
Dimensi transparansi terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian 
jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. 
Berikut hasil penelitian persepsi responden sebagaimana terangkum pada Tabel 
4.2.  
Tabel 4.2 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pengumuman  
Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                1         2         3           4          5   
1. Informasi tentang pengumuman lelang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 0 0 9 48 4.84 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama berkaitam dengan tahapan 
pengumuman lelang   




     4.82 
Sangat 
Transparan 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Trasnparan 
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1,80 – 2,59 : Tidak trasnparan 
2,60 – 3,39 : Cukup transparan 
3,40 – 4,19 : Trasnparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa pelaksanaan pengumuman lelang 
secara elektronik (e-procurement) di Pemerintah Kota Bengkulu telah 
dilaksanakan dengan sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4,82.  Hal ini berarti 
bahwa pelaksanaan pengumuman lelang telah dilaksanakan dengan memenuhi 
prinsip transparan. Transparan dalam pengumuman lelang yang dimaksud adalah 
informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses serta informasi yang didapat sama bagi setiap penyedia.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua indikator tersebut 
mendapatkan nilai rata-rata yang sangat transparan, dimana nilai rata-rata tertinggi 
terdapat pada indikator “Informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui 
secara jelas dan mudah diakses” dengan nilai rata-rata 4.84 atau sangat transparan. 
Hal ini dikarenakan karena pokja ULP Kota Bengkulu pada tahapan pengumuman 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah menayangkan pengumuman  lelang 
secara online melalui aplikasi SPSE.  
Setiap peserta lelang dapat melihat dengan jelas dan dapat diakses semua 
informasi yang disampaikan oleh panitia lelang dalam aplikasi tersebut. Selain itu. 
dengan membuka laman situs LPSE Kota Bengkulu, para peserta lelang tidak 
perlu mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu terkait 
informasi lelang.   Informasi pengumuman lelang yang ditayangkan meliputi : 
uraian singkat pekerjaan/paket yang akan dilaksanakan, Instansi Pelaksana, Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS), syarat-syarat peserta lelang dan jadwal tahapan lelang.       
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, seperti 
pernyataan dari Informan 1 selaku penyedia, yang menyatakan bahwa :   
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 “…dalam tahapan pegumuman lelang, menurut saya sudah sangat 
transparan. Pengumuman tidak lagi  melalui koran tetapi sudah dilakukan 
secara online sehingga lebih mudah diakses dan transparan”  
 
Hal yang sama juga disampaikan Informan 2, berikut kutipan wawancara :  
 “ pengumuman melalui elektronik lebih mudah, jelas dan transparan. 
Baik itu tentang persyaratan lelang maupun peraturan-peraturan 
pengadaan. Apalagi dengan sistem ini kami tidak perlu datang ke ULP 
cukup melalui online pada aplikasi sehingga lebih mudah diakses. Jangka 
waktu penayangan juga cukup memadai untuk penyedia menyiapkan 
dokumen-dokumen untuk tahap selanjutnya”   
  
 Pernyataan Informan 1 dan 2 diatas menyatakan bahwa pengumuman 
lelang secara e-procurement dari persepsi penyedia sudah dilaksanakan sangat 
transparan karena semua persyaratan dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa 
dapat diakses dengan mudah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penyataan 
dari salah seorang Panitia atau pokja ULP Kota Bengkulu, kutipan pernyataannya 
adalah :  
 “Panitia mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa secara 
elektronik dengan berpedoman pada Perpres dan ketentuan yang berlaku. 
Paket pelelangan beserta jadwal setiap proses tahapan semuanya bisa 
dilihat secara online melalui aplikasi SPSE. Jadi setiap peserta lelang 
mendapatkan informasi yang sama…tidak ada yang ditutup-tutupi”  
 
 Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa : 
 
 “menurut saya sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. 
Karena peserta ketika mengikuti proses pengumuman lelang, gak ada 
masalah. Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi 
pengumuman dilelang dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi. 
Selain itu, kebijakan, peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan 
jenis pengadaan dapat dilihat secara jelas pada aplikasi, misalnya tentang 
pengadaan alat kesehatan. Nah, tentunya  UU kesehatan, kebijakan 




 Dari hasil wawancara peneliti dengan informan didapatkan kesimpulan  
bahwa tahapan pengumuman lelang yang dilakukan ULP Kota Bengkulu sangat 
transparan dikarenakan semua informasi baik itu syarat-syarat lelang, paket 
lelang, jadwal dan peraturan lain yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dapat 
diakses dengan cepat melalui aplikasi SPSE tanpa batasan wilayah. Selain itu 
semua peraturan dan kebijakan yang berkaitan  dengan jenis pengadaan dapat 
dilihat secara jelas pada aplikasi sehingga memudahkan peserta lelang dalam 
menyiapkan dokumen penawaran. 
Transparansi dalam hal pengumuman lelang, dibuktikan dengan telah 
diumumkannya paket pengadaan di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2015 
sebanyak 109 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp. 170.603.998.990 dan 
nilai kontrak Rp. 157.998.635.296 yang tersebar di beberapa SKPD dalam 
Pemerintah Kota Bengkulu. Nilai total dari seluruh paket pengadaan yang 
ditangani oleh ULP Kota Bengkulu tergambar dalam tabel berikut ini :  
Tabel 4.3 
Paket Pengadaan yang dilaksanakan dan diumumkan oleh ULP Kota 
Bengkulu  
 
No Jenis Paket Pengadaan Jumlah Paket 
Tahun 2015 
Nilai Paket / 
Kontrak (Rp) 
1 Pengadaan Barang 24 12.886.358.840 
2 Pekerjaan Konstruksi 64 137.959.360.000 
3 Pengadaan jasa Konsultansi 21 7.152.916.456 
 Total 109 157.998.635.296 






4.6.1.2. Akuntabilitas dalam Pengumuman Lelang 
Dimensi akuntabilitas terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian 
jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. 
Berikut hasil penelitian, persepsi jawaban responden sebagaimana terangkum 
pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Pengumuman  
Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                1         2         3           4          5   
1 Penayangan pengumuman lelang 
dilakukan secara elektronik dan 
dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja 
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
2 File dokumen pengadaan dapat diunggah 
(upload) pada aplikasi 
0 0 9 30 18 4.16 Akuntabel 
3 Tahapan pengumuman sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
tahun 2015 




     4.38 
Sangat 
Akuntabel 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
 
Dimensi Akuntabilitas pada tahapan pengumuman lelang, mendapatkan 
nilai rata-rata yang sangat akuntabel, yakni 4.38. Ini berarti bahwa pada proses 
pengumuman lelang pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu 
sudah dilakukan memenuhi prinsip akuntabel. Akuntabel dalam tahapan ini 
menekankan pada indikator penayangan pengumuman lelang dilakukan secara 
elektronik dan dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja, file dokumen pengadaan 
dapat diupload (diunggah) serta tahapan pengumuman cukup memadai dan sesuai 
dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka  LKPP No. 1 
tahun 2015.  
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Pada pernyataan responden prinsip akuntabilitas “file dokumen pengadaan 
dapat diunggah pada aplikasi (upload)” mendapatkan nilai rata-rata yang paling 
rendah dalam tahapan pengumuman ini, yakni 4.16 tetapi masih dalam kategori 
akuntabel.  Hal ini disebabkan ada beberapa panitia dan penyedia yang sering 
mendapat kesulitan dalam mengupload dokumen pengadaan dikarenakan adanya 
gangguan server pada aplikasi SPSE Kota Bengkulu. Selain itu kesulitan dalam 
upload dokumen lelang antara lain disebabkan jika jadwal upload  paket 
pengadaan dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal ini didukung  dari kutipan 
hasil wawancara dengan beberapa informan, seperti Informan 1  mengatakan 
bahwa : 
 “…kesulitan dalam melakukan upload dokumen pengadaan, apalagi pada 
pengadaan tahun 2015 yang lalu, mungkin karena penenerapan sistem ini 
masih baru ya mba…dan kapasitas jaringan masih sering gangguan pada 
waktu itu. Gangguan server memang sering terjadi pada aplikasi apalagi 
jika waktu tayang paket pengadaan bersamaan, terpaksa harus sabar dan 
diulangi terus beberapa kali. Mungkin waktu tayang pengumuman bisa 
diperpanjang sedikit karena kendala teknis ini apalagi jika tayang 
pengumumannya di akhir pekan” 
  
 Hal yang sama disampaikan oleh Informan 4 yang menjabat sebagai 
anggota Pokja ULP, berikut kutipan wawancaranya: 
 “…gangguan server ketika panitia melakukan upload dokumen, terkadang 
memang sering terjadi. Pokja ULP biasanya segera menindaklanjuti 
dengan berkoordinasi dengan pihak LPSE dan pihak Telkom Bengkulu 
dengan cara menayangkan pada aplikasi SPSE apabila ada gangguan 
server”.  
  
 Dari hasil wawancara, informan setuju bahwa gangguan server cukup 
menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota 
Bengkulu pada tahun 2015, terutama dalam melakukan upload dokumen 
pengadaan.. Hal ini telah dikoordinasikan oleh ULP kota Bengkulu dengan pihak 
LPSE selaku penanggung jawab aplikasi SPSE.  
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Untuk mengatasi kendala tersebut, LPSE Kota Bengkulu menjalin 
kerjasama dengan PT. Telkom Bengkulu dengan cara menayangkan pada aplikasi 
SPSE, pemberitahuan tentang adanya jadwal gangguan jaringan.  Hal ini untuk 
menghindari adanya persepsi negatif atau adanya faktor kesengajaan dari Unit 
Layanan Pengadaan Kota Bengkulu dalam sistem e-procurement ini. Selain itu 
dalam melakukan jadwal tayang pengumuman, Unit Layanan Pengadaan  Kota 
Bengkulu menyesuaikan jadwal dengan hari kerja bukan pada hari libur atau akhir 
pekan sehingga memudahkan peserta mempersiapkan dokumen atau surat 
dukungan untuk proses berikutnya.  
Pada tayangan pengumuman lelang di aplikasi SPSE, pada kolom berita 
ditayangkan pemberitahuan gangguan server Telkom dan LPSE agar dapat 
diketahui oleh seluruh peserta lelang dan masyarakat. Gangguan server pada 
pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2015 terjadi 
sebanyak 4 kali, yakni pada tanggal jam 01 Juni 2015 jam 09.36 Wib,  tanggal 03 
Juni 2015 jam 07.48 Wib, tanggal 31 Mei jam 18.30 Wib dan tanggal 20 April 
2015 jam 07.50 Wib. Berikut contoh  pengumuman gangguan server yang 
ditayangkan pada aplikasi SPSE. 
Gambar 4.3. Pengumuman gangguan server 
 
Sumber : Aplikasi SPSE Kota Bengkulu, 2017 
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 Pada indikator “tahapan pengumuman sudah cukup memadai dan sesuai 
dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 
2015 mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yakni 4.63 atau sangat akuntabel. Hal 
ini disebabkan karena dalam melakukan proses pengumuman lelang pada tahun 
2015, Pokja ULP atau panitia telah berpedoman pada peraturan dan ketentuan 
tentang pengadaan barang/jasa. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan 
informan 2, sebagai penyedia lelang dengan pernyataan sebagai berikut : 
 “…proses pengumuman lelang sudah cukup memadai karena semua 
paket pengadaan bisa diakses dengan mudah dan memudahkan penyedia 
untuk menyiapkan dokumen berikutnya sesuai waktu yang telah 
ditetapkan” 
 
          Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 3 yang menjabat sebagai 
anggota Pokja ULP Kota Bengkulu, berikut kutipan wawancaranya.  
“…sebelum pengumuman lelang, harus ditetapkan dulu oleh PPK nama 
paket pekerjaan, lokasi, pagu anggaran, target dan kepanitiaan. Nah, 
selanjutnya berdasarkan itulah, pokja ULP memasukkan kedalam website 
LPSE kategori paket pekerjaan, metode pemilihan, HPS dan jadwal 
pelaksanaan lelang. Panitia mengumumkan paket lelang dengan 
berpedoman pada ketentuan  yang berlaku sehingga bisa dipertanggung 
jawabkan” 
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Informan 4, dengan kutipan 
wawancara sebagai berikut : 
“ kami menayangkan pengumuman selama 7 hari dengan tahapan jadwal 
proses tahapan berikutnya  yang telah disusun dan ditayangkan pada 
aplikasi SPSE. Peserta lelang dapat mengupload dokumen pengadaan 
lelang dan dalam tiap tahapan kami selalu mengacu pada Perpres No. 54 
Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 serta 
ketentuan lain yang berlaku”    
 
Dengan demikian terlihat bahwa dalam tahapan pengumuman pengadaan 
barang/jasa secara e-procurement di Kota Bengkulu Tahun 2015 sudah memenuhi 
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prinsip akuntabilitas. Sebelum Panitia menayangkan paket pengumuman, Pejabat 
Pelaksana Kegiatan (PPK) sudah menetapkan jenis paket pengadaan,  Pagu 
Anggaran, lokasi dan waktu pengadaan yang berasal dari berbagai Instansi atau 
SKPD dilingkungan Pemerintah kota Bengkulu.  Selanjutnya panitia 
menayangkan melalui aplikasi SPSE pengumuman lelang tersebut sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa sehingga 
hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.  
 
4.6.1.3. Terbuka dalam Pengumuman Lelang 
Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam Pengumuman  
Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                        1          2          3          4          5   
1 Panitia mengumumkan pengadaan secara 
terbuka melalui media elektronik dan 
sesuai peraturan  
0 0 0 25 32 4.56 Sangat Terbuka 
2. Persyaratan yang disusun panitia tidak 
membatasi keikutsertaan peserta lelang 
0 0 1 29 27 4.46 Sangat Terbuka 
 Rata-rata      4.51 Sangat Terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 
4,20 – 5,00 : Sangat Terbuka 
 
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pengumuman lelang secara elektronik 
sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.51. Hal ini menunjukkan bahwa 
dalam tahapan pengumuman lelang di Pemerintah Kota Bengkulu telah 
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menerapkan prinsip terbuka. Terbuka pada tahapan pengumuman lelang, berarti 
bahwa panitia .mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa melalui media 
elektronik secara terbuka dan persyaratan yang disusun panitia tidak membatasi 
keikutsertaan peserta lelang. Artinya dalam proses pengumuman, sudah 
dilaksanaan secara terbuka dimana ULP Kota Bengkulu melakukan pengumuman 
lelang melalui media elektronik sehingga semua penyedia yang berminat dapat 
melihat secara jelas dan terbuka melalui aplikasi SPSE yang dapat diakses oleh 
siapapun tanpa batasan wilayah.  
Paket pengadaan tersebut diumumkan oleh Pokja ULP untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin bahwa 
pelaksanaan pengadaan dilakukan secara terbuka. Dimensi terbuka juga 
menitikberatkan pada persyaratan peserta pengadaan.  
Pada indikator “persyaratan yang disusun panitia, tidak membatasi 
keikutsertaan peserta lelang” mendapat nilai rata-rata paling rendah yakni 4.46 
tetapi masih berada pada kategori sangat terbuka. Hal ini berarti bahwa 
Persyaratan peserta lelang baik itu persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan 
harga tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta untuk mengikuti lelang.  
Panitia pengadaan/Pokja ULP Kota Bengkulu mentaati ketentuan ini dengan 
menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan serta diumumkan melalui 
website resmi Pemerintah Kota Bengkulu yang dapat diakses oleh masyarakat. 
Selain itu pula dalam dokumen pengadaan telah tercantum syarat-syarat lelang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan disusun dan ditetapkan oleh 
phasil penelitian mempunyai persepsi bahwa persyaratan yang disusun panitia, 
cukup menyulitkan peserta lelang dalam menyiapkan dokumen penawaran. 
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Sebagai contoh pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 
2015, ada suatu persyaratan yang menurut penyedia seharusnya dapat diikuti oleh 
kategori usaha kecil atau menengah, namun karena persyaratan yang ditetapkan 
panitia, akhirnya hanya dapat diikuti oleh kategori usaha yang lebih tinggi. Dalam 
hal ini, dibutuhkan kemampuan dari panitia dalam menentukan persyaratan yang 
memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan tidak dibuat-buat.      
           Pada indikator “Panitia mengumumkan pengadaan secara terbuka melalui 
media elektronik dan sesuai peraturan” mendapat nilai rata-rata 4.56 atau sangat 
terbuka. Hal ini dimungkinkan karena sejak diluncurkan pengadaan secara e-
procurement di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2014, Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu telah melaksanakan mekanisme setiap tahapan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan berpedoman 
kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap paket pengadaan 
diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa ada 
batasan wilayah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1, berikut 
kutipan wawancara. 
“pengadaan secara e-procurement ini mulai dari tahapan pengumuman,    
menurut saya sudah sangat terbuka karena diumumkan secara online 
sehingga masyarakat dapat mengakses setiap paket pengadaan” 
 
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 2 selaku penyedia 
menyampaikan hal yang sama : 
„sudah sangat terbuka apalagi jika dibandingkan dengan pengadaan 
konvensional. Melalui e-procurement setiap penyedia mempunyai 
kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan lelang dan terpilih 
sebagai pemenang” 
 
Dari hasil wawancara terhadap Informan diatas, selaku  penyedia 
didapatkan bahwa dalam pengumuman lelang secara e-procurement sudah sangat 
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terbuka karena dapat diakses secara online melalui aplikasi SPSE. Selain itu setiap 
penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang tanpa 
dibatasi oleh tempat atau lokasi domisli asalkan memenuhi ketentuan yang 
disyaratkan dalam dokumen pengadaan.    
Terkait dengan keterbukaan dalam pengumuman lelang, juga disampaikan 
oleh Informan 3, dengan kutipan wawancara sebagai berikut : 
“…pengumuman lelang dilakukan secara terbuka karena dengan e-
procurement, peserta lelang cukup mengakses melalui link LPSE Kota 
Bengkulu sehingga akan menjamin pelaksanaan secara efisien dan 
bersaing dengan sehat” 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 4 yang menjabat sebagai 
Pokja ULP  Kota Bengkulu, sebagai berikut : 
“dalam melakukan pengumuman lelang, kami selalu berpedoman pada 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan lain yang berlaku. Jadi tidak 
ada yang ditutup-tutupi, semua bisa diakses dan terbuka bagi peserta 
lelang” 
    
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 dan 4 diatas selaku Pokja 
ULP dapat disimpulkan bahwa dalam tahap  pengumuman lelang, sudah memeuhi 
prinsip terbuka dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu. 
Informasi tentang paket pengadaan, Instansi Penyelenggara, Harga Pagu dan 
informasi lainnya  dapat diakses melalui aplikasi SPSE sehingga kesempatan 
untuk mengikuti lelang terbuka bagi semua peserta lelang. Keterbukaan dalam 
tahapan pengumuman ini selain memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk berpartisipasi, juga untuk menjamin bahwa pengadaan yang akan dilakukan 
bersifat terbuka untuk mendapatkan barang/jasa yang paling efisien dengan 





4.6.1.4. Bersaing dalam Pengumuman Lelang 
Dimensi bersaing dalam pengumuman lelang terdiri dari 2 (dua) indikator, 
dimana penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) 
pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden dari hasil penelitian 
sebagaimana terangkum pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Bersaing dalam Pengumuman  
Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Bersaing                                                                        1          2          3          4          5   
1 Tahapan pengumuman yang dilakukan 
dengan media elektronik semakin                 
memberi kesempatan bersaing secara 
sehat kepada penyedia  
0 0 2 39 16 4.25 
Sangat 
Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 0 32 25 4.44 Sangat Bersaing 
 Rata-rata      4.34 Sangat Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
 
           Dimensi Bersaing dalam tahapan pengumuman lelang mendapatkan nilai 
rata-rata 4.34 dan berada pada kategori Sangat Baik atau Sangat Bersaing. Dimana 
dalam prinsip  bersaing, setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk 
mengikuti lelang dan bersaing secara sehat. Selain itu pula, tidak adanya 
intervensi terhadap panitia dalam proses pengumuman lelang. Hal ini berarti 
bahwa pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu 
Tahun 2015 telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan 
pengumuman lelang dengan memperhatikan pemenuhan syarat spesifikasi teknis, 
administrasi dan harga.           
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         Pada indikator “Tidak ada intervensi dari pihak lain” mendapatkan nilai rata-
rata tertinggi dari dimensi ini, yaitu 4,44 dengan kartegori sangat bersaing. 
Responden setuju bahwa sistem e-procurement dapat memininalkan segala bentuk 
intervensi oleh pihak-pihak lain. Secara sistem panitia tidak dimungkinkan untuk 
mengatur jalannya lelang, karena semua perubahan dapat ditelusuri oleh auditor.      
Jika terdapat tekanan kepada Pokja ULP, maka akan menimbulkan persaingan 
yang tidak sehat sehingga barang/jasa yang dihasilkan tentu bukan barang yang 
terbaik dan akan menyimpang dari ketentuan. Hal ini seperti yang disampaikan 
oleh Informan 3, berikut kutipan wawancaranya : 
“..dengan aplikasi SPSE ini sangat membantu untuk menciptakan  
persaingan sehat dalam pengadaan. Jikapun ada intervensi kepada pokja 
ULP ataupun titipan, tidak akan menjamin yang direkomendasikan itu 
menang karena sangat sulit…apalagi semua proses dilakukan secara 
transparan dan terbuka” 
 
          Informan menyatakan bahwa setelah mempergunakan SPSE sangat jauh 
membantu dalam menciptakan persaingan sehat antara peserta lelang. Melalui 
SPSE, semua proses dilakukan transparan dan terbuka sehingga jika ada yang 
melakukan intervensi atau menitipkan peserta untuk dimenangkan, tidak akan 
menjamin untuk menang.  
          Pada indikator “tahapan pengumuman yang dilakukan secara elektronik 
semakin memberi kesempatan bersaing secara sehat” memiliki nilai rata-rata  4.25 
dan berada pada kategori sangat bersaing. Hal ini berarti menurut responden 
terjadinya persaingan sehat diantara peserta lelang dengan pengadaan secara e-
procurement. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar peserta lelang 
merasakan mendapatkan kesempatan yang sama dengan adanya pengumuman 
yang dilakukan secara transparan melalui elektronik. Peserta lelang merasakan 
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tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Pokja ULP berkaitan dengan informasi lelang, 
karena semua informasi dan paket pengadaan dapat dilihat dan diakses secara 
jelas melalui SPSE.     
 
4.6.1.5. Adil/Tidak diskriminatif dalam Pengumuman Lelang 
Dimensi Adil/Tidak diskriminatif terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana 
Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan 
jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum 
pada Tabel 4.7. 
Tabel 4.7 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak diskriminatif dalam 
Pengumuman  Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                            1          2          3          4          5   
1. Spesifikasi teknis yang dibuat tidak 
diskriminatif dan tidak mengarah ke 
peserta tertentu 







2 Persyaratan pengadaan yang disususn 
tidak diskriminatif 
0 0 1 23 33 4.56 Sangat Adil 
 Rata-rata      4.50 Sangat Adil 




Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 
4,20 – 5,00 : Sangat Adil 
 
Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh hasil nilai rata-rata  4,51 (sangat baik atau sangat adil). Artinya dalam 
pengumuman lelang secara elektronik, spesifikasi teknis yang dibuat tidak 
diskriminatif atau mengarah kepada peserta tertentu serta persyaratan pengadaan 
yang disusun juga tidak diskriminatif.  Dari hasil penyebaran kuisioner, 
didapatkan hasil indikator dengan rata-rata terendah yakni pada indikator 
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“spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif dan tidak mengarah ke peserta 
tertentu” mendapatkan nilai rata-rata 4,44  atau sangat adil.  Hal ini disebabkan 
beberapa responden mempunyai persepsi bahwa spesifikasi yang ditentukan 
panitia terlalu tinggi sehingga sulit dipenuhi. Sebagai contoh dalam pengadaan 
Alat Kesehatan bagi RSUD Kota Bengkulu Tahun 2015 dimana spesifikasi yang 
ditawarkan panitia merupakan spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan dengan 
jenis, jumlah dan merk yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan 
(PPK) dan Instansi Pelaksana Pengadaan tersebut yakni RSUD Kota Bengkulu.    
Panitia telah berkoordinasi dengan  Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang 
kemudian dijadikan dasar bagi panitia/pokja ULP sebagai standar barang/jasa 
yang diminta kepada peserta pengadaan.  
Spesifikasi teknis ini ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan dan 
Rencana Pelaksanaan Pengadaan. Spesifikasi teknis yang dietapkan PPK dalam 
pengadaan di Kota Bengkulu Tahun 2015 telah memenuhi ketentuan 
penyusunannya dimana jika ada persyaratan dari PPK yang potensial bersifat 
diskriminatif, maka Pokja ULP Kota Bengkulu memberitahukan dan meminta 
untuk direvisi kepada PPK secara tertulis. Spesifikasi teknis kemudian dijadikan 
dasar bagi pokja ULP sebagai standar barang/jasa kepada penyedia yang akan 
mengikuti proses lelang.   
Pada indikator “persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskrimintaif” 
dengan nilai rata-rata 4.56 dan berada pada kategori sangat adil. Responden setuju 
dengan pernyataan tersebut, hal ini dimungkinkan karena persyaratan peserta 
meliputi persyaratan kualifikasi, administrasi serta persyaratan teknis dokumen 
penawaran dilakukan oleh Pokja ULP sesuai ketentuan.  Persyaratan tersebut tidak 
boleh mengarah ke satu penyedia tertentu hingga penyedia tersebut diuntungkan. 
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Persyaratan administrasi disusun oleh Pokja ULP Kota Bengkulu berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala 
LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standard Bidding Document. 
 
4.6.2. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Pendaftaran Lelang 
Tahap pendaftaran lelang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
secara eletronik di Kota Bengkulu memiliki 5 (lima) dimensi meliputi 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif.  Responden 
merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia yang terlibat langsung 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah 
Kota Bengkulu Tahun 2015.  
 
4.6.2.1. Transparansi dalam Pendaftaran Lelang 
Dimensi transparansi terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian 
jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. 
Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 
4.8.  
Tabel 4.8 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pendaftaran 
Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                 1            2           3           4          5     
1. Informasi tentang pendaftaran lelang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 0 0 38 19 4.33 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses pendaftaran lelang  (tanpa tatap 
muka) 
0 0 0 46 11 4.19 Transparan 
3 Ketentuan dalam dokumen pengadaan 
sesuai dengan peraturan dan dapat 
diakses 









Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat TidakTransparan 
1,80 – 2,59 : Tidak Transparan 
2,60 – 3,39 : Cukup Transparan 
3,40 – 4,19 : Transparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa dimensi transparansi mendapatkan 
nilai rata-rata 4.26 atau sangat transparan. Hal ini ditunjukkan dengan informasi 
dan ketentuan tentang pendaftaran lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses, penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan berkaitan 
dengan proses pendaftaran (tanpa tatap muka), ketentuan dalam dokumen 
pengadaan sesuai peraturan dan dapat diakses.  
 Tanggapan responden pada indikator “penyedia mendapatkan informasi 
yang sama dan transparan berkaitan dengan pendaftaran (tanpa tatap muka) 
mendapatkan nilai rata-rata yang terendah yakni 4.19, tetapi masih berada pada 
kategori transparan.  Hal ini disebabkan  karena ada beberapa responden yang 
belum memahami secara menyeluruh tentang aplikasi SPSE mengingat 
Pemerintah Kota Bengkulu baru pada tahun 2014 menerapkan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik secara full e-procurement. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh salah seorang Informan 2 selaku penyedia,  
“..sistem e-procurement ini sebenarnya lebih mudah dan transparan 
terutama dalam hal pendaftaran. Tetapi mungkin karena ini sistem online 
dan baru diterapkan di Kota Bengkulu pada Tahun 2014 sehingga 
terkadang pemahaman terhadap aplikasi belum terlalu maksimal..masih 
perlu sering bertanya kepada Pokja ULP dalam hal ini” 
 
   Pemahaman peserta lelang termasuk penyedia sangat diperlukan dalam 
memahami sistem e-procurement agar proses dapat berjalan maksimal, sehingga 
bagi penyedia yang belum begitu paham biasanya bisa langsung bertanya kepada 
Panitia lelang. Melalui pendaftaran dengan e-procurement setiap peserta dapat 
melihat dengan jelas dan transparan setiap informasi tentang pendaftaran lelang 
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yang disampaikan oleh panitia pengadaan melalui media online. Selain itu, 
dengan melalui laman situs lelang, para peserta lelang tidak perlu mendatangi 
ULP Kota Bengkulu untuk melakukan pendaftaran, cukup dengan mengklik 
tombol daftar pada lelang tersebut, secara otomatis sudah dilakukan 
penandatangan pakta integritas.  Sehingga dengan melalui e-procurement, setiap 
peserta mendapatkan informasi yang sama karena tidak ada tatap muka antara 
panitia dan penyedia. 
 Pada indikator “informasi tentang pendafataran  lelang dapat diketahui 
secara jelas dan mudah diakses” mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yakni 4.33 
yang berada pada kategori sangat transparan. Hal tersebut dikarenakan bagi 
peserta lelang yang sudah terdaftar di LPSE dan mendapat kode akses untuk login 
ke dalam sistem SPSE, secara otomatis akan mendapatkan informasi yang jelas 
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang akan diikuti. Peserta lelang juga 
dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan paket pekerjaan tersebut 
sehingga dapat diketahui secara jelas spesifikasi maupun syarat-syarat lelang. 
    
4.6.2.2. Akuntabilitas dalam Pendaftaran Lelang 
Dimensi akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian 
jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. 
Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 
4.9.  
Tabel 4.9 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Tahap 
Pendaftaran Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                 1            2           3           4          5   
1 Pendaftaran dilakukan secara elektronik 
(online) (tanpa tatap muka antara panitia 





No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
dan penyedia 
2. Tahapan proses pendaftaran sudah cukup  
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 




     4.32 
Sangat 
Akuntabilitas 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak Akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup Akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi Akuntabilitas 
mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat akuntabilitas, yakni 4,32. 
Hasil ini menunjukkan bahwa pendaftaran lelang secara elektronik telah dinilai 
sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan barang/jasa di Pemerintah 
Kota Bengkulu. Akuntabilitas  dalam pendaftaran lelang  menekankan pada tidak 
adanya tatap muka pada saat proses pendaftaran lelang (secara online) dan 
tahapan proses pendaftaran telah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku yakni Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
tahun 2015.  
Indikator “tahapan proses pendaftaran sudah cukup memadai dan sesuai 
dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 205” berada 
pada kategori sangat akuntabilitas dengan rata-rata 4.37.  Sebelum melakukan 
pendaftaran, Panitia dan Penyedia harus terlebih dahulu mendapatkan kode akses 
pengguna SPSE berupa user ID dan password dari LPSE Kota Bengkulu, 
sehingga bisa login dan terrdaftar sebagai panitia ataupun penyedia. Proses 
pendaftaran lelang dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu 
90 
 
Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti 
pernyataan dari informan 1 berikut : 
 “…proses pendaftaran lelang dengan e-procurement menurut saya sudah 
sesuai dengan ketentuan, dimana tidak ada tatap muka antara panitia dan 
penyedia  seperti pengadaan manual dulu. Keamanan data juga lebih 
terjamin karena kita harus melakukan login dengan password dan ID dari 
LPSE”    
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan 2 selaku penyedia, 
berikut kutipan wawancara :  
 “…Pendaftaran cukup mengklik tombol daftar dari aplikasi, sangat 
mudah dan cepat. Kita tidak perlu datang ke ULP, cukup mendaftar 
melalui aplikasi dan tentunya harus mempunyai akses pengguna berupa 
user ID dan Pasword yang dikeluarkan dari LPSE” 
 
Dari pernyataan Informan 1 dan 2 diatas, penyedia setuju bahwa 
pendaftaran lelang dengan e-procurement di Kota Bengkulu telah memenuhi 
ketentuan tentang pengadaan barang/jasa. Pendaftaran dilakukan secara online 
tanpa adanya tatap muka seperti pada pengadaan konvensional. Setiap penyedia 
maupun panitia harus mempunyai kode akses berupa ID dan password yang harus 
diregistrasikan terlebih dahulu di LPSE Kota Bengkulu.   
Terkait dengan pendaftaran lelang di Kota Bengkulu yang sudah sesuai 
dengan ketentuan, hal yang sama disampaikan oleh Informan 3 : 
“Iya, sudah sesuai dengan ketentuan. Peserta lelang yang sudah 
mendapatkan ID dan password dapat mendaftar sebagai peserta lelang 
pada paket-paket pekerjaan yang tertera pada pengumuman lelang”. 
 
Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Informan 4,  
 
“…sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan dimana setelah peserta 
lelang mendaftar pada paket pekerjaan yang diminati, penyedia dapat 




Hasil wawancara dengan informan diatas sesuai dengan hasil penelitian 
bahwa tahapan pendaftaran lelang sangat akuntabel dan sesuai dengan ketentuan 
dengan  mekanisme pendaftaran, dimana sebelum terdaftar harus mempunyai 
password ID untuk login sebagai panitia atau penyedia. Pendaftaran melalui 
aplikasi SPSE juga lebih memudahkan penyedia dan panitia karena tidak ada tatap 
muka antara panitia dan penyedia.     
 
4.6.2.3. Terbuka dalam Pendaftaran Lelang 
Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.10 
Tabel 4.10 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Terbuka dalam Tahap 
Pendaftaran Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                         1            2           3           4          5   
1 Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku  
0 0 1 40 16 4.26 
Sangat 
Terbuka 
2. Jumlah penyedia yang mengikuti lelang 
meningkat 
0 0 4 46 7 4.05 Terbuka 
 Rata-rata      4.16 Terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 
4,20 – 5,00 : Sangat Terbuka 
 
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pendaftaran lelang secara elektronik sudah 
terbuka dengan nilai rata-rata 4.16. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa 
pendaftaran terbuka bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat. Pernyataan dari 
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responden “jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat” menunjukkan 
nilai rata-rata yang paling rendah dalam dimensi pada proses pendaftaran 
lelang,ini  yakni 4.05 tetapi masih termasuk pada kategori terbuka. 
Hal ini disebabkan karena persepsi dari beberapa responden, dimana 
dengan pengadaan melalui e-procurement pendaftar justru lebih terseleksi 
dibandingkan dengan pengadaan secara konvensional karena ketatnya ketentuan 
dalam hal kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki oleh penyedia. Hal 
ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan 1, sebagai berikut : 
 “…menurut saya, dengan syarat-syarat dan spesifikasi yang terlalu tinggi 
dari panitia menyebabkan pendaftar agak enggan mengikuti lelang secara 
e-procurement. Dari hal animo masyarakat memang meningkat tetapi 
dengan adanya pembuktian kualifikasi atau keabsahan dokumen serta 
syarat-syarat dalam dokumen pengadaan biasanya cukup banyak 
penyedia yang gugur atau tidak lolos ke tahap selanjutnya”  
 
Pernyataan yang sama, juga disampaikan oleh Informan 2 berikut kutipan 
wawancaranya : 
“…menurut saya tidak terlalu meningkat jumlah penyedia, karena 
walaupun dengan sistem elektronik ini semua orang dari seluruh 
Indonesia bisa mengakses informasi pengadaan ini sesuai dengan 
kualifikasi mereka tapi jika syarat-syarat yang diajukan panitia agak 
tinggi…jadi sulit juga kita memenuhinya. Apalagi aturan yang sangat 
jelas sehingga memungkinkan hanya penyedia yang berkompeten dan 
memenuhi syarat yang bisa lolos” 
 
Dari hasil wawancara dengan Informan 1 dan 2 selaku Penyedia, 
mempunyai persepsi yang sama bahwa dengan pengadaan secara e-procurement 
tidak menyebabkan jumlah penyedia meningkat. Hal ini dimungkinkan karena 
persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan terkadang sulit dipenuhi 
oleh peserta lelang sehingga hanya penyedia yang berkompeten dan memenuhi 
syarat kualifikasi yang bisa mengikuti proses lelang.    
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Hal yang hampir sama disampaikan oleh informan 3, yang mengatakan 
bahwa  
“Pendaftar menjadi lebih terseleksi dengan sistem e-procurement ini 
karena syarat-syarat dan ketentuan sangat jelas bagi penyedia, antara 
lain penyedia harus mempunyai alamat tetap dan ada aktivitas kantor 
alias perusahaan itu memang ada…jadi tidak ada istilah ada perusahaan 
tapi tidak ada kantor” 
 
Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Informan 4,  
 
“Cukup meningkat jumlah penyedia yang mengikuti lelang ketika dibuka 
jadwal pendaftaran terutama untuk paket pengadaan barang/jasa. Tetapi 
biasanya jumlah semakin berkurang ketika tahap pemasukan penawaran 
dan kualifikasi karena hanya penyedia yang terseleksi dan sesuai 
persyaratan yang bisa mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam 
penetapan penyedia” 
 
  Dari hasil wawancara terhadap informan 3 dan 4 diatas yang menjabat 
sebagai Pokja ULP Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa jumlah penyedia 
yang mengikuti lelang secara e-procurement meningkat ketika pada tahap 
pendaftaran. Hal ini dimungkinkan karena pada tahap ini setiap penyedia akan 
bersaing untuk mengikuti proses lelang. Tetapi dengan adanya tahapan 
berikutnya, terutama pada tahapan kualifikasi keabsahan dokumen penawaran 
biasanya peserta banyak yang gugur atau berkurang. Hal ini biasanya disebabkan 
karena seringnya perusahaan yang mengikuti lelang meminjam atau menggunakan 
perusahaan lain dalam dokumen penawaran. Selain itu domisili kantor juga harus 
jelas karena akan dicek kelangkapan keabsahan dokumen peserta lelang.     
             Dari hasil jawaban Informan,, dapat dianalisa beberapa responden dari 
menyatakan keengganan mereka karena syarat-syarat dan spesifikasi yang 
diajukan panitia terlalu tinggi. Tetapi disisi lain panitia menginginkan kualitas 
terbaik dan penyedia yang benar-benar terseleksi dengan adanya tahapan 
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kualifikasi atau pembuktian dokumen. Sehingga hanya penyedia yang memenuhi 
syarat bisa mengikuti tahapan proses pengadaan barang/jasa selanjutnya. 
  Persepsi responden terhadap indikator “pendaftaran terbuka bagi semua 
penyedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku” mendapatkan nilai 
rata-rata 4.26 atau berada pada kategori sangat terbuka. E-procurement  pada 
Pemerintah Kota Bengkulu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seluruh 
peserta lelang baik usaha kecil dan menengah karena tidak adanya kendala lokasi 
atau geografis dalam melakukan pendaftaran pengadaan barang/jasa. Peserta 
lelang dapat melakukan pendaftaran lelang tanpa tatap muka (secara online) 
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen pengadaan.    
 
4.6.2.4. Bersaing dalam Pendaftaran Lelang 
Dimensi bersaing  terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.11.  
 
Tabel 4.11 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Bersaing dalam Tahap 
Pendaftaran Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
                 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Bersaing                                                                         1            2           3           4           5     
1 Pendaftaran yang dilakukan dengan 
media elektronik semakin memberi 
kesempatan bersaing secara sehat kepada 
penyedia/pengusaha kecil dan menengah  
0 0 1 48 8 4.12 Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 




     4.25 
Sangat 
Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
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Dimensi Bersaing dalam tahapan pendaftaran lelang mendapatkan nilai 
rata-rata Sangat Baik atau Sangat Bersaing (4.25). Dimana dalam prinsip  
bersaing, setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pendaftaran lelang dan bersing secara sehat. Hal ini ditunjukkan dengan 
pernyataan pendaftaran lelang dengan media elektronik semakin memberi 
kesempatan kepada penyedia/pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti 
lelang dan  tidak adanya intervensi terhadap panitia dalam proses pendaftaran 
lelang. Hal ini berarti bahwa di ULP  Kota Bengkulu Tahun 2015  telah 
menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan pendaftaran lelang.  
 Indikator “pendaftaran yang dilakukan dengan media elektronik semakin 
memberi kesempatan bersaing secara sehat kepada pengusaha kecil dan 
menengah” berada pada kategori yang terendah dalam dimensi ini tetapi masih 
berada pada kategori bersaing dengan nilai rata-rata 4.12. Beberapa responden 
terutama pengusaha kecil dan menengah mempunyai persepsi bahwa pendaftaran 
dengan e-procurement memang memberi kesempatan bersaing secara sehat 
terutama dari harga penawaran untuk mendapatkan penawaran yang paling efisien 
dengan tetap memperhatikan syarat spesifikasi teknis dan administrasi. Namun 
terkadang kesempatan tersebut belum direspons dengan baik oleh beberapa 
penyedia atau peserta lelang karena spesifikasi dan persyaratan yang cukup sulit 
dipenuhi oleh beberapa penyedia. Sebagai contoh pada pengadaan di Pemerintah 
Kota Bengkulu tahun 2015, ada suatu persyaratan yang menurut penyedia  
seharusnya dapat diikuti oleh kategori usaha kecil dan menengah, namun akibat  
persyaratan yang ditetapkan panitia, ahirnya hanya dapat diikuti oleh peserta 
lelang dengan kategori usaha yang lebih tinggi.  Dalam permasalahan ini, yang 
terpenting adalah sikap dan kemampuan panitia atau pokja ULP dalam 
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menentukan persyaratan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dan tidak ada 
kesan dibuat-buat.  
 Indikator “tidak ada intervensi dari pihak lain” mendapatkan nilai rata-rata 
yang paling tinggi yakni 4.37 dengan kategori sangat bersaing. Hal ini berarti 
bahwa responden setuju bahwa dalam tahapan pendaftaran pengadaan secara e-
procurement di Pemerintah Kota Bengkulu tidak ada tekanan atau intervensi 
kepada Pokja ULP. Hal ini dimungkinkan mengingat pendaftaran dilakukan 
secara online tanpa adanya tatap muka antara penyedia dan panitia. sehingga 
meminimalisir adanya titipan ataupun yang mengarah kepada pihak tertentu.            
Semua penyedia dapat mengikuti proses pengadaan termasuk pendaftaran lelang 
dengan ketentuan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Panitia/pokja 
ULP Kota Bengkulu yang tertuang dalam dokumen pengadaan. 
 
4.6.2.5. Adil/Tidak Diskriminatif  dalam Pendaftaran Lelang 
Dimensi Adil/Tidak Diskriminatif dalam pendaftaran lelang diukur dari 
dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala 
Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban 
responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.12  
Tabel 4.12 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Adil/Tidak Diskriminatif 
dalam Tahap Pendaftaran Lelang 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                              1            2          3           4           5       
1 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk mengikuti 
lelang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
0 0 5 36 16 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
2 Persyaratan pendaftaran tidak mengarah 
kepada peserta tertentu 




     4.18 
Adil/Tidak 
diskrininatif 





1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 
4,20 – 5,00 : Sangat Adil 
 
Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh hasil nilai rata-rata  4,18 ( baik atau adil/tidak diskriminatif).  Artinya 
dalam pendaftaran secara elektronik, semua penyedia mendapatkan kesempatan 
yang sseama untuk mengikuti lelang dan persyaratan pendaftaran tidak mengarah 
kepada peserta tertentu.  Hal ini telah dilaksanakan dalam pelaksanaan 
pendaftaran lelang di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015, dimana perlakuan 
yang sama diterima oleh semua penyedia karena menggunakan sistem elektronik  
Persyaratan yang dibuat tidak diskriminatif atau mengarah kepada peserta 
tertentu dikarenakan persyaratan yang tertuang dalam dokumen pengadaan dapat 
diakses secara jelas dan luas sehingga semua penyedia dapat melihat dan 
mempunyai kesempatan yang sana untuk bersaing secara sehat.  Persyaratan 
meliputi administrasi, teknis dan harga dan kemudian dijadikan dasar bagi pokja 
ULP sebagai panduan bagi penyedia yang akan mengikuti proses lelang. Hal ini 
didukung oleh hasil wawancara penelitian dengan informan 1, sebagai berikut :    
 “…kami merasakan pada pendafataran lelang di Pemerintah Kota 
Bengkulu, tidak ada diskriminasi terhadap peserta lelang karena kan 
proses pendaftaran dilakukan secara online dan persyaratan juga cukup 
jelas karena dapat didownload melalui dokumen pengadaan”  
 
 Hal yang sama disampaikan oleh Informan 3 selaku anggota Pokja ULP, 
“…tentu saja dalam pendaftaran lelang ini bisa dikatakan dilakukan 
secara fair karena hanya peserta lelang yang sudah melakukan registrasi 
atau mendapatkan ID dan password yang bisa login ke dalam sistem 
SPSE ini. Persyaratan lelang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen melalui suatu perencanaan dan selaku Pokja ULP tidak boleh 
menambah atau mengurangi persyaratan lelang tersebut” 
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Pernyataan dari hasil wawancara dengan Informan tersebut, dari pihak 
penyedia dan panitia  sejalan dengan hasil penelitian terhadap responden dalam 
hasil kuisioner dimana responden merasakan tidak ada diskriminasi dalam proses 
pendaftaran lelang. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran dilakukan secara online 
melalui aplikasi SPSE dan hanya peserta lelang yang sudah teregistrasi di LPSE 
Kota Bengkulu yang bisa melakukan pendaftaran. Persyaratan lelang telah 
dituangkan dalam dokumen pengadaan dan dapat didownload oleh peserta lelang. 
Persyaratan lelang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dalam mekanisme perencanaan tidak boleh ditambah ataupun dikurangi oleh 
panitia apalagi mengarah kepada peserta tertentu.     
 
 
4.6.3. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Penjelasan Pekerjaan  
Tahap penjelasan pekerjaan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 
secara eletronik di Pemerintah Kota Bengkulu diukur dengan 5 (lima) dimensi 
meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana 
terangkum pada Tabel 4.13. 
 
4.6.3.1. Transparansi dalam Penjelasan Pekerjaan 
Dimensi transparansi dalam penjelasan pekerjaan terdiri dari 2 (dua) 
indikator, dimana Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 
5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden 








Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Penjelasan 
Pekerjaan 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                1           2          3         4             5     
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penjelasan pekerjaan dapat diketahui 
secara jelas dan mudah diakses 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap 
muka) 




     4.28 
Sangat 
Transparan 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan 
1,80 – 2,59 : Tidak Transparan 
2,60 – 3,39 : Cukup Transparan 
3,40 – 4,19 : Transparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa pelaksanaan penjelasan lelang 
menggunakan e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 telah 
dilaksanakan dengan sangat transparan, dengan nilai rata-rata 4,28. Hal ini 
ditunjukkan dengan informasi dan ketentuan tentang penjelasan pekerjaan dapat 
diketahui secara jelas dan mudah diakses, penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap 
muka). 
Berdasarkan hasil penelitian dari jawaban responden diketahui bahwa 
kedua indikator tersebut mendapatkan nilai rata-rata yang sangat transparan, 
dimana nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan “Penyedia mendapatkann 
informasi yang sama dan transparan berkaitan dengan proses penjelasan pekerjaan 
(tanpa tatap muka)” dengan nilai rata-rata 4.30 atau sangat transparan. Hal ini 
dikarenakan setiap penyedia dapat melihat dengan jelas dan transparan setiap 
informasi tentang penjelasan pekerjaan yang disampaikan oleh panitia pengadaan 
melalui media online. Dalam tahap ini pula terjadi interaksi antara  panitia dan 
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penyedia secara langsung melalui media online dalam pemberian penjelasan 
lelang. Sehingga dengan melalui e-procurement, setiap peserta mendapatkan 
informasi yang sama, penjelasan dan informasi yang jelas dari setiap pertanyaan  
yang diajukan tanpa adanya tatap muka antara panitia dan penyedia. 
Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan 1, 
sebagai berikut : 
 “..menurut saya, Aanwijzing sudah cukup transparan karena informasi 
yang kami ingin tanyakan sudah direspons dengan baik begitupun 
informasi tentang penjelasan dokumen pengadaan” 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 2, berikut kutipan 
wawancaranya : 
“sudah sangat transparan, karena informasi dilakukan secara online 
sehingga kami mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan 
pertanyaan” 
 
Dari hasil pernyataan Informan diatas selaku penyedia, setuju bahwa 
penjelasan pekerjaan telah dilakukan secara transparan. Hal ini dimungkinkan 
karena penyedia dapat langsung bertanya secara mudah melalui aplikasi secara 
online tanpa tatap muka. Setiap pertanyaan direspons secara langsung oleh panitia 
dengan waktu yang telah ditetapkan.     
Terkait transparansi dalam penjelasan pekerjaan, hal yang sama 
dinyatakan oleh Informan 3, dengan kutipan wawancara sebagai berikut :    
“…sudah sangat transparan, karena penyedia dapat secara langsung 
menanyakan penjelasan dari kami jika ada ketentuan atau syarat , baik 
syarat kualifikasi, administrasi maupun syarat teknis pengadaan. 
Bentuknya seperti mengisi komentar pada facebook..jadi panitia dan 
seluruh pendaftar bisa saling bertukar penjelasan dan jawaban. Cara 
seperti ini selain sangat transparan dan jelas, juga tidak ada kontak fisik 





Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 4,  
“tentunya sangat transparan, karena informasi yang diberikan secara 
langsung dan jelas. Jikapun ada pertanyaan ataupun keberatan dari 
peserta tentang spesifikasi atau syarat lelang dalam dokumen 
pengadaan… kami harus bisa menjelaskan dan memutuskan dengan 
alasan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya” 
 
Dari hasil wawancara dengan informan dan hasil penelitian, terlihat bahwa 
dalam tahap penjelasan prinsip transparansi sudah dilaksanakan dengan baik. 
Informasi dan penjelasan dari panitia terhadap pertanyaan dari penyedia terkait 
dengan dokumen pengadaan direspons dengan baik dan tuntas sesuai dengan 
alasan dan ketentuan yang sebenarnya.  Responden menyetujui bahwa dalam 
pemeberian penjelasan dilakukan secara transparan karena tidak ada tatap muka 
dalam proses ini, tetapi secara online sehingga penyedia mendapatkan kesempatan 
dan informasi yang sama.     
 
4.6.3.2. Akuntabilitas dalam Penjelasan Pekerjaan  
Dimensi Akuntabilitas dalam penelitian ini pada dasarnya mengukur 
ketaatan para pihak yang terkait dalam  tahapan penjelasan pekerjaan terhadap 
ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.  
Dimensi ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana penilaian jawaban responden 
menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut hasil 
penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.14.  
Tabel 4.14 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Penjelasan 
Pekerjaan 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                1             2           3           4          5   
1 Penjelasan pekerjaan dilakukan secara 
elektronik (online)tanpa tatap muka) 
antara panitia dan penyedia 
0 0 1 46 10 4.16 Akuntabel 
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No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
2 Panitia menjawab satu persatu (tidak 
mengumpulkan pertanyaan terlebih 
dahulu) 
0 0 6 35 16 4.18 Akuntabel 
3 Tahapan Aanwijzing sudah cukup  
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 
0 0 2 43 12 4.18  Akuntabel 
 Rata-rata      4.17  Akuntabel 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak Akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup Akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi Akuntabilitas 
mendapatkan nilai rata-rata  baik atau akuntabel, yakni 4,17. Hasil ini 
menunjukkan bahwa penjelasan  lelang secara elektronik telah dinilai sangat 
akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015. Akuntabilitas  dalam penjelasan lelang  dengan indikator 
penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (online) tanpa tatap muka antara 
panitia dan penyedia, Panitia  menjawab pertanyaan satu persatu (tidak 
mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu), dan tahapan Aanwijzing telah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Perpres 
No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015.  
Tanggapan responden terhadap ketiga indikator dalam dimensi ini rata-rata 
berada pada kategori akuntabel, dengan nilai terendah terdapat pada indikator 
“penjelasan pekerjaan dilakukan secara online, tanpa tatap muka antara panitia 
dan penyedia”, dengan nilai rata-rata 4.16 atau berada pada rentang kategori 
akuntabel.  Hal ini disebabkan karena beberapa responden masih mempunyai 
persepsi bahwa penjelasan  pekerjaan dapat dilanjutkan baik dengan tatap muka 
maupun secara online apabila masih ada pertanyaan yang belum direspons oleh 
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Pokja ULP. Dalam proses penjelasan pekerjaan, tidak boleh ada penjelasan 
lanjutan yang dilakukan oleh Pokja ULP diluar waktu yang telah dijadwalkan 
melalui aplikasi SPSE. Hal ini karena belum dipahaminya oleh beberapa penyedia 
tentang ketentuan maupun aturan tentang penjelasan pekerjaan ini secara 
maksimal mengingat pelaksanaan e-procurement di Kota Bengkulu baru berjalan 
pada tahun 2014 yang lalu secara full elektronik.  
Tanggapan responden terhadap indikator “panitia menjawab pertanyaan 
satu persatu” dan “tahapan sudah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 
dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015” mendapatkan nilai rata-rata yang tertinggi 
yakni 4.18 dengan kategori akuntabel. Hal ini disebabkan karena dalam 
melakukan proses penjelasan pekerjaan pada pengadaan barang/jasa di 
Pemerintah Kota Bengkulu, Pokja ULP atau panitia telah berpedoman pada 
peraturan dan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa. Hal ini diperkuat dari 
hasil wawancara dengan Informan 1 selaku penyedia.  
“panitia dalam menjawab pertanyaan dari peserta selalu menjawab satu-
persatu..dengan cara ini lebih memudahkan bagi peserta untuk memahami 
penjelasan dari panitia” 
 
Selain itu, sejalan dengan hasil wawancara terhadap Informan 3 yang 
menjabat sebagai Pokja ULP Kota Bengkulu 
“dalam tahap penjelasan pekerjaaan inilah, adanya interaksi antara 
panitia dan peserta tetapi hanya melalui media SPSE atau online. Setiap 
pertanyaan yang masuk akan dijawab secara langsung oleh Pokja ULP 
sesuai dengan substansi pertanyaan dan dibatasi oleh waktu. Jika waktu 
pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia secara otomatis tidak 
dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai 
tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir 
jadwal…dan  Pokja ULP dalam melakukan tahapan ini mengacu pada 




        Dari hasil wawancara dengan Informan diatas, terlihat bahwa dalam 
penjelasan pekerjaan di Pemerintah Kota Bengkulu, interaksi antara panitia dan 
penyedia hanya terjadi secara online. Panitia menjawab pertanyaan satu-persatu 
dan dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan. Acara penjelasan pekerjaan secara 
online ini, merupakan satu-satunya media yang menghubungkan antara peserta 
dan panitia untuk berkomunikasi mengenai ketentuan pengadaan.     
          Jadi dalam proses penjelasan lelang dalam pengadaan barang/jasa secara e-
procurement di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 telah dilaksanakan 
dengan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
4.6.3.3. Terbuka dalam Penjelasan Pekerjaan 
Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.15.  
Tabel 4.15 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Terbuka dalam Penjelasan 
Pekerjaan 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                          1           2           3           4          5    
1 Penjelasan pekerjaan terbuka bagi semua 
penyedia yang telah mendaftar sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku  
0 0 1 45 11 4.18  Terbuka 
2 Peserta lelang dapat memberikan 
pertanyaan dan direspons langsung 
secara terbuka oleh panitia 
0 0 6 37 14 4.14  Terbuka 
 Rata-rata      4.16  Terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 




 Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada 
dimensi terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penjelasan lelang secara elektronik 
di Pemerintah Kota Bengkulu sudah dilakukan secara terbuka atau baik dengan 
nilai rata-rata 4.16. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa penjelasan lelang 
terbuka bagi semua penyedia yang telah mendaftar sesuai  dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku, peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan 
direspons langsung secara terbuka oleh panitia.  
Dalam penjelasan lelang secara elektronik, para calon penyedia tidak perlu 
datang ke ULP untuk mendengarkan penjelasan dari panitia seperti pada 
pengadaan manual tetapi cukup melalui online melalui aplikasi SPSE. Penjelasan, 
pertanyaan dan dan jawaban dilakukan secara terbuka melalui online. Panitia dan 
seluruh pendaftar pada lelang bisa saling bertukar penjelasan, pertanyaan dan 
jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  
Keterbukaan dalam tahapan penjelasan pekerjasaan dapat dilihat dari 
terbukanya dalam tahapan ini, dimana penyedia yang sudah mendaftar dan 
teregistrasi dapat mengikuti penjelasan pekerjaan tanpa ada pengecualian. Semua 
pertanyaan yang diajukan penyedia dijawab dan direspons secara terbuka melalui 
aplikasi SPSE. Pada indikator “peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan 
direspons langsung secara terbuka” mendapatkan nilai rata-rata yang terendah 
pada dimensi ini yakni 4,14, tetapi masih termasuk dalam kategori terbuka. Ini 
disebabkan beberapa responden mempunyai persepsi bahwa pertanyaan yang 
diajukan kepada panitia melalui aplikasi SPSE terkadang cukup lama direspons 
oleh panitia. Hal ini dimungkinkan karena SDM atau personil Pokja ULP Kota 
Bengkulu yang masih tugas rangkap di SKPD atau instansi masing-masing dan 
juga harus bertugas di Unit Layanan Pengadaan Kota Bengkulu. Kesibukan tugas 
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rangkap personil pokja ULP terkadang menyebabkan proses penjelasan lelang 
lama direspons dalam memberikan jawaban atau keterangan dari penyedia.  
 
4.6.3.4. Bersaing dalam Penjelasan Pekerjaan 
Dimensi bersaing terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Bersaing dalam Penjelasan 
Pekerjaan 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Bersaing                                                                         1            2           3           4          5   
1. Semakin memberi kesempatan yang 
memadai kepada penyedia untuk 
memberikan pertanyaan berkaitan dengan 
proses lelang 
0 0 4 40 13 4.16 Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 3 40 14 4.19 Bersaing 
 Rata-rata      4.18 Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
 
           Dimensi Bersaing dalam tahapan penjelasan  lelang mendapatkan nilai 
rata-rata Baik atau Akuntabel dengan nilai 4.18. Hal ini ditunjukkan dengan 
pernyataan “setiap penyedia mempunyai kesempatan yang memadai untuk 
memberikan pertanyaan berkaitan dengan lelang dan tidak ada intervensi kepada 
panitia”. Hal ini berarti bahwa di Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan 
prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan penjelasan lelang. Dimana semua 
penyedia dapat mengikuti proses penjelasan lelang berkaitan dengan dokumen 
pengadaan.  Dalam hal penjelasan, juga tidak terdapat intervensi atau tekanan dari 
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pihak lain karena penjelasan dilakukan secara online, tanpa adanya tatap muka 
antara panitia dan penyedia sehingga dapat berkompetisi secara sehat.  
Pada indikator “tidak ada intervensi dari pihak lain” mendapat nilai rata-
rata tertinggi yakni 4.19. Hal ini dimungkinkan karena penjelasan dilakukan 
secara online, tanpa adanya tatap muka antara panitia dan penyedia sehingga 
dapat berkompetisi secara sehat. Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang 
masuk kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.  Dalam tahapan 
penjelasan pekerjaan di Pemerintah Kota Bengkulu, panitia dan penyedia 
mempunyai persepsi yang sama bahwa tidak ada tekanan atau intervensi didalam 
penjelasan pekerjaan.  
 
4.6.3.5. Adil/Tidak Diskriminatif dalam Penjelasan Pekerjaan 
Dimensi adil/tidak diskriminatif terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana 
Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan 
jawaban.. Berikut hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum 
pada Tabel 4.17.  
Tabel 4.17 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak diskriminatif dalam 
Penjelasan Pekerjaan 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                             1            2           3            4          5         
1 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam Aanwijzing 
0 0  3 40 14 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
2 Panitia merespons jawaban dari semua 
peserta lelang sexara keseluruhan (adil) 




     4.13 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 




Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh hasil nilai rata-rata  4,13 dan berada pada kategori baik atau adil/tidak 
diskriminatif. Hal ini berarti dalam pendaftaran secara elektronik, semua penyedia 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses Aanwijzing atau 
penjelasan lelang dan panitia merespons jawaban dari semua peserta lelang secara 
adil. Dimensi ini mendapatkan nilai rata-rata terendah dari dimensi lain dalam 
tahapan penjelasan lelang, yakni pada pernyataan “panitia merespons jawaban 
dari semua peserta lelang secara adil” yakni dengan nilai rata-rata 4.07 dengan 
kategori adil/tidak diskriminatif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa persepsi 
dari penyedia bahwa panitia kurang merespons pertanyaan yang diajukan.   
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, 
seperti pada penyataan Informan 1 sebagai berikut : 
“…penjelasan lelang secara elektronik ini sebenarnya lebih memadai 
daripada secara manual. Tidak perlu capek-capek  harus ke ULP, cukup 
di depan layar computer saja. Tetapi  terkadang panitia lama merespons 
pertanyaan yang diajukan, belum lagi kalau ada gangguan server…Selain 
itu, mungkin karena keterbatasan waktu dan jumlah SDM dari panitia 
sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab” 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 2,  
  
“…sejauh ini kami merasakan panitia tidak memihak dalam proses 
Aanwijzing ini…tetapi kadang-kadang memang pertanyaan yang kami 
ajukan belum seluruhnya terjawab. Pernah juga karena gangguan server 
sehingga otomatis berhenti”. 
 
           Dari hasil wawancara terhadap Informan 1 dan 2 diatas selaku Penyedia,  
menyatakan bahwa panitia terkadang cukup lama merespons pertanyaan dari 
peserta lelang. Hal ini disebabkan selain karena gangguan server, juga karena 
keterbatasan waktu dan SDM dari Panitia lelang.  Pada Tahun 2015, ada 109 
paket lelang pada Pemerintah Kota Bengkulu, dan Panitia hanya berjumlah 16 
orang. Panitia atau pokja ULP itu sendiri juga masih bekerja rangkap di Instansi 
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atau SKPD dilingkungan Kota Bengkulu. Hal yang berbeda disampaikan oleh 
Informan 3, dengan kutipan wawancara sebagai berikut : 
   “…sebenarnya dalam proses penjelasan pekerjaan ini, kami telah 
berusaha untuk merespons dan memberikan jawaban secara jelas dan 
tuntas serta tentunya tidak memihak kepada salah satu penyedia. Hanya 
terkadang pertanyaan yang diajukan penyedia rata-rata sudah pernah 
ditanyakan oleh penyedia sebelumnya, sehingga tidak perlu direspons lagi 
untuk pertanyaan yang sama. Untuk waktu dalam proses ini dijadwalkan 
selama 2-3 jam dan bisa ditambah minimal 1 jam bagi panitia untuk 
merespons pertanyaan yang belum terjawab. Nah, masalahnya banyak 
penyedia yang tidak tahu hal tersebut sehingga mereka berfikir waktunya 
sudah habis. Disini muncul kesan bahwa panitia kurang merespons 
jawaban dari penyedia” 
Hal yang sama disampaikan oleh Informan 4,  
 
“seharusnya penyedia dapat melihat lagi lebih seksama, syarat maupun 
ketentuan dalam dokumen pengadaan sehingga tidak ada pertanyaan 
berulang ataupun sanggahan keberatan terhadap ketentuan yang ada. 
Untuk gangguan server dan waktu, rasanya bukan menjadi kendala 
selama masih ada penambahan waktu dari panitia. Melalui sistem ini, 
penyedia harus menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan tentang pekerjaan 
yang dilelang karena pemberian penjelasan hanya dilakukan pada waktu 
yang telah ditetapkan. Apalagi sering terjadi penyedia ikut dalam 
beberapa paket pengadaan sehingga terkadang tidak konsentrasi. Panitia 
sudah melaksanakan proses ini sesuai dengan prosedur dan aturan”  
 
Dari hasil wawancara terhadap informan, terungkap bahwa beberapa 
informan menyatakan bahwa panitia terkadang kurang merespons seluruh 
pertanyaan dari penyedia dan kurangnya waktu penjelasan lelang.  Hal ini 
ditanggapi oleh panitia dengan penjelasan bahwa beberapa penyedia sering 
menanyakan permasalahan yang sama dan berulang, padahal pertanyaan itu sudah 





paket lelang yang berbeda sehingga kurang konsentrasi dalam memahami 
penjelasan yang diberikan.  
Panitia juga memberikan tanggapan bahwa waktu yang diberikan selama 
2-3 jam sudah cukup untuk sesi tanya jawab secara online, bahkan panitia selalu 
menambahkan waktu penjelasan selama 1 jam sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Hanya dari pihak penyedia memang tidak diberikan waktu tambahan 
untuk bertanya. Sebaiknya peyedia menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu 
sbelum memulai tahapan ini dikarenakan dibatasinya waktu dalam penjelasan 
pekerjaan.    
 
4.6.4. Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Pemasukan dan 
Pembukaan Penawaran 
Tahap pemasukan dan pembukaan penawaran pada pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa secara eletronik di Pemerintah Kota Bengkulu tahun 
2015 diukur dengan 5 (lima) dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif.  Responden merupakan peserta lelang yakni 
panitia dan penyedia yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada setiap 
dimensi dibawah ini. 
 
 
4.6.4.1. Transparansi dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
Dimensi transparansi dalam tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana penilaian jawaban 
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responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.18.  
Tabel 4.18 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Pemasukan 
dan Pembukaan Penawaran  
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                   1           2          3           4          5                 
1. 
 
Informasi dan ketentuan tentang 
pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran dapat diketahui secara jelas 
dan mudah diakses 
0 0 2 35 20 4.32 
Sangat 
Transparan 
2 Semua informasi yang membantu 
penyedia merencanakan, memodifikasi 
dan menyampaikan dokumen penawaran 
tersedia secara online.  
0 0 1 45 11 4.18 Transparan 
3. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia 
berkaitam dengan proses pemasukan dan 
pembukaan penawaran  
0 0 5 36 16 4.19 Transparan 
  
Rata-rata 
     4.23 
Sangat 
Transparan 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan 
1,80 – 2,59 : Tidak Transparan 
2,60 – 3,39 : Cukup Transparan 
3,40 – 4,19 : Transparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
 
Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa proses pemasukan dan 
pembukaan dokumen penawaran dengan menggunakan e-procurement pada 
Pemerintah  Kota Bengkulu Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan sangat 
transparan, dengan nilai rata-rata 4.23 berdasarkan hasil penelitian terhadap 
panitia dan penyedia. Transparansi dalam pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran ditunjukkan dengan informasi dan ketentuan tentang pemasukan dan 
pembukaan dokumen penawaran dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, 
semua informasi yang membantu penyedia untuk merencanakan, memodifikasi 
dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara online dan tersedianya 
informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia.  
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Indikator “Informasi dan ketentuan tentang pemasukan dan pembukaan 
penawaran dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses” berada pada nilai rata-
rata tertinggi 4.32 atau sangat transparan.  Setiap peserta lelang dapat melihat 
dengan jelas dan dapat diakses semua informasi yang disampaikan oleh panitia 
lelang dalam aplikasi tersebut. Selain itu. dengan membuka laman situs LPSE 
Kota Bengkulu, para peserta lelang tidak perlu mendatangi Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu terkait pemasukan dan pembukaan penawaran.    
Informasi tentang pemasukan dan pembukaan penawaran meliputi : uraian singkat 
pekerjaan/paket yang akan dilaksanakan, Instansi Pelaksana, Harga Perkiraan 
Sendiri (HPS), syarat-syarat administrasi, teknis dan harga. Penyampaian 
dokumen penawaran hanya dapat dilakukan melalui website LPSE. Panitia tidak 
menerima dokumen penawaran secara manual. 
Indikator “semua informasi yang membantu penyedia untuk 
merencanakan, memodifikasi dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia 
secara online” berada pada nilai rata-rata terendah, yakni 4.18 tetapi tetap dalam 
kategori transparan. Penyedia dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
proses penyiapan dokumen penawaran secara online (dapat didownload dengan 
mudah). Dengan tersedianya data-data tersebut, penyedia dapat merancang 
dokumen penawaran sesuai dengan kebutuhan sesuai penawaran.   
 
 
4.6.4.2. Akuntabilitas dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
Dimensi akuntabilitas dalam tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015terdiri dari 4 (empat) indikator, dimana Penilaian jawaban 
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responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.19  
Tabel 4.19 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Pemasukan 
dan Pembukaan Penawaran  
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban R esponden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                 1            2          3            4          5   
1. Dokumen penawaran yang disampaikan 
berbentuk dokumen elektronik  
0 0 4 33 20 4.28 
Sangat 
Akuntabel 
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran 
dilakukan secara elektronik (tanpa tatap 
muka) 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Akuntabel 
3 Dalam proses pembukaan penawaran, 
harga penawaran dari semua penyedia 
dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan 
ke dalam aplikasi  
0 1 3 37 16 4.19  Akuntabel 
4 Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran sudah cukup  memadai dan 
sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 
2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 




     4.26 
Sangat 
Akuntabel 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak Akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup Akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
 
Dimensi Akuntabilitas berdasarkan persepsi panitia dan penyedia 
mendapatkan nilai rata-rata  sangat baik atau sangat akuntabel, yakni 4,26. Hasil 
ini menunjukkan bahwa pemasukan dan pembukaan penawaran dokumen secara    
elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu. Akuntabilitas  dalam pemasukan dan 
pembukaan dokumen penawaran dimaksudkan yakni dokumen penawaran yang 
disampaikan berbentuk dokumen elektronik, pemasukan dan pembuaan 
penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik (online) tanpa tatap muka, dalam 
proses pembukaan penawaran, harga penawaran dari semua penyedia yang ikut 
dan hasil koreksi aritmatik dimasukan kedalam aplikasi, tahapan pemasukan dan 
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pembukaan penawaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015. 
Indikator “Proses pembukaan penawaran, harga penawaran dan hasil 
koreksi aritmatik dimasukkan dalam aplikasi” dari hasil penelitian mendapatkan 
nilai rata-rata yang paling rendah yakni 4.19 tetapi masih termasuk dalam kategori 
akuntabel. Hal ini disebabkan persepsi dari beberapa responden yang menilai 
bahwa harga penawaran yang diajukan oleh penyedia yang nantinya akan 
diteruskan ke tahap evaluasi penawaran tanpa adanya koreksi aritmatik dari Pokja 
ULP Kota Bengkulu. Pada pembukaan penawaran, harga penawaran dari selutuh 
peserta lelang yang mengajukan penawaran melalui aplikasi SPSE, akan dikoreksi 
oleh Pokja ULP Kota Bengkulu. Hal ini untuk menghindari kesalahan pada saat 
penghitungan unit cost atau harga satuan dan harga total sehingga akan didapat 
harga penawaran yang telah terkoreksi dan hasil tersebut dimasukkan kedalam 
aplikasi.    
Pada indikator “tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran sudah 
cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan 
Perka LKPP No. 1 Tahun 2015” mendapatkan nilai rata-rata paling tinggi pada 
dimensi ini, yaitu 4.32 dengan kategori sangat akuntabel. Hal ini disebabkan 
karena Pokja ULP Kota Bengkulu dalam melakukan tahapan pemasukan dan 
pembukaan penawaran pada tahun 2015 sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Prinsip akuntabel pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam 
proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan sebagaimana terkandung dalam 
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan dari Informan 1, berikut kutipan wawancaranya. 
 “…kami melakukan penawaran secara online dengan mengupload 
dokumen penawaran berupa dokumen administrasi, teknis dan harga” 
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Pernyataan dari Informan 1 diatas selaku penyedia sejalan dengan hasil 
penelitian dimana dalam pemasukan penawaran, penyedia hanya mengupload 
dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan dalam 
dokumen pengadaan.  Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 4 sebagai 
Pokja ULP dengan kutipan wawancara sebagai berikut :  
“penyedia melakukan pemasukan penawaran dengan mengupload dalam 
satu file yang sudah dienkripsi secara online. File yang sudah dikirim 
nantinya akan dibuka oleh Pokja ULP sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku” 
 
  Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut diatas terlihat 
bahwa dalam proses pemasukan dan pembukaan penawaran, Pokja ULP Kota 
Bengkulu dan penyedia telah melakukan sesuai dengan ketentuan dalam hal ini 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 
2015. Hal ini dinyatakan oleh Informan 1 dan 4, dalam pemasukan penawaran 
dilakukan secara online dengan mengupload dokumen penawaran dan Pembukaan 
penawaran dilakukan oleh Pokja ULP sesuai dengan ketentuan.   
 
4.6.4.3. Terbuka dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
Dimensi terbuka terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.20.  
Tabel 4.20 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Terbuka dalam Pemasukan dan 
Pembukaan Penawaran  
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                         1             2          3           4          5   
1. Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran dilakukan secara terbuka 
melalui aplikasi  





Pemasukan dan pembukaan penawaran 
dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku 





No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
 Rata-rata 
     4.20 
Sangat 
terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 
4,20 – 5,00 : Sangat Terbuka 
 
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran secara elektronik sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.20. Hal 
ini terlihat pada pernyataan bahwa tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Kota Bengkulu 
Tahun 2015 dilakukan secara terbuka melalui aplikasi,  pemasukan dan 
pembukaan dokumen penawaran dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
Pada indikator “Pemasukan dan Pembukaan penawaran dapat diikuti oleh 
semua penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku” mendapatkan nilai 
rata-rata yang paling tinggi yakni 4.23 dengan kategori sangat terbuka. Melalui 
sistem aplikasi SPSE, pada proses pemasukan dan pembukaan penawaran dapat 
dilihat dan diikuti oleh seluruh penyedia tanpa dibatasi oleh wilayah,  dengan cara 
melakukan upload dokumen penawaran baik itu penawaran administrasi, teknis 
dan harga. Pembukaan penawaran dilakukan setelah jadwal pemasukan berakhir 
dimana Panitia  Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu mengunduh (download) 
dan melakukan deskripsi file penawaran.  
Pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015, dalam tahap pemasukan penawaran diikuti oleh 109 
penyedia yang berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu dan juga 
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beberapa dari luar Provinsi Bengkulu. Ini terlihat bahwa dalam tahapan ini 
terbuka bagi seluruh penyedia dari seluruh wilayah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Semua penyedia tanpa batasan wilayah dengan ketentuan telah terdaftar 
dan melakukan registrasi dapat melakukan pemasukan penawaran sesuai jadwal 
yang telah ditetapkan. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran 
secara online atau elektronik tersebut, memuat nama paket pengadaan, instansi 
penyelenggara, proses atau tahapan e-procurement dan nilai paket pengadaan.    
Pada indikator “pemasukan dan pembukaan penawaran dilakukan secara 
terbuka melalui aplikasi” mendapat nilai rata-rata terendah yakni 4.18 tetapi masih 
berada pada kategori terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam pemasukan dan 
pembukaan penawaran di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 dilakukan 
melalui aplikasi SPSE, tanpa adanya tatap muka antara penyedia dan panitia. 
Terbukanya dalam tahapan pemasukan dan penawaran ini untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin bahwa 
pelaksanaan pengadaan dilakukan secara terbuka.   
Penyedia dan Panitia pengadaan/Pokja ULP Kota Bengkulu pada 
pelaksanaan tahun 2015 mentaati ketentuan ini, dimana Penyedia melakukan 
pemasukan penawaran melalui aplikasi SPSE dan dilakukan pembukaan 
penawaran oleh panitia dengan berpedoman pada dokumen pengadaan tentang 
syarat administrasi, teknis dan harga. Selain itu pula dalam dokumen pengadaan 
telah tercantum syarat-syarat lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat-
syarat dalam dokumen pengadaan disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pelaksana 





4.6.4.4. Bersaing dalam Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
Dimensi bersaing  terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.21.  
 
Tabel 4.21 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Bersaing dalam Pemasukan dan 
Pembukaan Penawaran  
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Bersaing                                                                          1           2           3          4            5   
1. Harga penawaran dari peserta lelang 
semakin kompetitif dan bersaing 
0 0 5 27 25 4.35 
Sangat 
Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 6 34 17 4.19  Bersaing 
 Rata-rata 
     4.27 
Sangat 
Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
 
            Dimensi Bersaing dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran mendapatkan nilai rata-rata sangat baik atau sangat bersaing dengan 
rata-rata 4.27. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “harga penawaran dari 
peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing dan tidak ada intervensi kepada 
panitia”. Hal ini berarti bahwa pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement 
di Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat 
pada tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen.  
 Indikator pernyataan “harga penawaran dari peserta lelang semakin 
kompetitif dan bersaing” dengan nilai rata-rata 4.35 atau sangat bersaing.  Hal ini 
disebabkan karena dengan pengadaan melalui e-procurement para penyedia saling 
bersaing dan berkompetisi dalam memberikan harga penawaran yang kompetitif,  
mengingat dengan sistem ini semua penyedia dapat mengakses tanpa dibatasi oleh 
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faktor lokasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. Tetapi 
terkadang, penyedia  yang mempunyai harga yang terendah tidak memenuhi 
kualifikasi dokumen yang baik atau tidak memenuhi persyaratan administrasi 
maupun teknis. Hal ini seperti terungkap dalam wawancara dengan informan 1, 
sebagai berikut :  
 “…harga yang ditawarkan penyedia otomatis lebih kompetitif karena kita 
kan harus bersaing dengan penyedia lain, tentunya kita kan mau menang 
jadi selain harga yang terendah kita tawarkan, juga barang yang 
berkualitas sesuai dengan ketentuan” 
 
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 2,  
“harga tentunya sangat bersaing dalam pengadaan secara e-procurement 
ini.  kami menawarkan harga yang terendah dan terbaik, tetapi tetap 
mengacu kepada spesifikasi barang yang telah ditetapkan panitia” 
 
Dari hasil pernyataan Informan 1 dan 2 diatas selaku penyedia, sejalan 
dengan hasil penelitian bahwa para penyedia saling bersaing dan berkompetisi 
dalam memberikan harga penawaran yang kompetitif. Setiap penyedia bersaing 
dalam memberikan harga penawaran yang terendah dan kualitas barang sesuai 
dengan spesikasi yang ditetapkan    
Pernyataan yang sama, juga disampaikan oleh Informan 3, berikut kutipan 
wawancaranya 
“harga yang diberikan pada saat pemasukan penawaran memang sangat 
kompetitif dan bersaing. Tetapi panitia dalam melakukan penilaian 
evaluasi harus cukup jeli dan teliti karena harga terendah bukan jaminan 
akan kualitas suatu barang”  
 
Terkait dengan harga penawaran yang bersaing dan kompetitif, Informan 4 




“…Penyedia rata-rata menawarkan harga yang sangat bervariasi dan 
bersaing karena  mereka kan harus bersaing dalam memberikan 
penawaran harga yang terbaik. Tetapi kami selaku panitia tetap 
berpedoman kepada ketentuan menilai bukan hanya dari harga 
penawaran yang terendah saja,   tetapi harus memenuhi syarat teknis dan 
administrasi” 
 
Dari hasil wawancara dengan informan 3 dan 4 selaku Pokja ULP Kota 
Bengkulu, Panitia dalam menilai tidak hanya melihat dari harga yang ditawarkan 
tetapi juga dari segi administrasi dan teknis harus memenuhi kualifikasi yang 
ditetapkan.  Persaingan yang sehat juga terlihat dari harga penawaran yang 
diajukan penyedia, dimana sebagian besar penyedia memberikan penawaran 
dibawah harga pagu dan HPS (Harga Perkiraan Sementara) yang ditetapkan pokja 
ULP Kota Bengkulu sehingga pengadaan lebih efisien. 
Berikut beberapa contoh penawaran peserta lelang dalam pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 yang terlihat pada Tabel 
4.22 dibawah ini. 
Tabel 4.22. 
Penawaran peserta lelang pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 
 
No Paket Pengadaan Satker/Instansi Pagu (Rp) HPS (Rp) Harga 
Penawaran 
(Rp) 
1 Sarana pelataran 




2.375.000.000 2.369.760.000 2.363.360.000 
2 Rehabilitasi gedung 
dan pembangunan 









Dinas PU Kota 
Bengkulu 
1.500.000.000 1.499.926.000 1.492.531.000 
4 Pembuatan Gudang 
dan Pagar KPU Kota 
Bengkulu 
Dinas PU Kota 
Bengkulu 
   350.000.000    347.991.000    346.048.000 
Sumber : SPSE Kota Bengkulu, 2017  
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 Dari Tabel 4.22 diatas terlihat bahwa penawaran yang dilakukan peserta 
lelang sangat kompetetif, dimana peserta lelang melakukan penawaran harga 
dengan sangat bersaing agar dapat terpilih sebagai penyedia lelang. Harga 
penawaran berada dibawah pagu anggaran yang tersedia dan lebih rendah dari 
HPS.  Panitia dalam menilai tidak hanya melihat dari harga yang ditawarkan tetapi 
juga dari segi administrasi dan teknis harus memenuhi kualifikasi yang 
ditetapkan.  Persaingan yang sehat juga terlihat dari harga penawaran yang 
diajukan penyedia, dimana sebagian besar penyedia memberikan penawaran 
dibawah harga pagu dan HPS (Harga Perkiraan Sementara) yang ditetapkan pokja 
ULP Kota Bengkulu sehingga pengadaan lebih efisien. menandakan bahwa 
peserta lelang memberikan harga penawaran yang sangat kompetitif dan bersaing 
dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.    
Indikator “tidak ada intervensi dari pihak lain” mendapatkan nilai rata-rata 
terendah yaitu 4.19 tetapi tetap dalam kategori bersaing. Hal ini berarti bahwa 
responden setuju bahwa dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran 
secara e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 tidak ada 
tekanan atau intervensi kepada Pokja ULP. Hal ini dimungkinkan mengingat 
pemasukan dan pembukaan dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka 
antara penyedia dan panitia. sehingga meminimalisir adanya titipan ataupun yang 
mengarah kepada pihak tertentu. Selain itu dengan sistem e-procurement, semua 
proses terekam dan dapat dilakukan audit oleh auditor keuangan sehingga pokja 
ULP Kota Bengkulu dalam melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  Pada tahapan ini, semua penyedia dapat mengikuti proses pengadaan 
dengan ketentuan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Panitia/pokja 
ULP Kota Bengkulu yang tertuang dalam dokumen pengadaan. 
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4.6.4.5. Adil/Tidak diskriminatif dalam Pemasukan dan Pembukaan 
Penawaran 
 
Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam tahapan pemasukan dan 
pembukaan penawaran terdiri dari 2 (dua) indikator, dimana Penilaian jawaban 
responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. Berikut 
hasil penelitian jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.23.  
Tabel 4.23 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Adil/Tidak diskriminatif dalam 
Pemasukan dan Pembukaan Penawaran  
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                              1           2           3           4          5   
1 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama terkait 
pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 





2. Dalam melakukan proses pemasukan dan 
pembukaan penawaran, panitia tidak 
diskriminatif 
0 0 7 34 16 4.16 
 Adil/tidak 
diskriminatif 
 Rata-rata      4.23 Sangat Adil 
Rata-rata  4.23 Sangat Adil 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 
4,20 – 5,00 : Sangat Adil 
 
 Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dalam pemasukan dan pembukaan 
penawaran mendapatkan nilai rata-rata 4.23 dengan kategori sangat baik atau 
sangat adil. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa semua penyedia 
mendapatkan kesempatan yang sama terkait pemasukan dan pembukaan 
penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam melakukan proses 
pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia tidak diskriminatif.             
Dalam tahapan prinsip Adil/Tidak diskriminatif, ada 1 (satu) pernyataan 
yang mempunyai nilai rata-rata terendah dari seluruh pernyataan dalam tahapan 
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ini, yakni “ dalam melakukan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, 
panitia tidak diskriminatif”. Dimensi ini mendapatkan nilai rata-rata 4.16 dengan 
kategori Adil/idak diskriminatif. Hal ini  disebabkan karena beberapa responden 
masih mempunyai persepsi atau anggapan bahwa panitia bersikap sepihak atau 
condong kepada salah satu penyedia dikarenakan terdapat file penawaran yang 
tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran.   
 Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan 1, sebagai 
berikut:  
“…kami sih berharap dalam proses tahapan ini panitia tidak berlaku 
diskriminatif dan bersih dari intervensi pihak lain. Tetapi terkadang pada 
pembukaan penawaran pernah kami complain karena file dokumen yang 
kami kirimkan tidak bisa dibuka panitia….Nah, tentunya kami kan jadi 
berfikiran yang tidak-tidak…. ” 
 
 Hal yang sama terkait file penawaran yang tidak bisa dibuka, juga 
disampaikan oleh Informan 2 berikut kutipan wawancaranya : 
 “…sistem e-procurement ini semuanya serba terbuka dan transparan 
..rasanya sulit jika panitia berlaku diskriminatif, tetapi memang ada 
beberapa penyedia yang mengeluhkan karena file dokumen yang 
dikiripmkan ternyata tidak bisa dibuka” 
 
 Dari hasil wawancara terhadap Informan 1 dan 2 selaku peyedia dapat 
disimpulkan bahwa adanya file penawaran dari peserta yang tidak bisa dibuka 
pada saat pembukaan penawaran sehingga menyebabkan adanya persepsi dari 
penyedia bahwa panitia berlaku diskriminatif.     
 Hal yang berbeda disampaikan oleh Informan 3 sebagai Pokja ULP,   
 “…menurut saya, sulit rasanya ada diskriminasi atau berpihak kepada 
salah satu penyedia karena panitia tidak dimungkinkan untuk mengatur 
jalannya lelang dengan sistem e-procurement ini…semuanya sudah 
diproses melalui aplikasi SPSE, terekam dalam sistem. Untuk pembukaan 
penawaran, seluruh file yang telah dikirimkan oleh peserta dalam bentuk 
dokumen elektronik hanya dapat dibuka pada waktu yang telah 
ditentukan. Jikapun ada dokumen penawaran dari penyedia yang tidak 
bisa dibuka mungkin dikarenakan kesalahan pada saat pengiriman, 
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biasanya kami teruskan kepada LPSE. Nah…jika dari keterangan LPSE 
bahwa memang file itu tidak dapat dibuka, biasanya diputuskan bahwa 
file tersebut tidak memenuhi syarat sebagai file penawaran dan dianggap 
tidak memasukkan penawaran”.   
  
Hal yang sama disampaikan oleh Informan 4, berikut kutipan 
wawancaranya : 
 “…Waduuh…gak mungkin mba ada diskriminasi karena semua tahapan 
melalui online, bisa diakses dan panitia bekerja sesuai dengan ketentuan  
yang ada. Apalagi ketika pembukaan penawaran tidak menggunakan 
aplikasi sembarangan, melainkan harus menggunakan aplikasi oleh 
Lembaga Sandi Negara, waktu pembukaan dokumen pun sudah 
ditentukan” 
 
Dari hasil jawaban informan diatas menunjukkan bahwa dalam tahap 
pemasukan dan pembukaan penawaran dalam pengadaan barang/jasa secara e-
procurement di Kota Bengkulu tahun 2015,  bahwa tahap ini sudah memenuhi 
prinsip adil/tidak diskriminasi. Dalam tahap ini seluruh dokumen yang sifatnya 
fisik, diganti menjadi elektronik dalam bentuk format PDG atau JPEG.  Hal yang 
kurang maksimal dimana penyedia sering mengalami kesalahan ketika proses 
pengiriman mengubah bentuk format sehingga menyebabkan tidak bisa dibuka 
pada saat pembukaan penawaran. Pada tahap pembukaan dokumen, panitia 
membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Seluruh file 
hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat jadwal 
pembukaan dokumen. Terkadang ada beberapa file penawaran yang tidak bisa 
dibuka oleh pokja ULP Kotta Bengkulu disebabkan kesalahan penyedia pada saat 
proses pengiriman.   Untuk mengatasi hal tersebut, Pokja ULP berkoordinasi 
dengan LPSE Kota Bengkulu, apakah memungkinkan untuk dilakukan 




4.6.5 Deskripsi Jawaban Responden dalam Tahap Evaluasi Penawaran dan 
Kualifikasi 
Tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi lelang pada pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu memiliki 5 (lima) 
dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif.  Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia 
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jas. Hasil dari 
jawaban kuisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap informan yang  telah ditentukan.  
 
4.6.5.1. Transparansi dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana 
terangkum  pada Tabel 4.24. 
Tabel 4.24. 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Tahap 
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                  1           2           3           4           5     
1. Informasi dan ketentuan tentang evaluasi 
penawaran dan kualifikasi dapat 
diketahui secara jelas dan mudah diakses 
0 0 2 36 19 4.30 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia  
0 0 6 34 17 4.19  Transparan 
 Rata-rata 
     4.25 
Sangat 
transsparan 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan 
1,80 – 2,59 : Tidak Transparan 
2,60 – 3,39 : Cukup Transparan 
3,40 – 4,19 : Transparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
Berdasarkan Tabel 4.24 diketahui bahwa tahap  evaluasi penawaran dan 
kualifikasi dokumen dengan menggunakan e-procurement pada Pemerintah Kota  
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Bengkulu Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan sangat baik atau sangat 
transparan, dengan nilai rata-rata 4.25. Prinsip transparansi dalam evaluasi 
penawaran dan kualifikasi menitikberatkan dengan informasi dan ketentuan 
tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas dan 
mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua 
penyedia. Setiap peserta dapat melihat dengan jelas dan transparan setiap 
informasi tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi yang disampaikan oleh 
panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE.  
Indikator  “Informasi dan ketentuan tentang evaluasi penawaran dan 
kualifikasi dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses” berada pada kategori 
sangat transparan dengan nilai rata-rata 4.30. Hal ini dikarenakan pokja ULP Kota 
Bengkulu pada tahapan evaluasi dan kualifikasi penawaran telah menayangkan 
secara jelas jadwal dan tahapan secara online melalui aplikasi SPSE sehingga 
mudah diakses oleh penyedia maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.4 seperti dibawah ini 
Gambar 4.4. Evaluasi Penawaran   
 
Sumber : SPSE Kota Bengkulu, 2017 
127 
 
Dari Gambar 4.5 terlihat, bahwa informasi tentang  evaluasi penawaran 
dan kualifikasi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 
2015 dapat dilihat dengan jelas serta dapat diakses semua informasi melalui 
aplikasi tersebut. Selain itu. dengan membuka laman situs LPSE Kota Bengkulu, 
para peserta lelang tidak perlu mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota 
Bengkulu terkait informasi atau jadwal dilaksanakannya evaluasi dan kualifikasi 
penawaran lelang. Informasi yang ditayangkan meliputi : uraian singkat 
pekerjaan/paket lelang, Instansi Pelaksana dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).    
          Indikator “tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua  
penyedia” berada pada kategori yang cukup rendah tetapi tetap berada pada 
kategori transparan dengan nilai rata-rata 4.19. Hal ini disebabkan pemahaman 
peserta lelang yang belum maksimal terhadap aplikasi SPSE dimana beberapa 
penyedia masih mempunyai persepsi bahwa informasi hasil evaluasi tidak 
disampaikan melalui aplikasi tetapi hanya melalui email kepada peserta lelang. 
informasi yang didapatkan oleh semua penyedia adalah sama dan transparan 
dkarenakan semua proses ditayangkan secara jelas melalui aplikasi SPSE. Tidak 
ada perbedaan informasi yang disampaikan oleh Pokja ULP Kota Bengkulu dalam 
tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, sehingga semua peserta lelang 
mendapatkan informasi yang sama. 
 
4.6.5.2. Akuntabilitas dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Dimensi akuntabilitas terdiri dari 3 (tiga) indikator, dimana Penilaian 
jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban.. 





Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Tahap 
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                 1            2           3           4          5   
 1 
 
Dalam melakukan evaluasi penawaran 
panitia berpedoman pada dokumen 
pengadaan  
0 0 0 40 17 4.30 
Sangat 
Akuntabel 
2 Panitia melakukan kualifikasi keabsahan 
dokumen penawaran secara offline( 
adanya tatap muka antara panitia dan 
penyedia) 
0 0 1 36 20 4.33 
Sangat 
Akuntabel 
3 Tahapan proses evaluasi penawaran dan 
kualifikasi sudah cukup memadai dan 
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 
0 0 5 36 16 4.19  Akuntabel 
 Rata-rata 
     4.27 
Sangat 
Akuntabel 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak Akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup Akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
 
Dimensi Akuntabilitas berdasarkan persepsi panitia dan penyedia 
mendapatkan nilai rata-rata  sangat baik atau sangat akuntabel, yakni 4,27. Hasil 
ini menunjukkan bahwa evaluasi penawaran dan kualifikasi secara    elektronik 
telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan barang/jasa di 
Pemerintah Kota Bengkulu. Akuntabilitas  dalam tahap evaluasi penawaran dan 
kualifikasi ditunjukkan dengan dalam melakukan evaluasi penawaran panitia 
berpedoman pada dokumen pengadaan, panitia melakukan kualifikasi keabsahan 
dokumen secara offline dengan tatap muka antara panitia dan penyedia serta 
tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup memadai dan sesuai 
dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015. 
Dimensi akuntabilitas dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi ini 
mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari dimensi lainnya dalam tahapan ini, yakni 
dengan nilai rata-rata 4.27. Hal ini berarti dalam melakukan evaluasi penawaran 
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dan kualifikasi, para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa di Kota 
Bengkulu Tahun 2015 telah menerapkan ketentuan prinsip akuntabilitas dalam 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan pengadaan lainnya. Penilaian evaluasi 
dan kualifikasi dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kota Bengkulu dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pokja ULP tidak boleh 
merubah ketentuan apapun dalam dokumen pengadaan dan dijadikan patokan 
untuk melakukan evaluasi.  
Pada pernyataan “panitia melakukan kualifikasi keabsahan dokumen 
penawaran secara offline atau tatap muka antara panitia dan penyedia” 
mendapatkan nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4.33 dengan kategori sangat akuntabel. 
Hal ini memungkinkan dikarenakan pada proses kualifikasi dibutuhkan keaslian 
data berkaitan dengan dokumen penawaran sehingga penyedia harus hadir pada 
saat undangan kualifikasi penawaran yang bertempat di Kantor ULP Kota 
Bengkulu. Penyedia pada saat memasukkan dokumen penawaran hanya melalui 
upload file melalui aplikasi SPSE sehingga belum diketahui keaslian data 
pendukumg penawaran. Hal ini diperkuat dari hasil wawancarara dengan 
informan 1, sebagai berikut :  
 “…dalam tahap kualifikasi keabsahan dokumen, biasanya panitia 
langsung mengcross check keaslian dokumen pada saat pemasukan 
penawaran sebelumnya. Disini memang terjadi tatap muka antara panitia 
dan calon penyedia dikarenakan kami langsung diundang untuk membawa 
dokumen asli ke ULP Kota Bengkulu”   
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 2, berikut kutipan 
wawancaranya : 
“…ada tatap muka pada tahap ini dikarenakan panitia langsung ingin 
melihat dokumen asli.. karena kan bisa saja  dokumen yang diupload pada 




 Dari hasil wawancara terhadap informan diatas selaku penyedia, didapatkan 
bahwa dalam tahap kualifikasi ada tatap muka antara panitia dan penyedia. Hal ini 
diperlukan untuk mengecek secara langsung keabsahan dokumen penawaran pada 
saat pemasukan penawaran. Calon penyedia diundang secara langsung dengan 
membawa dokumen asli ke ULP Kota Bengkulu pada saat kualifikasi penawaran.  
 Terkait dengan kualifikasi penawaran peserta secara tatap muka, juga 
disampaikan oleh Informan 3 sebagai Pokja ULP, berikut kutipan wawancaraya : 
“…Iya, hanya pada tahap inilah terjadi tatap muka antara panitia dan 
penyedia. kualifikasi langsung dilakukan dengan mengundang penyedia ke 
ULP Kota Bengkulu dengan membawa dokumen asli yang diminta. Untuk 
penyedia yang berasal diluar kota, tetap kita undang mereka hadir 
ataupun kalau tidak bisa, ada wakil dari Pokja yang datang 
kesana…karena pada tahap inilah keabsahan dokumen harus dibuktikan” 
 
 Sejalan dengan pernyataan diatas, Informan 4 menyampaikan hal yang sama 
“…ada tatap muka pada tahapan kualifikasi antara panitia dan penyedia. 
Terkadang pada tahapan inilah yang sulit karena ada beberapa penyedia 
yang ngotot kalau dokumen mereka sudah sesuai dengan ketentuan. 
Pernah ada masalah terkait dengan perizinan, setelah dilakukan 
pengecekan ternyata tidak ada aktivitas kantor. Nah, kalau yang seperti 
ini langsung dikonfirmasi ke pihak berwenang yang memberi izin, untuk 
diklarifikasi”    
 
Dari hasil wawancara dengan informan dan penyebaran kuisioner pada 
tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, sudah memenuhi prinsip akuntabilitas 
karena pada tahap ini terjadi tatap muka antara panitia dan penyedia. Dalam 
kualifikasi penawaran, panitia meminta dan memeriksa semua dokumen 
penawaran asli calon pemenang lelang dan melakukan keabsahan dokumen 
tersebut pada saat penyedia menghadiri undangan evaluasi kualifikasi, seperti 
tampak pada salah satu undangan kualifikasi salah satu paket pengadaan di 




Gambar 4.5.  
Undangan Evaluasi Kualifikasi Penawaran  
 
 
    Sumber : SPSE Kota Bengkulu, 2017  
 
Pembuktian kualifikasi dokumen penawaran peserta, dilakukan oleh Pokja 
ULP Kota Bengkulu dengan mengundang penyedia secara offline dengan 
membawa kelengkapan dokumen asli yang disampaikan pada saat pemasukan 
penawaran. Pokja ULP Kota Bengkulu pada Tahun 2015 melaksanakan penilaian 
dan pembuktian kualifikasi kepada penyedia dengan penawaran terendah hasil 
koreksi aritmatik yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan 
kualifikasi. Penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran yang dilakukan oleh 
Pokja ULP Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 






4.6.5.3. Terbuka dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisioner diperoleh jawaban 
responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.26. 
Tabel 4.26 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Terbuka dalam Tahap 
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                           1           2           3          4           5              
1. Hasil evaluasi penawaran dan kualifikas 
diupload secara terbuka pada aplikasi  
0 1 8 27 21 4.19  Terbuka 
2. Evaluasi Pemawaran dan kualifikasi 
dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan yang berlaku 




     4.26 
Sangat 
Terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 
4,20 – 5,00 : Sangat Terbuka 
 
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah  sangat 
terbuka atau sangat baik dengan nilai rata-rata 4.26. Hal ini terlihat pada 
pernyataan bahwa hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi diupload secara 
terbuka pada aplikasi serta evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh 
penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Pokja ULP Kota 
Bengkulu telah menerapkannya dengan menayangkan secara terbuka hasil 
evaluasi penawaran, yakni evaluasi teknis, administrasi dan harga serta hasil 
kualifikasi melalui aplikasi SPSE berikut alasan pengguguran atau gagalnya 
penyedia dalam tahap ini.  Pembuktian kualifikasi dapat diikuti oleh setiap calon 
penyedia secara offline atau diluar aplikasi (tatap muka) dengan membawa 
kelengkapan dokumen asli sesuai yang diminta oleh Pantia atau Pokja ULP.   
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Pada pernyataan “hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi diupload secara 
terbuka pada aplikasi” mendapatkan nilai rata-rata paling rendah tetapi masih 
dalam kategori terbuka yakni 4.19. Hal ini dikarenakan masih ada persepsi dari 
beberapa responden bahwa hasil evaluasi dan kualifikasi disampaikan secara 
offline bersamaan pada saat kualifikasi dokumen penawaran. Ini dimungkinkan 
karena pada saat pemanggilan kualifikasi dokumen penawaran kurangnya 
penjelasan atau sosialisasi dari Pokja ULP Kota Bengkulu berkenaan dengan 
proses selanjutnya. Selain itu pemahaman yang masih kurang dari pihak penyedia 
yang hadir pada saat kualifikasi.      
 
4.6.5.4. Bersaing dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dari penyebaran kuisioner diperoleh jawaban 
responden sebagaimana terangkum pada Tabel 4.27. 
Tabel 4.27 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Bersaing dalam Tahap 
Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
   Bersaing                                                                     1            2           3           4          5   
1. Semakin memberi kesempatan kepada 
penyedia yang memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan ketentuan dalam dokumen 
pengadaan  
0 0 5 36 16 4.19 Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 1 3 39 14 4.16 Bersaing 
 Rata-rata      4.18 Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
 
Dimensi Bersaing dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi 
mendapatkan nilai rata-rata 4.18 dengan kategori baik atau bersaing. Hal ini 
ditunjukkan dengan pernyataan “semakin memberi kesempatan kepada penyedia 
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yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan 
dan tidak ada intervensi dari pihak lain”. Hal ini berarti bahwa pengadaan 
barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 telah 
menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada tahapan evaluasi penawaran dan 
kualifikasi.  
 Pada pernyataan “tidak ada intervensi dari pihak lain” dalam Dimensi 
Bersaing medapatkan nilai rata-rata terendah dalam tahapan evaluasi penawaran 
dan kualifikasi yakni 4.16 dengan kategori bersaing.  Hal ini disebabkan karena 
masih ada persepsi dari beberapa responden yang menyatakan bahwa intervensi 
terhadap Pokja ULP Kota Bengkulu masih ada hanya sulit untuk dibuktikan. 
Apalagi dalam pengadaan secara manual dulunya, kepentingan-kepentingan 
beberapa pihak yang sering diakomodir oleh pihak panitia sering menyebabkan 
benturan dalam menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yang baik.   Hal ini 
didukung dari dari hasil wawancara dengan informan 1 yang mengatakan bahwa : 
 “…Wah…saya rasa dalam hal pengadaan barang/jasa pasti ada 
intervensi ataupun kepentingan dari pihak lain tetapi memang sulit 
dibuktikan. Apalagi dalam pengadaan secara manual dulunya..mulai dari 
proses pengumuman lelang sampai evaluasi penawaran sangat rawan 
dengan kepentingan. Hanya saja dalam evaluasi penawaran secara 
elektronik terkadang sering terjadi penambahan waktu oleh 
panitia…alasannya kurang begitu jelas sich”  
 
Hal yang sama disampaikan oleh Informan 2, sebagai berikut : 
“menurut saya, intervensi yang mempengaruhi panitia untuk mengambil 
keputusan…itu hanya panitia yang tahu. Tetapi memang dari penyedia 
juga sering bertanya-tanya jika ada penawaran yang kami masukkan 
dinyatakan tidak memenuhi syarat bahkan pernah gagal lelang” 
 
   Dari hasil wawancara terhadap Informan 1 dan 2 selaku penyedia diatas, 
didapat hasil bahwa intervensi terhadap panitia dalam hal evaluasi penawaran dan 
kualifikasi terkadang memang ada hanya sulit dibuktikan. Penyedia sering 
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meragukan tentang persyaratan lelang yang belum memenuhi syarat dan adanya 
penambahan waktu pada saat evaluasi penawaran. Hal ini menimbulkan persepsi 
dari penyedia bahwa adanya intervensi terhadap panitia dalam tahapan ini.      
Pernyataan berbeda disampaikan oleh Informan 3, dengan kutipan 
wawancara sebagai berikut : 
“jika terdapat intervensi terhadap panitia, pasti akan menimbulkan 
persaingan yang tidak sehat sehingga ujung-ujungnya harga yang 
ditawarkan pun pasti ada unsur “tanda kutipnya”. Penambahan  waktu 
terkadang dilakukan pada evaluasi penawaran dan kualifikasi 
dikarenakan ada pembuktian surat dukungan dan klarifikasi perusahaan 
terutama untuk penyedia yang berasal dari luar kota. Sejauh ini tekanan 
atau intervensi dalam evaluasi penawaran, bisa dibilang hampir tidak ada 
karena semua penyedia bisa melihat dengan jelas dan transparan dalam 
aplikasi,  alasan pengguguran penyedia dalam hal evaluasi teknis, 
administrasi dan harga..jadi semua  sudah sesuai ketentuan”  
 
 Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Informan 4, yang mengatakan 
bahwa : 
“Wah, sejauh ini belum ada tekanan ataupun intervensi yang langsung 
kepada panitia atau Pokja ULP. Tetapi jikapun ada, hal itu tidak akan 
mempengaruhi keputusan panitia, karena jika sudah berurusan dengan 
masalah hukum…tentu yang bertanggung jawab Pokja itu sendiri. Jikapun 
ada penyedia yang gagal dalam mengikuti lelang itu sebagian besar 
disebabkan karena penawaran belum memenuhi syarat yang ditetapkan” 
  
 Dari hasil wawancara terlihat bahwa  informan 1 dan 2 menyatakan bahwa 
walaupun ada intervensi tetapi sulit dibuktikan dalam tahap evaluasi penawaran 
dan kualifikasi ini. Persepsi dari penyedia ini disebabkan karena adanya 
penambahan waktu oleh panitia dalam hal evaluasi penawaran dan kualifikasi dan 
gagalnya penyedia dalam tahap pembuktian kualifikasi. Pendapat berbeda yang 
menjelaskan hal tersebut berasal dari informan 3 dan 4 selaku Panitia. 
Penambahan waktu  disebabkan karena ada pembuktian surat dukungan dan 
klarifikasi perusahaan terutama penyedia yang berasal dari luar kota.  
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Untuk penyedia yang gugur atau gagal dalam tahap kualifikasi, disebabkan 
karena dokumen penawaran belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 
oleh Pokja ULP Kota Bengkulu. Dipelukan pemahaman yang sama dari panitia 
dan penyedia agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan 
maksmimal.  
  
4.6.5.5. Adil/Tidak diskriminatif dalam Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai adil/tidak diskriminatif 
dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi pada pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu Tahun 2015 diukur dengan 2 
item pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 
jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana 
terangkum pada Tabel 4.28. 
Tabel 4.28 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Adil/Tidak diskriminatif 
dalam Tahap Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                             1           2            3            4          5                             
1 Kesempatan yang sama bagi semua 
penyedia dalam mengikuti evaluasi 
penawaran dan kuaifikasi  
0 0 7 29 21 4.25 Sangat  Adil 
2 Panitia tidak berlaku diskriminatif dalam 
melakukan evaluasi penawaran dan 
kualifikasi  
0 2 3 34 18 4.19  Adil 
 Rata-rata      4.22 Sangat Adil 
   
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 






Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh hasil nilai rata-rata  4,22 dengan kategori sangat adil. Hal ini 
ditunjukkan dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang 
sama dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi dan dalam melakukan evaluasi 
penawaran dan kualifikasi panitia tidak berlaku diskriminatif. Dalam melakukan 
evaluasi penawaran dan kualifikasi, panitia tidak boleh mengarah ke satu penyedia 
tertentu  hingga penyedia tersebut diuntungkan. Dalam melakukan evaluasi 
penawaran, Panitia atau Pokja ULP Kota Bengkulu menelaah dan memeriksa 
kelengkapan dokumen penawaran yang telah dikirimkan oleh calon penyedia pada 
tahap pemasukan penawaran. Dalam evaluasi penawaran, Panitia memeriksa 
syarat administrasi, teknis dan harga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.     
 Dalam kualifikasi keabsahan dokumen penawaran, pokja ULP Kota 
Bengkulu melakukan penilaian keabsahan atau keaslian dokumen, sehingga hanya 
penyedia yang memenuhi kualifikasi yang berhak untuk lolos ke tahap 
selanjutnya. Pada indikator “panitia tidak berlaku diskriminatif dalam melakukan 
evaluasi penawaran dan kualifikasi” mendapatkan nilai rata-rata yang paling 
rendah yakni 4.19 tetapi masih dalam kategori adil/tidak diskriminatif. Beberapa 
responden mempunyai persepsi bahwa panitia belum sepenuhnya berlaku adil 
dalam melakukan evaluasi dan kualifikasi penawaran dari peserta lelang. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya penjelasan dari panitia tentang adanya beberapa 
paket pengadaan yang dinyatakan gagal lelang pada pengadaan barang/jasa di 
Pemerintah Kota Bengkulu Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari beberapa 
informan penelitian, dimana Informan 1 menyatakan bahwa : 
“…semestinya panitia memberikan penjelasan tentang penyebab adanya 
gagal lelang pada saat kualifikasi dan evaluasi sehingga penyedia 




Pendapat dari Informan 1 selaku penyedia diatas menyatakan bahwa 
kurangnya  penjelasan dari panitia lelang pada saat kualifikasi penawaran tentang 
persyaratan dokumen yang tidak memenuhi ketentuan sehingga menyebabkan 
gagal lelang.   
Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Informan 3 : 
 
“…dalam melakukan pemeriksaan dokumen penawaran, dilakukan sesuai 
ketentuan sehingga panitia dapat menetapkan penawaran yang memang 
memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pengadaan. Penilaian dilakukan 
dari segi administrasi, teknis dan harga. Untuk paket lelang yang 
dinyatakan gagal disebabkan beberapa faktor antara lain penawaran 
perusahaan tidak mempunyai tenaga tetap sesuai kualifikasi yang 
disyaratkan. Selain itu ada juga karena penyedia tidak cermat membaca 
dokumen pengadaan sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat”    
 
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan 4, dengan kutipan 
wawancara sebagai berikut : 
“sudah disampaikan kepada seluruh calon penyedia lelang yang 
mengikuti tahapan evaluasi dan kualifikasi baik melalui email ataupun 
otomatis melalui aplikasi SPSE tentang penyebab gagalnya lelang 
ataupun hasil dari kualifikasi dokumen penawaran tersebut. Terkadang 
memang beberapa penyedia yang baru mengikuti proses pengadaan 
secara e-procurement ini masih belum begitu paham karena memang 
berbeda dengan sistem manual yang biasa dilaksanakan” 
 
Dari hasil wawancara terhadap informan penelitian dapat disimpulkan 
bahwa dalam melakukan kualifikasi dan evaluasi penawaran, Pokja ULP Kota 
Bengkulu pada Tahun 2015 telah melakukan proses kualifikasi dan evaluasi 
penawaran sesuai prinsip adil/tidak diskriminatif. Hasil dari evaluasi dan 
kualifikasi penawaran peserta lelang telah disampaikan melalui email kepada 
calon penyedia yang memenuhi syarat. Selain itu aplikasi SPSE secara otomatis 
akan mengirim pemberitahuan kepada semua calon penyedia tentang hasil dari 
evakuasi dan kualifikasi penawaran yang dapat diakses secara langsung.  
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Terkadang beberapa penyedia belum memahami proses dan tahapan e-
procurement dikarenakan implementasi sistem ini baru dilaksanakan secara full 
elektronik pada tahun 2014 yang lalu.  
Terjadinya gagal lelang pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015 disebabkan karena penawaran peserta yang tidak 
memenuhi syarat sesuai dokumen lelang, gagal di evaluasi teknis serta petunjuk 
teknis yang belum jelas. Gagal Lelang di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 
2015 sebanyak 5 paket lelang dengan total nilai Rp. 5.808.350.000,- dengan 
rincian paket konstruksi 2 paket, paket jasa/konsultan 2 paket dan paket 
pengadaan barang/jasa sebanyak 1 paket.  Semua paket pengadaan tersebut 
tersebar pada beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bengkulu. Berikut rincian paket 
pengadaan yang dinyatakan gagal lelang pada Tahun 2015 di Kota Bengkulu 
dapat dilihat pada Tabel 4.29. 
Tabel 4.29 
Paket Pengadaan secara e-procurement gagal lelang Tahun 2015 














Pengadaan konstruksi pengelolaan banjir 
kawasan sungai rupat 
Peningkatan/Rehabilitasi drainase jalan  
merawan RT 25-26 Kel Sawah Lebar Kec. 
Ratu Agung.   
Belanja jasa konsultasi audit appraisal 
menara seluler 
Pengadaan pemasangan APILL 




















Dinas Sosial  
Sumber : Laporan Pengadaan Barang/Jasa LPSE Kota Bengkulu, 2015  
 
          Terjadinya gagal lelang di Pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2015 
sebanyak 5 paket disebabkan antara lain karena peserta lelang tidak memenuhi 
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persyaratan dalam dokumen lelang (Dinas PU), tidak ada peserta yang memenuhi 
persyaratan dalam dokumen lelang (Dishubkominfo), sedangkan pengadaan di 
Dinas Sosial dikarenakan belum ada petunjuk teknis yang mengatur tentang 
pengadaan tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum 
dalam pelaksanaannya.    
 
4.6.6. Deskripsi Jawaban Responden dalam Penetapan dan Pengumuman  
Pemenang. 
Tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu memiliki 5 (lima) 
dimensi meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing, adil/tidak 
diskriminatif.  Responden merupakan peserta lelang, yakni panitia dan penyedia 
yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jas. Hasil dari 
jawaban kuisioner akan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap informan yang  telah ditentukan.  
 
4.6.6.1. Transparansi dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai transparansi dalam 
tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu Tahun 2015 diukur dengan 2 item 
pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana 







Deskripsi Jawaban Responden terhadap Transparansi dalam Penetapan dan  
Pengumuman Pemenang 
No Dimensi dan Indikator 
Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Transparansi                                                                 1            2           3           4          5   
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penetapan dan pengumuman pemenang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 1 3 35 18 4.23 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia terkait 
penetapan dan pengumuman  lelang 
(tanpa tatap muka) 
0 0 5 39 13 4.14 Transparan 
 Rata-rata      4.18  Transparan 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Transparan 
1,80 – 2,59 : Tidak Transparan 
2,60 – 3,39 : Cukup Transparan 
3,40 – 4,19 : Transparan 
4,20 – 5,00 : Sangat Transparan 
 
Dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil bahwa dimensi tranparansi 
pada penetapan dan pengumuman pemenang dengan menggunakan e-procurement 
pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 mendapatkan nilai rata-rata rata-rata 
4.18 atau berada dalam kategori baik atau transparan.  Hal ini berarti bahwa dalam 
tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Kota Bengkulu telah 
menerapkan prinsip transparan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari 
pernyataan dengan indikator informasi dan ketentuan tentang penetapan dan 
pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, 
tersedianya informasi yang sama dan transparan  untuk semua penyedia terkait 
penetapan dan pengumuman pemenang.    
Dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Kota Bengkulu 
telah menerapkan prinsip transparansi dengan cara menayangkan pengumuman 
pemenang beserta proses penetapan pemenang dengan transparan melalui aplikasi, 
website, serta melalui email ke penyedia. Semua informasi yang dibutuhkan 
terkait proses pengadaan dapat dilihat secara jelas melalui aplikasi dan mudah 
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diakses. Informasi yang diperlukan sudah tersedia dan sama untuk semua 
penyedia,  tidak ada yang disembunyikan atau penyedia yang memperoleh 
informasi khusus.  Hal ini terlihat dari  Gambar 4.6 seperti dibawah ini : 
 
Gambar 4.6.  
Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang 
LPSE Kota Bengkulu 
21 April 2015 21:46 
Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Paket Pengadaan Rumpon 
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG SEDERHANA PASCAKUALIFIKASI Nomor : 
16/Pokja.DKP/IV/2015  1. Kode Lelang : 337278   2. Nama Paket : Belanja Pengadaan Rumpon    
3. Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu   4. Anggaran  : APBD 2015.  
5.HPS : Rp. 500.000.000,00,- Sehubungan dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHPL) 
Nomor : 13.b/Pokja.DKP/IV/2015 Nomor : 11.b/Pokja.DKP/IV/2015 tanggal 21 April 2015 
terhadap pekerjaan tersebut diatas maka bersama ini kami umumkan sebagai berikut : Pemenang 
Lelang Sederhana : Nama Penyedia : CV. DHEA PUTRI Alamat : Jln Kampar 1 No. 7 Bengkulu 
NPWP : 01.885.886.0-311.000 Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 494.894.000,00,- (Empat ratus 
Sembilan puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Demikian untuk 
diketahui. Bengkulu, 21 April 2015 Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Bengkulu ttd EDI SURYANTO, SP. M.P. Ketua.    
 
     Sumber : SPSE Kota Bengkulu, 2017 
 
 Dari Gambar 4.6 diatas terlihat bahwa Pokja ULP Kota Bengkulu telah 
melakukan penetapan dan pengumuman pemenang secara transparan dan dapat 
diakses. Pengumuman pemenang dari hasil evaluasi dokumen dapat dilihat oleh 
peserta lelang maupun masyarakat melalui aplikasi SPSE  paling cepat 1 (satu) 
hari dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat peserta 
lelang mendapatkan informasi yang sama tentang penetapan dan pengumuman 
pemenang. Pada pengumuman penetapan pemenang dinyatakan dengan 
pengumuman melalui SPSE bahwa lelang telah selesai serta dapat dilihat paket 
lelang yang sudah dilaksanakan, instansi pelaksana, tahap lelang dan nilai kontrak.      
 Indikator “tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua 
penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang” mendapatkan nilai rata-
rata yang paling rendah yakni 4.14 tetapi masih berada pada kategori transparan. 
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Hal ini disebabkan karena beberapa responden mempunyai persepsi bahwa 
informasi tentang penetapan pemenang hanya melalui email langsung ke 
pemenang dan melalui papan pengumuman di SKPD seperti pada pengadaan 
konvensional. Melalui pengadaan barang/jasa secara e-procurement, 
pengumuman pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE sehingga bisa diakses 
secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh penyedia dan masyarakat.    
  
4.6.6.2. Akuntabilitas dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi akuntabilitas 
dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu diukur dengan 3 item 
pernyataan. Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana 
terangkum pada Tabel 4.31. 
Tabel 4.31. 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas dalam Penetapan dan  
Pengumuman Pemenang 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Akuntabilitas                                                                  1            2          3           4          5           
1. Panitia menyusun dan mengumumkan 
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 
melalui aplikasi  
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
2. Hasil penetapan dan pengumuman 
pemenang oleh panitia dapat 
dipertanggung jawabkan 
0 2 4 34 17 4.16  Akuntabel 
3 Tahapan proses penetapan dan 
pengumuman pemenang sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
0 0 4 40 13 4.16 Akuntabel 
 Rata-rata 
     4.22 
Sangat 
Akuntabel 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Akuntabel 
1,80 – 2,59 : Tidak Akuntabel 
2,60 – 3,39 : Cukup Akuntabel 
3,40 – 4,19 : Akuntabel 
4,20 – 5,00 : Sangat Akuntabel 
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Dimensi Akuntabilitas pada tahapan penetapan dan pengumuman 
pemenang, mendapatkan nilai rata-rata yang sangat akuntabel, yakni 4.22. Ini 
berarti bahwa pada proses penetapan dan pengumuman pemenang  di Pemerintah 
Kota Bengkulu sudah dilakukan secara akuntabel, dimana ditunjukkan dengan 
pernyataan Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan 
(BAHP) melalui aplikasi, hasil penetapan  dan pengumuman pemenang dapat 
dipertanggung jawabkan serta tahapan penetapan dan pengumuman pemenang 
sudah cukup memadai dan sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa dalam hal 
ini Perpres No. 54 Tahun 2010 dan   Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.  
 Pada indikator “Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil 
Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi” mendapatkan nilai rata-rata yang paling 
tinggi dari dimensi akuntabilitas ini yaitu 4.35 berada pada kategori sangat 
akuntabel. Hal ini disebabkan karena responden setuju bahwa setelah dilakukan 
evaluasi kualifikasi, Pokja ULP Kota Bengkulu menyusun dan mengumumkan 
Berita Acara Hasil Pelelangan  (BAHP). BAHP tersebut diumumkan melalui 
website  Pemerintah Kota Bengkulu  dan ditayangkan dalam SPSE.  
BAHP tersebut menjadi lampiran dari laporan ULP Kota Bengkulu kepada 
Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). Selanjutnya PPK menjadikan laporan tersebut 
sebagai dasar dalam penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 
SPPBJ tersebut diserahkan kepada penyedia yang menjadi pemenang untuk 
kemudian membuat jaminan pelaksanaan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) 
hari kerja.   
 Pada indikator “hasil penetapan dan pengumuman pemenang dapat 
dipertanggung jawabkan serta “tahap proses penetapan dan pengumuman 
pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
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Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 tahun 2015 mendapatkan nilai rata-rata yang 
paling rendah dalam dimensi ini, yakni 4.16 tetapi masih berada pada kategori 
akuntabel. Ini disebabkan karena beberapa responden masih mempunyai persepsi 
bahwa hasil penetapan pemenang belum sesuai dengan ketentuan yang 
sebenarnya.  
Beberapa calon penyedia belum mengetahui bahwa Pokja ULP 
mengumumkan pemenang disertai dengan pemenang cadangan melalui aplikasi 
SPSE tidak melalui pengumuman pada SKPD pelaksana seperti pada pengadaan 
konvensional.    Ini disebabkan karena pemahaman tentang e-procurement pada 
setiap peserta lelang yang belum sama, mengingat pelaksanaan e-procurement ini 
baru dilaksanakan secara full elektronik di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 
2015. 
 
4.6.6.3. Terbuka dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi terbuka dalam 
tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu diukur dengan 2 item pernyataan. 
Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 
4.32. 
Tabel 4.32 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Terbuka dalam Penetapan 
dan Pengumuman Pemenang 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Terbuka                                                                         1            2          3            4          5   
1. Panitia mengumumkan pemenang lelang 









No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
2 Seluruh tahapan penetapan pemenang 
















     4.29 
Sangat 
Terbuka 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Terbuka 
1,80 – 2,59 : Tidak Terbuka 
2,60 – 3,39 : Cukup Terbuka 
3,40 – 4,19 : Terbuka 
4,20 – 5,00 : Sangat Terbuka 
 
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang 
secara elektronik sudah sangat terbuka dengan nilai rata-rata 4.29. Hal ini terlihat 
pada pernyataan bahwa panitia .mengumumkan pemenang lelang secara terbuka 
pada website LPSE sesuai ketentuan serta seluruh tahapan proses penetapan 
pemenang bersifat terbuka.  
Pernyataan yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari dimensi terbuka 
pada pernyataan “panitia mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada 
aplikasi atau  website LPSE sesuai ketentuan” dengan nilai rata-rata 4.44 atau 
sangat terbuka. Ini berarti bahwa Panitia pengadaan atau Pokja ULP Kota 
Bengkulu telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses penetapan dan 
pengumuman pememang. Hal ini didukung oleh wawancara dengan informan 1, 
sebagai berikut :   
 “Iya, panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website 
LPSE sehingga mudah diakses oleh peserta lelang maupun masyarakat 
 Hal yang sama disampaikan oleh Informan 3, berikut kutipan 
wawancaranya :  
“Panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website 
LPSE Kota Bengkulu dan juga email ke peserta lelang sehingga dengan e-
procurement ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua dapat diketahui 
secara terbuka pada tiap tahapannya”.  
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         Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa dalam  proses penetapan dan 
pengumuman pemenang sudah dilaksanakan secara terbuka dimana ULP Kota 
Bengkulu pada Tahun 2015 melakukan pengumuman pemenang  melalui website 
LPSE Kota Bengkulu dan juga email ke peserta lelang. Semua penyedia dan 
pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dapat melihat secara jelas 
dan terbuka tentang pengumuman penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE 
yang dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan wilayah. Keterbukaan ini untuk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin 
bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara terbuka.  
 
4..6.6.4. Bersaing dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai dimensi bersaing dalam 
tahap penetapan dan pengumuman pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa secara eletronik di Kota Bengkulu diukur dengan 2 item pernyataan. 
Penilaian jawaban responden menggunakan skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan 
hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagaimana terangkum pada Tabel 
4.33. 
Tabel 4.33 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi bersaing dalam Penetapan 
dan Pengumuman Pemenang 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Bersaing                                                                         1            2          3           4          5            
1 Panitia lebih mudah memilih penyedia 
yang tepat  
0 1 3 41 12 4.12 Bersaing 
2. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 1 5 35 16 4.16 Bersaing 
 Rata-rata      4.14 Bersaing 
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak  Bersaing 
1,80 – 2,59 : Tidak Bersaing 
2,60 – 3,39 : Cukup Bersaing 
3,40 – 4,19 : Bersaing 
4,20 – 5,00 : Sangat Bersaing 
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Dimensi Bersaing dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang 
mendapatkan nilai rata-rata 4.14 yang berada pada kategori bersaing. Dimana 
dalam prinsip  bersaing, ditunjukkan dengan pernyataan panitia lebih mudah 
memilih penyedia yang tepat, tidak ada intervensi dari pihak lain. 
Indikator “panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat” 
mendapatkan nilai rata-rata terendah dalam dimensi ini yakni 4.12 tetapi masih 
berada pada kategori bersaing. Hal ini disebabkan karena dengan sistem e-
procurement, penyedia menjadi lebih terseleksi karena harus melalui beberapa 
proses tahapan. Untuk beberapa paket lelang yang jumlah pendaftarnya sangat 
sedikit dikarenakan persyaratan yang sulit dipenuhi peserta lelang, menyebabkan 
panitia kesulitan untuk menetapkan penyedia yang tepat sehingga menyebabkan 
paket pengadaan tersebut diulang atau bahkan gagal lelang. Pada tahun 2015 pada 
Pemerintah Kota Bengkulu terdapat 2 paket pengadaan yang lelang ulang dan 5 
paket pengadaan yang mengalami gagal lelang.      
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 4, dengan kutipan 
wawancara sebagai berikut :  
“…seharusnya penetapan pemenang menjadi lebih mudah karena setiap 
peserta lelang telah mengikuti setiap tahap proses pengadaan, dimana 
peserta yang tidak memenuhi syarat kualifikasi akan gugur. Hal ini lebih 
memudahkan bagi panitia untuk mendapatkan penyedia atau pemenang 
yang tepat. Tetapi terkadang untuk beberapa paket pengadaan yang 
jumlah pendaftarnya sedikit dan tidak memenuhi kualifikasi akan 
menyulitkan panitia sehingga terpaksa dilakukan lelang ulang ataupun 
terjadi gagal lelang”.  
 
Dari hasil wawancara terhadap Informan 4 tersebut, dapat diartikan bahwa 
sebenarnya pemilihan penyedia menjadi lebih mudah dengan e-procurement 
dikarenakan penyedia yang terpilih telah melalui proses seleksi pada tiap 
tahapannya. Peserta yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan dokumen lelang 
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secara otomatis akan gugur pada saat evaluasi dan kualifikasi  penawaran. Tetapi 
untuk beberapa paket pengadaan yang jumlah penyedianya sedikit dan tidak 
memenuhi persyaratan  dalam dokumen lelang, akan menyebabkan panitia 
kesulitan memilih penyedia yang tepat sehingga akan dilakukan lelang ulang 
ataupun gagal lelang dalam pelaksanaannya.   
Indikator “tidak ada intervensi dari pihak lain “ mendapatkan nilai rata-
rata yang paling tinggi  dengan nilai rata-rata 4.16 dan berada pada kategori 
bersaing. Melalui sistem e-procurement dapat meminimalkan intervensi atau 
tekanan terhadap panitia dalam menetapkan pemenang dikarenakan setiap tahapan 
dilakukan secara online, bisa diakses dan tidak ada tatap muka dalam tahapan ini. 
Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa intervensi terhadap panitia dalam 
penetapan pemenang terkadang masih ada. Hal ini seperti dinyatakan dalam 
wawancara terhadap informan penelitian.  
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Informan 3 yang menyatakan 
bahwa : 
“intervensi terhadap panitia terkadang memang masih ada...tetapi 
tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pada prinsipnya Pokja ULP 
Kota Bengkulu bekerja sesuai ketentuan karena dengan sistem e-
procurement ini semua proses dilaksanakan melalui online dan mudah 
diakses oleh masyarakat. Jadi menurut kami, semua hasil penetapan 
pemenang ini telah dilakukan secara transparan dan bersaing secara 
sehat”.     
 
Pernyataan yang sama disampaikan oleh Informan 4 : 
“…Semua tahapan pelaksanaan dilakukan secara online, mudah diakses 
dan yang jelas tidak ada tatap muka dengan penyedia. Jadi kalau ada 
yang minta tolong begini…begitu…yah, kita jelaskan bagaimana 
prosesnya dan ketentuan yang sebenarnya.Semua menjadi tanggung 
jawab masing-masing individu dan  sebaiknya kita ikuti proses dan 




Dari hasil wawancara terhadap informan penelitian, didapatkan hasil 
bahwa internsi atau tekanan terhadap panitia atau Pokja ULP Kota Bengkulu 
dalam penetapan pemenang terkadang masih ada. Tetapi hal tersebut tidak 
mempengaruhi pengambilan keputusan Pokja ULP Kota Bengkulu dalam 
penetapan pemenang.  karena jika sudah berurusan dengan masalah hukum maka 
yang bertanggung jawab adalah personil Pokja ULP itu sendiri.    
  
4.6.6.5. Adil/Tidak diskriminatif dalam Penetapan dan Pengumuman 
Pemenang 
Dimensi adil/tidak diskriminatif dalam tahap penetapan dan pengumuman 
pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara eletronik di Kota 
Bengkulu diukur dengan 2 indikator.. Penilaian jawaban responden menggunakan 
skala Likert 5 jenjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden 
sebagaimana terangkum pada Tabel 4.34. 
Tabel 4.34 
Deskripsi Jawaban Responden terhadap Dimensi Adil/tidak diskriminatif 
dalam Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
 
No Dimensi dan Indikator 
 Jawaban Responden 
Rerata Ket 
STS TS CS S SS 
Adil/Tidak Diskriminatif                                              1           2           3           4          5   
1 
 
Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk menjadi 







2 4 36 15 4.12 Adil 
2 Dalam melakukan penetapan dan 
pengumuman pemenang panitia tidak 
berlaku diskriminatif  
0 1 3 42 11 4.11 Adil 
 Rata-rata      4.11 Adil 
   
Sumber: Hasil penelitian 2017, diolah 
 
Keterangan: 
1,00 – 1,79 : Sangat Tidak Adil 
1,80 – 2,59 : Tidak Adil 
2,60 – 3,39 : Cukup Adil 
3,40 – 4,19 : Adil 




Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh nilai rata-rata  4,11 yakni berada pada kategori adil. Hal ini dinyataan 
dengan pernyataan semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
menjadi pemenang dalam lelang sesuai dengan ketentuan dan dalam melakukan 
penetapan dan pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif.  
Berdasarkan persepsi dari panitia dan penyedia, dimensi adil/tidak transparan ini 
mendapatkan nilai rata-rata yang paling rendah dari dimensi lainnya pada tahapan 
ini, terutama pada pernyataan “dalam melakukan penetapan dan pengumuman 
pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif” dengan nilai rata-rata 4.11 dan 
berada pada kategori adil/tidak diskriminatif.  Ini berarti bahwa masih ada 
beberapa persepsi dari responden, dalam melakukan proses penetapan pemenang 
masih ada  perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk 
terpilih sebagai penyedia dalam proses pengadaan secara e-procurement di 
Pemerintah Kota Bengkulu.   
Hal ini seperti diungkapkan  dalam wawancara terhadap informan 1, 
sebagai berikut :  
 “kalau dari sisi sistem e-procurement dalam penetapan pemenang ini, 
saya kira cukup adil dan baik tetapi namanya juga masih 
dioperasionalkan oleh manusia kan…pasti sedikit banyak masih ada unsur 
diskriminatif atau keberpihakan terhadap pihak tertentu.  Tetapi kalau 
dibandingkan dengan sistem manual, ini jauh lebih baik”  
 
Pendapat yang sama disampaikan oleh Informan 2,  
 
 “diskriminatif dalam hal penetapan pemenang, menurut saya masih ada 
terutama dalam hal penetapan spesifikasi dan ketentuan dalam dokumen 
penawaran. Walaupun alasan dan penjelasan dari panitia sebenarnya 
bisa diterima…tetapi namanya persaingan kan mba, semuanya pasti ingin 




 Dari hasil wawancara terhadap Informan 1 dan 2 diatas sebagai penyedia, 
menyatakan bahwa diskriminatif dalam penetapan pemenang lelang masih 
dirasakan oleh beberapa penyedia terutama pada tahapan evaluasi dan kualifikasi 
dokumen penawaran. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PPK dan panitia 
lelang terkadang sulit dipenuhi oleh calon penyedia sehingga menimbulkan 
dugaan adanya diskriminatif terhadap calon penyedia lelang.    
 Pendapat yang berbeda disampaikan oleh informan 3 yang menjabat 
sebagai anggota Pokja ULP Kota Bengkulu. 
“…dalam melakukan tugas, kami berpedoman kepada ketentuan yang 
berlaimbku, terkadang memang masih ada beberapa penyedia yang 
merasakan ada diskriminasi dalam penetapan pemenang. Hal ini 
disebabkan karena pemahaman terhadap sistem e-procurement belum 
seluruhnya dipahami oleh penyedia. Sejauh ini semua bisa diantisipasi 
dengan baik dan LPSE Kota Bengkulu selaku pihak yang mengakomodir 
sistem ini diharapkan dapat memberikan pelatihan sistem kepada pihak 
penyedia dan panitia” 
 
Hal yang sama disampaikan oleh Informan 4, berikut kutipan 
wawancaranya : 
“…dalam hal penetapan pemenang, panitia telah melakukan tugasnya 
secara adil sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pengumuman pemenang 
juga tidak ada yang ditutup-tutupi semua secara transparan dan terbuka. 
Penyedia dapat melihat secara jelas nama perusahaan yang terpilih, siapa 
yang kalah, mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahap mana, kenapa 
sampai gugur dan berapa harga penawaran dari masing-masing peserta 
semua bisa diakses. Jadi saya rasa, penyedia tidak perlu cemas dan 
berpraduga yang tidak-tidak mengenai hasil pengadaan. Dengan sistem 
ini, otomatis peserta akan mengetahui kekurangannya dimana. Untuk 
penyedia yang merasa keberatan menerima hasil pemenang, bisa 
dilakukan sanggah setelah proses ini”      
 
Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
penetapan dan pengumuman pemenang, telah dilakukan secara adil/tidak 
diskriminatif. Penetapan pemenang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
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berdasarkan hasil dari evaluasi penawaran dari penyedia dan tahapan pemenang 
juga telah ditayangkan secara jelas dan transparan. Pemahaman tentang sistem e-
procurementini yang belum optimal menjadi salah satu sebab adanya persepsi dari 
beberapa penyedia tentang adanya diskriminasi dalam penetapan pemenang. Bila 
melihat dari sistem e-procurement, sudah sangat jelas bahkan alasan dan 
kekurangan dari dokumen penawaran  penyedia juga bisa dilihat secara jelas pada 
aplikasi. LPSE Kota selaku “pemegang sistem” diharapkan dapat melakukan 
bimbingan dan pelatihan sistem sehingga panitia dan penyedia dapat menerapkan 
sistem e-procurement dengan lebih baik. Beberapa penyedia yang keberatan 
dengan hasil pengumuman pemenang dapat melakukan sanggahan pada proses 
selanjutnya.     
 
4.7. Pembahasan 
4.7.1. Pengumuman Lelang 
Pengumuman Lelang merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan 
pemilihan penyedia barang/jasa  Berkenaan dengan hasil penelitian diketahui 
bahwa transparansi dalam pengumuman lelang menekankan pada keterbukaan dan 
kejelasan pemberian informasi berupa paket pengadaan, HPS (harga perkiraan 
sendiri), Persyaratan kualifikasi, jenis kontrak, jadwal lelang, dan dokumen 
pengadaan. Informasi tersebut disampaikan secara online melalui aplikasi SPSE. 
Informasi tersebut sama bagi setiap peserta lelang sehingga dapat menjangkau 
seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan 
barang/jasa.  
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum  tahapan pengumuman 
lelang pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota 
Bengkulu Tahun 2015 telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa 
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yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak 
diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah..   
 Pengumuman lelang secara e-procurement pada pengadaan di Kota 
Bengkulu Tahun 2015, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kota 
Bengkulu dengan menyiapkan jadwal waktu pelelangan, paket pengadaan serta 
syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang  diunggah ke Website 
LPSE. Paket  pengadaan tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana 
Kegiatan (PPK) yang berkoordinasi dengan Intansi/SKPD terkait dengan 
pengadaan barang/jasa tersebut.  Pengumuman tersebut akan langsung bisa 
diakses oleh masyarakat umum dan calon penyedia sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan.  
 Dengan adanya prinsip tranparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif 
sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan masyarakat dan mencegah 
korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Seperti yag dinyatakan oleh OECD, 2007 
dan Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk  mencegah 
korupsi dalam pengadaan barang/jasa.  
 Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan 
diinformasikannya melalui aplikasi SPSE atau Website LPSE paket pengumuman 
sebanyak 109 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp. 170.603.998.990 yang 
tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kota Bengkulu. Secara umum, 
pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Kota Bengkulu berupa pengadaan 
barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.  
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          Dari hasil penelitian, pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada 
kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator 
akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres 
No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2015 dalam  pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas pada penelitian ini menekankan pada aturan 
dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan (Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010).  
         Dalam pelaksanaan dimensi ini, panitia telah melakukan penayangan 
pengumuman lelang secara elektronik paling kurang 7 hari kerja. Penyedia juga 
dapat mengunggah file dokumen pengadaan pada aplikasi untuk mempersiapkan 
penawaran. Hal ini sesuai seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 
tahun 2010 Pasal 73 disebutkan bahwa : 
“Kelompok Kerja ULP harus mengumumkan pelaksanaan pelelangan 
secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya 
selama 7 hari kerja melalui website resmi pemerintah/SKPD,  Portal 
Pengadaan Nasional melalui LPSE dan melalui papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat. 
 
Prinsip akuntabilitas  merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam 
mewujudkan pengadaan barang/jasa yang baik. Hal ini dikemukakan oleh 
Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas proses terkait dengan 
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 
kecukupan sistem informasi dan  prosedur adminisrasi. Dalam pelaksanaan 
prinsip ini, telah dilakukan oleh panitia dan penyedia dengan menayangkan 
informasi pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan. Selain  itu prosedur 
administrasi yakni dapat diunggahnya dokumen lelang pada aplikasi SPSE 
walaupun dalam pelaksanaanya mengalami kendala. Hal ini terlihat dari hasil 
penelitian, dimana pantia maupun penyedia kesulitan dalam mengupload maupun 
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mengunduh/download dokumen lelang karena gangguan server. Waktu yang 
bersamaan dalam melakukan download dokumen juga menjadi salah satu 
penyebab sulitnya panitia dan penyedia melakukan download dokumen lelang 
maupun dokumen penawaran. Kendala dalam mengupload dokumen lelang ini 
menyebabkan terlambatnya peserta lelang atau penyedia dalam menyiapkan 
dokumen selanjutnya apalagi setiap tahapan proses e-procurement ini dibatasi 
oleh jadwal yang telah ditentukan oleh Pokja ULP.   
Dalam dimensi terbuka secara umum sudah dilakukan dengan sangat 
terbuka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa panitia secara terbuka 
mengumumkan pengadaan lelang melalui media elektronik serta persyaratan yang 
disusun panitia tidak membatasi keikutsertaan peserta. Prinsip keterbukaan dalam 
pengumuman lelang menekankan pada keterbukaan pada persyaratan peserta 
pengadaan. Persyaratan baik persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan 
harga tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta yang berasal dari luar daerah, 
sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan mendapatkan harga yang 
paling efisien. Panitia atau Pokja ULP Kota Bengkulu pada Tahun 2015 mentaati 
ketentuan ini karena Panitia mengumumkan setiap paket pengadaan melalui 
website resmi Pemerintah Kota Bengkulu dan melalui SPSE yang dapat diakses 
oleh siapapun tanpa batasan wilayah.  
            Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dengan kategori sangat 
baik atau sangat bersaing. Hal ini diterapkan dengan pengumuman yang dilakukan 
secara online semakin memberikan kesempatan bersaing secara sehat kepada 
setiap penyedia dan tidak ada intervensi dalam tahap pengumuman lelang ini. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panitia ULP Kota Bengkulu telah 
menerapkan prinsip bersaing ini, dimana  pada tahapan pengumuman lelang 
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memperhatikan pemenuhan syarat spesifikasi teknis dan administrasi. Dalam hal 
pengumuman lelang, juga tidak terdapat intervensi atau tekanan dari pihak lain. 
            Hal ini disebabkan karena dalam melakukan pengumuman lelang, panitia 
telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan dalam tahap ini juga tidak terdapat 
tatap muka antara panitia dan penyedia seperti pada pengadaan konvensional 
sehingga dapat diminimalisir tekanan atau pengaruh dari pihak lain.  Tekanan atau 
intervensi atau bisa disebut “titipan” yang biasanya sarat kepentingan dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat 
sehingga barang/jasa yang dihasilkan tentu bukan barang yang terbaik dan akan 
menyimpang dari ketentuan.   
  Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan 
penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil 
terhadap pengumuman lelang. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni 
spesifikasi teknis yang dibuat tidak diskriminatif atau tidak mengarah ke peserta 
tertentu serta persyaratan pengadaan yang disusun tidak diskriminatif. Dalam hal 
ini telah dilakukan oleh panitia dan penyedia pada Pemerintah Kota Bengkulu 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. 
Persyaratan atau spesifikasi tidak boleh mengarah kesalah satu calon penyedia 
sehingga penyedia tersebut diuntungkan dan terjadinya persaingan yang tidak 
sehat (LKPP, 2015).  
 Dari hasil penelitian pada dimensi adil/tidak diskriminatif pada pengumuman  
lelang, spsesifikasi  yang ditentukan panitia lelang dianggap terlalu tinggi sehingga 
sulit dipenuhi oleh peserta lelang.  Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 
dari penyedia tentang persyaratan yang tertuang dalam dokumen lelang. Dalam 
menetapkan spesifikasi teknis, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berkoordinasi 
dengan Instansi/SKPD terkait dengan memperhatikan kebutuhan pengguna 
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(users).Tetapi terkadang dalam pelaksanaanya, sering menemui kendala dimana 
spsesikasi teknis yang ditetapkan PPK dan tertuang dalam dokumen pengadaan sulit 
dipenuhi oleh Penyedia terutama penyedia lokal.  Penelitian terkait dengan hal 
tersebut, dilakukan oleh Ita Akyuna, dkk (2009) dimana terdapat perbedaan 
pemahaman antara penyelenggaran (panitia) dengan user (pengguna/penyedia) 
sehingga pelaksanaan e-procuremet belum berjalan optimal.  
 
4.7.2. Pendaftaran Lelang 
Pendaftaran lelang secara e-procurement dilakukan tanpa tatap muka 
seperti pada pengadaan konvensional. Pendaftaran dilakukan secara online 
melalui aplikasi SPSE dengan melakukan registrasi menggunakan ID dan 
password yang dikeluarkan oleh LPSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
tahapan pendaftaran  lelang berada pada kriteria „Sangat Baik‟. Artinya panitia 
dan penyedia pengadaan barang/jasa di pemerintah kota Bengkulu  Tahun 2015 
telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur 
dalam Perpres No. 54 Tahun 2010  
Berdasarkan hasil tanggapan responden dapat diketahui bahwa dimensi 
Tranparansi dalam pendaftaran lelang pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah 
Kota Bengkulu berada pada kategori yang sangat transparan atau sangat baik. Hal 
ini ditunjukkan dengan keterbukaan, kejelasan  informasi tentang pendaftaran 
lelang serta mudah diakses. Selain itu, dalam mendapatkan informasi harus sama 
dan transparan dalam artian tidak ada perbedaan informasi yang diberikan kepada 
setiap calon penyedia. Transparansi dalam pendaftaran juga menekankan pada 
ketentuan ataupun syarat-syarat dalam dokumen pengadaan harus sesuai dengan 
peraturan pengadaan barang/jasa serta dapat diakses. Dalam dokumen pengadaan 
ini memuat syarat-syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas 
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contoh formulir yang perlu diisi. Pada tahap pendaftaran,peserta lelang harus 
megacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. 
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum dipahamaminya secara 
maksimal aplikasi SPSE  oleh beberapa pengguna/penyedia mengingat penerapan 
e-procurement baru dilaksanakan secara full elektronik pada tahun 2014. 
Penelitian yang sejalan dengan hal tersebut yakni penelitian di PT. Pusri dan PT 
Angkasa Pura II (Mulyanto, 2006) dimana masih terbatasnya pengetahuan 
aplikasi secara online dikalangan vendors maupun unit-unit di perusahaan. 
Pemahaman peserta lelang terhadap aplikasi sangat diperlukan agar proses 
pengadaan dapat berjalan maksimal, mengingat setiap tahapan pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara e-procurement ini dilakukan tanpa tatap muka 
(offline). Kemampuan peserta lelang dalam mengaplikasikan aplikasi SPSE sangat 
diperlukan. Selain itu pemahaman terhadap aturan dan ketentuan mengenai 
pengadaan barang/jasa juga sangat penting mengingat pengadaan barang/jasa ini  
merupakan aktifitas pemerintah yang sangat rawan dengan korupsi (Kouffman, 
World Bank 2006).    
Dari hasil penelitian dalam dimensi akuntabilitas, diketahui bahwa berada 
pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Tanggapan dari panitia dan 
responden dalam tahapan pendaftaran sudah cukup memadai dan sesuai dengan 
ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP No. 1 
Tahun 2015. Dalam tahapan pendaftaran ini juga tidak ada tatap muka antara 
panitia dan penyedia, semua dilakukan secara online. Menurut Perpres No. 54 
Tahun 2010 Pasal 76 “penyedia barang/jasa mengambil dokumen pengadaan dari 
ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP”    
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 Untuk dapat mengikuti pendaftaran lelang, penyedia harus mendaftar 
secara online pada website LPSE Kota Bengkulu dan selanjutnya melakukan 
registrasi dan verifikasi ke LPSE Kota Bengkulu untuk mendapatkan user id dan 
password. Jangka waktu registrasi dan verifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak balasan pendaftaran online dikirimkan. Apabila dalam jangka 
waktu tersebut penyedia tidak melakukan registrasi dan verifikasi maka data 
pendaftaran akan dihapus dari database. Penyedia barang/jasa yang data 
pendaftarannya telah dihapus  harus melakukan pendaftaran online kembali.  
Dalam dimensi terbuka, dari hasil penelitian pendaftaran lelang telah 
menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement dengan kategori 
Terbuka. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pendaftaran  terbuka bagi 
semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku . Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa dengan pengadaan secara e-procurement ternyata 
jumlah penyedia yang mengikuti lelang tidak terlalu meningkat. Semestinya 
dengan e-procurement ini jumlah pemyedia semakin meningkat mengingat 
informasi tentang pengadaan barang/jasa dapat diakses dengan cepat dan mudah 
sehingga setiap calon penyedia dimanapun berada bisa mengikuti lelang tersebut.  
Pendaftaran lelang juga bisa dilakukan dengan mudah, tanpa ada tatap muka, 
cukup dengan mendaftar melalui aplikasi SPSE sehingga sangat memungkinkan 
terjadinya persaingan yang cukup besar dari jumlah penyedia yang mendaftar. 
Hal ini dikarenakan, meskipun semua penyedia yang telah terdaftar dapat 
mengikuti proses lelang yang ada, namun  disisi lain e-procurement  juga menjadi 
sarana seleksi terhadap calon penyedia terhadap calon penyedia. Seleksi yang 
dimaksud adalah dalam bentuk kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh 
panitia. Bagi penyedia yang memenuhi syarat tersebut tentu tidak masalah, namun 
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bagi penyedia yang tidak memenuhi ketentuan justru berpendapat bahwa syarat-
syarat tersebut sebagai penghambat keikutsertaan mereka.  
Dari hasil wawancara juga terungkap, beberapa responden menyatakan 
bahwa syarat-syarat panitia terlalu tinggi sehingga susah dipenuhi. Perpres No. 54 
Tahun 2010 memang memberikan kewenangan bagi panitia untuk menetapkan 
syarat dan ketentuan pekerjaan yang dilelang, dengan harapan agar mendapatkan 
kualitas terbaik. Namun disisi lain, panitia menginginkan penyedia yang terpilih 
benar-benar terseleksi dan telah mempersiapkan semua penawarannya dengan 
baik sehingga selain kualitas terjamin, juga untuk menerapkan prinsip 
keterbukaan dan persaingan yang sehat.  
 Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dengan kategori sangat 
baik atau sangat bersaing. Hal ini terlihat dimana pendaftaran lelang pada ULP 
Kota Bengkulu dilakukan secara online untuk memberi kesempatan kepada 
pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti lelang  serta tidak ada intervensi 
kepada panitia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pengadaan secara e-
procurement memang semakin memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil dan 
menengah untuk ikut bersaing. Namun terkadang kesempatan tersebut belum 
direspons dengan baik oleh beberapa penyedia  terutama pengusaha kecil dan 
menengah dalam menyiapkan dokumen penawaran sesuai persyaratan.   
 Persaingan sehat sangat menentukan dalam menghasilkan pengadaan 
barang/jasa yang baik. Selain itu hal ini sangat penting dalam menggerakkan roda 
perekonomian masyarakat. Selama ini akses usaha kecil dan menengah terhadap 
informasi mengenai pengadaan  mengenai pengadaan barang/jasa terkendala pada 
masalah informasi. Dengan e-procurement, usaha kecil dan menengah menjadi 
lebih mempunyai kesempatan bersaing secara sehat. 
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 Dari hasil penelitian, juga terlihat bahwa panitia dan penyedia memberikan 
pernyataan bahwa tidak ada intervensi atau intervesi dapat diminimalkan dalam e-
procurement dalam hal pendaftaran lelang. Hal ini dimungkinkan karena 
pendaftaran dilakukan secara online tanpa tatap muka sehingga panitia tidak 
dimungkinkan untuk mengatur jalannya lelang. Perubahan yang dilakukan 
misalnya post bidding atau perubahan dalam spesifikasi atau syarat-syarat 
pengadaan untuk kepentingan pihak tertentu dapat ditelusuri oleh auditor sehingga 
panitia tidak ingin mengambil resiko ini. Hal ini sejalan dengan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 56 yaitu “ULP/Pejabat Pengadaan dilarang 
menambah persyaratan pengadaan yang bertujuan disriminatif serta diluar 
ketentuan yang ditetapkan”.           
Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan 
penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil 
terhadap pendaftaran lelang. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni semua 
penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang dan 
persyaratan pendaftaran tidak mengarah kepada peserta tertentu. Dalam hal ini 
telah dilakukan oleh panitia dan penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Persyaratan atau spesifikasi tidak boleh 
mengarah kesalah satu calon penyedia sehingga penyedia tersebut diuntungkan 
dan terjadinya persaingan yang tidak sehat.   Penyedia yang ikut dalam proses 
lelang pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 berasal 
dari  berbagai Kab/Kota di Provinsi Bengkulu, dan ada yang berasal dari pulau 
Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem e-procurement semakin terbuka 




4.7.3. Penjelasan Lelang atau Anwijzing 
Penjelasan Lelang dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP kepada calon 
penyedia yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait dengan 
dokumen pengadaan. Penjelasan lelang dalam penelitian ini diukur dari prinsip-
prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement, yang  terdiri dimensi 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.  
Dimensi Tranparansi dalam penjelasan  lelang pada pengadaan barang/jasa 
di Pemerintah Kota Bengkulu berada pada kategori yang sangat transparan atau 
sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan informasi dan keterbukaan tentang 
penjelasan pekerjaan dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses. Selain itu 
penyedia mendapatkan informasi yang sama dan transparan dalam artian tidak ada 
perbedaan informasi yang diberikan kepada setiap calon penyedia. Penjelasan 
pekerjaan secara e-procurement dilakukan tanpa tatap muka, dimana panitia dan 
penyedia cukup melakukan penjelasan pekerjaan dan memberikan pertanyaan 
secara online pada waktu yang telah ditetapkan. 
Dari hasil penelitian dalam dimensi akuntabilitas, diketahui bahwa berada 
pada kategori “akuntabel” atau “baik”. Tanggapan dari panitia dan responden 
dalam tahapan penjelasan pekerjaan dilakukan secara online tanpa tatap muka 
antara panitia dan penyedia. Panitia dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh penyedia dilakukan satu persatu dan tidak mengumpulkan pertanyaan 
terlebih dahulu.  Panitia dan Penyedia juga menyatakan bahwa tahapan anwijzing 
sudah cukup memadai dan sesuai ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 
dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.  
Dalam tahapan anwijzing, secara sistem waktu pemberian penjelasan 
dibatasi sesuai dengan jadwal yang  telah ditetapkan. Penyedia hanya dapat 
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mengajukan pertanyaan pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan panitia 
masih diberi tambahan waktu 1 jam setelah batas akhir untuk menjawab semua 
pertanyaan yang diajukan. Pokja ULP Kota Bengkulu, pada tahap ini 
dimungkinkan dalam beberapa paket pengadaan memberikan penjelasan 
pekerjaan secara bersamaan , karena meskipun pada saat yang sama secara sistem 
berbeda ruangan. Selain itu, pada tahap ini identitas calon penyedia masih 
disembunyikan oleh sistem. Penyedia yang mengajukan pertanyaan hanya 
disimbolkan dengan kode-kode angka sehingga sesama penyedia tidak 
mengetahui siapa kompetitornya.  
            Dalam dimensi terbuka, panitia dan penyedia telah menerapkan prinsip 
pengadaan barang/jasa secara e-procurement dengan kategori “Terbuka” atau  
“Baik”. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penjelasan pekerjaan  terbuka 
bagi semua penyedia sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku  dan 
peserta lelang dapat memberikan pertanyaan dan direspons secara terbuka oleh 
panitia.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih kurangnya respons dari 
panitia dalam menjawab pertanyaan atau belum tuntas serta lamanya  jawaban 
yang diterima oleh penyedia. Hal ini disebabkan karena beberapa penyedia masih 
mengajukan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dari penyedia lain, padahal  
panitia  hanya merespons pertanyaan yang belum ditanyakan pada saat itu.  
Hal tersebut seperti dinyatakan dalam  Perka LKPP Nomor 1 Tahun  2015 
bahwa “pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk 
substansi pertanyaan yang telah dijawab”. Hal ini berarti bahwa penyedia harus 
lebih cermat dan fokus dalam menyiapkan pertanyaan terkait dengan dokumen 
lelang. Selain itu adanya batas waktu dalam penjelasan pekerjaan dengan durasi 
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berkisar 2-3 jam, sangat memungkinkan bagi penyedia memberikan pertanyaan 
seputar dokumen lelang. Tetapi terkadang beberapa penyedia sekaligus mengikuti 
pengadaan diberbagai tempat dalam waktu yang berdekatan sehingga  pertanyaan 
yang diajukan sering tidak fokus atau berulang ditanyakan.  
Selain itu karena jumlah personil Pokja ULP Kota Bengkulu yang hanya 
berjumlah 16 orang jika dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan sebayak 
109 paket pada tahun 2015. Panitia atau Pokja ULP juga harus bekerja rangkap di 
instansi atau SKPD masing-masing karena ULP Kota Bengkulu masih bersifat ad 
hoc. Diperlukan organisasi yang permanen sehingga personil Pokja ULP Kota 
Bengkulu bisa fokus dan mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik.     
Hal ini sejalan dengan Kajian LKPP (Direktorat Pengembangan Profesi, 
2015) bahwa bentuk kelembagaan adhoc memiliki kelemahan, antara lain rawan 
pengaruh kepentingan dan intervensi, pelaksanaan tidak fokus karena masih 
merangkap jabatan/pekerjaan lain, profesionalitas SDM tidak terukur serta 
pengelolaan arsip, informasi dan dokumentasi tidak dapat dilakukan dengan baik. 
Tanggapan responden terhadap dimensi bersaing dari hasil penelitian 
dengan kategori “bersaing”. Hal ini terlihat dimana penjelasan pekerjaan semakin 
memberikan kesempatan yang luas kepada penyedia untuk memberikan 
pertanyaan berkaitan dengan lelang.  Panitia dan Penyedia dapat saling 
berinteraksi melalui online untuk bertanya dan memberikan jawaban terkait 
dengan dokumen pengadaan.  Penjelasan pekerjaan secara online ini merupakan 
media yang menghubungkan antara peserta dan panitia berkomunikasi mengenai 
ketentuan pengadaan. Penjelasan pekerjaan dengan e-procurement, dapat 
menghindarkan terjadinya persekongkolan antara panitia lelang dengan penyedia 
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dimana pada pengadaan secara konvensional, pada tahap inilah sangat rawan 
terjadinya “titip menitip” pemenang lelang (purwanto dkk, 2008).     
Dari hasil penelitian terhadap dimensi adil/tidak diskriminatif, panitia dan 
penyedia memberikan tanggapan atau persepsi sangat baik atau sangat adil 
terhadap penjelasan pekerjaan. Pernyataan yang mendasari hal tersebut yakni 
semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti penjelasan 
lelang dan panitia merespons pertanyaan yang diajukan dari penyedia.  
Dalam tahap penjelasan lelang inilah merupakan satu-satunya media yang 
menjembatani peserta dan panitia untuk berkomunikasi mengenai ketentuan 
pelelangan. Terjadi interaksi antara panitia dan penyedia dalam memberikan 
pertanyaan dan jawaban. Panitia tidak boleh memberikan informasi lainnya 
kepada peserta baik secara pribadi maupun secara institusi sampai dilakukannya 
klarifikasi administrasi, teknis dan harga. . Terkait penambahan waktu oleh 
panitia, sesuai yang diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 tentang 
e-tendering pada poin penjelasan pekerjaan bagian c) dan d)  yakni :  
“Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali untuk 
substansi pertanyaan yang telah dijawab” dan “Pokja ULP pada saat 
berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir 
tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan”. 
 
  
4.7.4. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
Pada tahap Pemasukan penawaran, penyedia yang sudah menjadi peserta 
lelang mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu dalam 
bentuk dokumen elektronik. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung 
(manual), hanya melalui website  LPSE. Tranparansi dalam pemasukan dan 
pembukaan penawaran pada pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu 
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Tahun 2015 berada pada kategori yang sangat transparan atau sangat baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan keterbukaan, kejelasan  informasi serta mudah diakses. Selain 
itu dalam mendapatkan informasi harus sama dan transparan dalam artian tidak 
ada perbedaan informasi yang diberikan kepada setiap calon penyedia. Ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya dan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses lelang. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh OECD (2007) dan Schapper (2009),  berpendapat bahwa 
transparansi dan akuntabilitas diyakini merupakan faktor kunci untuk 
meningkatkan integritas dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa.  
Dimensi Akuntabilitas dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata  
sangat baik atau sangat akuntabel.  Prinsip akuntabilitas pada dasarnya mengukur 
ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan 
pengadaan sebagaimana terkandung dalam Peraturan Presidem Nomor 54 tahun 
2010.  Penyampaian dokumen penawaran hanya dapat dilakukan melalui website 
LPSE. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual). Hal ini sejalan 
dengan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 “dokumen penawaran 
disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE”. 
Dimensi terbuka dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran 
dimaksudkan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka melalui aplikasi,  
Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dapat diikuti oleh semua 
penyedia sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan 
proses pemasukan dan pembukaan penawaran, Pokja ULP Kota Bengkulu telah 
mengharuskan persyaratan peserta baik persyaratan kualifikasi, administrasi, 
teknis dan harga tidak boleh membatasi keikutsertaan peserta yang berasal dari 
luar daerah, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan harga yang 
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paling efisien. Hal ini diterapkan dengan cara Pokja ULP Kota Bengkulu 
mengumumkan setiap paket pengadaan melalui aplikasi SPSE, yamg dapat 
diakses siapapun tanpa batasan wilayah. 
          Dimensi Bersaing dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran mendapatkan nilai rata-rata Baik atau Akuntabel.  Hal ini ditunjukkan 
dengan pernyataan “harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan 
bersaing dan tidak ada intervensi kepada panitia”. Hal ini berarti bahwa di 
Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan prinsip bersaing dengan sehat pada 
tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen.  
 Dengan prinsip bersaing, harga penawaran dari peserta lelang semakin 
kompetitif dan bersaing.  Hal ini disebabkan karena dengan pengadaan melalui e-
procurement para penyedia saling bersaing dan berkompetisi dalam memberikan 
harga penawaran yang kompetitif. Tetapi terkadang, penyedia  yang mempunyai 
harga yang terendah tidak memenuhi kualifikasi dokumen yang baik atau tidak 
memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Dari hasil penelitian, tidak 
terdapat intervensi dalam tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran. Hal ini 
artinya panitia telah  mempunyai komitmen untuk menghindari setiap bentuk 
penyimpangan dan tekanan dari pihak lain. Selain itu dengan sistem e-
procurement semua proses terekam dan dapat dilakukan audit keuangan sehingga 
Pokja ULP Kota Bengkulu tidak ingin tersangkut masalah hukum.  
          Dimensi Adil/Tidak diskriminatif, dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh 
hasil dengan kategori sangat adil/tidak diskriminatif. Hal ini berarti dalam 
pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pendaftaran secara elektronik, 
semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti tahapan 
pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku dan dalam melakuan proses pemasukan dan pembukaan penawaran, 
panitia tidak berlaku diskriminatif.   
 Masih ada anggapan dari beberapa responden tentang adanya diskriminasi 
dalam tahapan ini dikarenakan terkadang  file dokumen penawaran dari penyedia 
tidak bisa dibuka pada saat pmbukaan penawaran. Hal ini terungkap dalam 
wawancara dengan informan. Dari hasil wawancara juga didapat penjelasan 
bahwa kendala tersebut dikarenakan kesalahan penyedia pada saat merubah 
format dalam proses pengiriman melalui aplikasi sehingga menyebabkan file 
penawaran tidak bisa dibuka. Untuk hal ini, pokja ULP Kota Bengkulu 
menyampaikan kepada LPSE agar dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan 
tersebut. Selanjutnya LPSE akan menetapkan dengan melihat kondisi file tersebut, 
jika memang tidak bisa dibuka maka penyedia yang mengirimkan file tersebut 
dianggap tidak memasukkan penawaran. 
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 
tentang e-tendering, dimana disebutkan bahwa “berdasarkan keterangan dari 
LPSE apabila file penawaran tidak bisa dibuka, maka pokja ULP dapat 
menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai 
penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file tersebut dianggap 
tidak memasukkan penawaran”. 
 Perbedaan pemahaman yang masih ada antara penyedia dan panitia dalam 
tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran ini sejalan dengan penelitian 
terhadap pelaksanaan e-procurement di LPSE Yogyakarta (Akhyuna, 2009) 
dimana masih adanya perbedaaan persepsi antara penyelenggara (panitia) dengan 




4.7.5 Tahap Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 
Tahap  evaluasi penawaran dan kualifikasi dokumen dengan menggunakan 
e-procurement pada Pemerintah Kota  Bengkulu secara umum telah dilaksanakan 
dengan sangat baik. Dimensi transparansi mendapatkan nilai rata-rata sangat 
transparan berdasarkan persepsi dari panitia dan penyedia. Prinsip transparansi 
dalam evaluasi penawaran dan kualifikasi menitik beratkan dengan informasi dan 
ketentuan tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diketahui secara jelas 
dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua 
penyedia.  
Dari hasil penelitian didapat bahwa setiap peserta dapat melihat dengan 
jelas dan transparan setiap informasi tentang evaluasi penawaran dan kualifikasi 
yang disampaikan oleh panitia pengadaan melalui aplikasi SPSE sehingga 
meminimalisasi adanya “deal” antara penyedia dan panitia. Sejalan dengan 
pernyataan dari Kodar Udoyono (2012) mengatakan bahwa e-procurement dapat 
menjadi instrument dalam mengurangi tindakan KKN karena dilakukan secara 
terbuka, transparan sehingga meminimalisasi penyimpangan atau persekongkolan 
tender yang sering terjadi.   
Dari hasil penelitian juga didapat bahwa masih kurangnya pemahaman 
peserta lelang terhadap aplikasi SPSE dimana beberapa penyedia masih 
mempunyai persepsi bahwa informasi hasil evaluasi hanya disampaikan melalui 
email kepada peserta lelang. Melalui e-procurement, semua tahapan informasi 
akan mudah diakses, transparan  dan sama terhadap semua penyedia. Hasil 
evaluasi penawaran akan ditayangkan melalui aplikasi SPSE lengkap dengan poin 
atau jumlah nilai yang memuat kekurangan apa saja terhadap dokumen penawaran 
dari setiap peserta lelang.   
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Penelitian yang dilakukan oleh Maharany Arsyad (2015) menunjukkan 
bahwa pemahaman yang masih kurang terhadap mekanisme dan ketentuan 
pengadaan yang berlaku menyebabkan tujuan tidak berjalan optimal. Berdasarkan 
persepsi panitia dan penyedia bahwa evaluasi penawaran dan kualifikasi secara 
elektronik telah dinilai sangat akuntabel oleh peserta dan panitia pengadaan 
barang/jasa di Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015. Akuntabilitas  dalam tahap 
evaluasi penawaran dan kualifikasi ditunjukkan  dalam melakukan evaluasi 
penawaran panitia berpedoman pada dokumen pengadaan, panitia melakukan 
kualifikasi keabsahan dokumen secara offline dengan tatap muka antara panitia 
dan penyedia serta tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015. 
 Hasil dari proses evaluasi (administrasi, teknis dan harga) dimasukkan ke 
dalam aplikasi beserta alasan dari pengguguran atau hal-hal yang kurang dari 
dokumen penawaran yang dikirimkan penyedia. Sehingga evaluasi dilakukan 
secara akuntabel, transparan dan dapat dilihat secara terbuka setiap alasan yang 
disampaikan panitia. Dalam kualifikasi penawaran, panitia melakukan pengecekan 
secara langsung keabsahan dokumen yang telah dimasukkan oleh penyedia 
sebelumnya ke ULP Kota Bengkulu. 
   Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 
dimana dinyatakan bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE 
(offline). Pada tahap ini, diperlukan kecermatan dari panitia lelang untuk 
memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen penawaran dari penyedia. 
Pengecekan secara langsung sangat diperlukan karena seringkali beberapa 
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penyedia menggunakan alamat domisili perusahaan lain atau tidak adanya 
aktivitas kantor terkait dengan perizinan.     
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi sudah  sangat 
terbuka atau sangat baik Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa bahwa hasil 
evaluasi penawaran dan kualifikasi diupload secara terbuka pada aplikasi serta 
evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan 
yang berlaku. Pembuktian kualifikasi dapat diikuti oleh setiap calon penyedia 
secara offline atau diluar aplikasi (tatap muka) dengan membawa kelengkapan 
dokumen asli sesuai yang diminta oleh Pantia atau Pokja ULP.  
Pada tahap inilah terjadinya tatap muka antara panitia dan penyedia dalam 
melakukan keabsahan dokumen. Terkadang Pokja ULP Kota Bengkulu harus 
turun langsung ke lapangan untuk melakukan cross check keaslian dokumen. 
Tetapi jika sebelumnya penyedia sudah pernah mengikuti jenis pengadaan yang 
sama, panitia tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering dimana 
disebutkan “dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu 
meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernaj 
melaksanakan pekerjaan yang sejenis atau kualifikasi peserta sudah terverifikasi” 
           Dimensi Bersaing dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi nilai 
rata-rata Baik atau Bersaing . Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan “semakin 
memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan 
ketentuan dalam dokumen pengadaan dan tidak ada intervensi dari pihak lain”. 
Hal ini berarti bahwa di Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan prinsip 
bersaing dengan sehat pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi.  
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 Pada pernyataan “tidak ada intervensi dari pihak lain” dalam Dimensi 
Bersaing medapatkan nilai rata-rata terendah dalam tahapan evaluasi penawaran 
dan kualifikasi. Hal ini disebabkan karena masih ada persepsi dari beberapa 
responden yang menyatakan bahwa intervensi masih ada hanya sulit untuk 
dibuktikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Fathul Wahid (2010) bahwa 
tidak terhindari masih adanya intervensi atau permainan dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara e-procurement.  Apalagi dalam pengadaan secara 
manual dulunya, kepentingan-kepentingan beberapa pihak yang sering 
diakomodir oleh pihak panitia sering menyebabkan benturan dalam menerapkan 
prinsip pengadaan barang/jasa yang baik.     
Dari hasil penelitian  menyatakan bahwa walaupun ada intervensi tetapi 
sulit dibuktikan dalam tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi ini. Selain itu 
adanya penambahan waktu oleh panitia dalam evaluasi penawaran serta adanya 
penawaran dari penyedia yang gagal atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. 
Panitia menyatakan bahwa sudah bertindak objektif dan sesuai ketentuan  karena 
semua penyedia bisa mengakses alasan pengguguran baik teknis, administrasi 
maupun harga di aplikasi SPSE. Pemahaman mekanisme pengadaan dan 
ketentuan serta aturan yang belum dipahami secara maksimal oleh peserta lelang 
yang menjadi salah satu penyebab permasalahan tersebut. 
  Dimensi Adil/Tidak diskriminatif ditunjukkan dengan pernyataan semua 
penyedia mendapatkan kesempatan yang sama dalam evaluasi penawaran dan 
kualifikasi dan dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi panitia tidak 
berlaku diskriminatif. Dalam melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi, 
panitia tidak boleh mengarah ke satu penyedia tertentu  hingga penyedia tersebut 
diuntungkan. Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia atau Pokja ULP Kota 
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Bengkulu menelaah dan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran yang telah 
dikirimkan oleh calon penyedia pada tahap pemasukan penawaran. Selain itu 
panitia memeriksa syarat administrasi, teknis dan harga sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan.     
Dalam kualifikasi keabsahan dokumen penawaran, pokja ULP Kota 
Bengkulu melakukan penilaian keabsahan atau keaslian dokumen. Sehingga 
hanya penyedia yang memenuhi kualifikasi yang berhak untuk lolos ke tahap 
selanjutnya. Dalam Pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Pemerintah 
Kota Bengkulu tahun 2015, terdapat gagal lelang sebanyak 5 paket pengadaan. 
Gagal lelang ini disebabkan beberapa faktor, antara lain penawaran peserta yang 
tidak memenuhi syarat, gagal di evaluasi teknis serta belum adanya petunjuk 
teknis dalam pelaksanannya sehingga penyedia tidak ingin bermasalah dengan 
hukum jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan.  
Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 1 
Tahun 2015 menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus 
evaluasi penawaran serta ditemuan bukti terjadi persaingan tidak sehat”. Pokja 
ULP Kota Bengkulu pada tahun 2015 telah mentaati ketentuan tersebut dengan 
mencermati dokumen penawaran peserta lelang pada saat evaluasi penawaran dan 
kualifikasi sehingga dapat dihasilkan pemenang yang memenuhi kualifikasi. 
 
4.7.6. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Tahap penetapan dan pengumuman pemenang dengan menggunakan e-
procurement pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 telah dilaksanakan 
dengan baik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan penetapan dan pengumuman 
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pemenang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip e-procurement, yang 
meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi transparansi 
mendapatkan nilai rata-rata baik atau transparan. Ini berarti bahwa dalam tahap 
penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Kota Bengkulu pada  Tahun 2015 
telah menerapkan prinsip transparan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari 
pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, 
tersedianya informasi yang sama dan transparan  untuk semua penyedia terkait 
penetapan dan pengumuman pemenang. Dalam tahap penetapan dan pengumuman 
pemenang, setelah PPK menetapkan pemenang lelang, maka SPSE secara 
otomatis akan menampilkan dan menayangkan pengumuman pemenang beserta 
proses penetapan pemenang dengan transparan melalui aplikasi, website, papan 
pengumuman resmi di masyarakat serta melalui email keseluruh peserta lelang.   
Semua informasi yang dibutuhkan terkait proses pengadaan dapat dilihat secara 
jelas melalui aplikasi dan mudah diakses. Informasi yang diperlukan sudah 
tersedia dan sama untuk semua penyedia,  tidak ada yang disembunyikan atau 
penyedia yang memperoleh informasi khusus.    
Dimensi Akuntabilitas pada tahapan pengumuman lelang, mendapatkan 
nilai rata-rata yang sangat akuntabel. Ini berarti bahwa pada proses penetapan dan 
pengumuman pemenang  di Pemerintah Kota Bengkulu sudah dilakukan secara 
akuntabilitas, dimana ditunjukkan dengan pernyataan Panitia menyusun dan 
mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi, hasil 
penetapan  dan pengumuman pemenang dapat dipertanggung jawabkan serta 
tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai 
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dengan aturan pengadaan barang/jasa dalam hal ini Perpres No. 54 Tahun 2010 
dan   Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.  
Dari hasil penelitian didapat bahwa beberapa penyedia belum memahami 
bahwa Pokja ULP mengumumkan pemenang disertai dengan pemenang cadangan 
sesuai dengan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi penawaran melalui aplikasi 
SPSE dan tidak melalui pengumuman melalui SKPD. Ini disebabkan karena 
pemahaman tentang e-procurement pada setiap peserta lelang yang tidak sama 
mengingat pelaksanaan e-procurement di Kota Bengkulu baru dilaksanakan pada 
tahun 2014 yang lalu. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena masih 
kuragnya pembinaan, sosialisasi maupun pelatihan tentang aplikasi SPSE serta 
ketentuan yang berlaku. Pentingnya penguatan SDM dalam memahami teknologi 
aplikasi pengadaan barang/jasa mengingat kemajuan teknologi yang semakin 
pesat dan paradigma pengadaan barang/jasa yang terus berubah dan berkompetisi. 
Menurut Teo & Lai (2009), salah satu manfaat dari e-procurement yakni membuat  
pengadaan menjadi lebih berkompetisi.     
Dari hasil jawaban responden melalui penyebaran kuisioner pada dimensi 
terbuka, terlihat bahwa dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang 
secara elektronik sudah sangat terbuka. Hal ini terlihat pada pernyataan bahwa 
panitia .mengumumkan pemenang lelang secara terbuka pada website, media 
pengumuman masyarakat yang resmi sesuai ketentuan serta seluruh tahapan 
proses penetapan pemenang bersifat terbuka.  
Dalam proses pengumuman, sudah dilaksanakan secara terbuka dimana 
ULP Kota Bengkulu melakukan pengumuman pemenang  melalui media online 
sehingga semua penyedia dan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan 
barang/jasa dapat melihat secara jelas dan terbuka melalui aplikasi SPSE yang 
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dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan wilayah. Keterbukaan ini untuk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin 
bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara terbuka. 
Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 
Pasal 80 yang berbunyi : “pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan melalui lelang diumumkan secara terbuka pada : website 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.  papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE”  
Dimensi Bersaing dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang 
mendapatkan nilai rata-rata bersaing. Dimana dalam prinsip  bersaing, 
ditunjukkan dengan pernyataan panitia lebih mudah memilih penyedia yang tepat, 
tidak ada intervensi dari pihak lain. Hal ini berarti bahwa dengan sistem e-
procurement lebih memudahkan panitia dalam menetapkan pemenang yang tepat. 
Ini dikarenakan setiap penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk 
mengikuti setiap tahapan pengadaan sehingga penyedia dapat bersaing secara 
sehat. Selain itu dengan sistem e-procurement tidak ada intervensi atau tekanan 
terhadap panitia dalam menetapkan pemenang dikarenakan setiap tahapan 
dilakukan secara online, bisa diakses dan tidak ada tatap muka dalam tahapan ini.  
Dari hasil penelitian ternyata beberapa responden menyatakan bahwa 
panitia tidak mudah untuk memilih penyedia yang tepat. Hal ini disebabkan 
karena utuk beberapa paket pengadaan yang jumlah pendaftarnya sedikit karena 
spesifikasi atau persyaratan yang tidak semua penyedia bisa memenuhinya 
menyebabkan panitia kesulitan memilih penyedia yang tepat. Apalagi setelah 
dilakukan evaluasi penawaran, beberapa penyedia tidak memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan dokumen pengadaan sehingga menyebabkan paket 
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pengadaan tersebut diulang bahkan mengalami gagal lelang. Pada Tahun 2015, 
terdapat  2 paket yang dilelang ulang dan 5 paket yang mengalami gagal lelang.     
Dimensi Adil/Tidak diskriminatif dilihat dari hasil penyebaran kuisioner 
diperoleh nilai rata-rata  baik atau adil. Hal ini dinyataan dengan pernyataan 
semua penyedia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang 
dalam lelang sesuai dengan ketentuan dan dalam melakukan penetapan dan 
pengumuman pemenang panitia tidak berlaku diskriminatif.  Ini berarti bahwa  
tidak ada perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk 
terpilih sebagai penyedia dalam proses pengadaan secara e-procurement di 
Pemerintah Kota Bengkulu.  
Berdasarkan hasil penelitian dimensi adil/tidak transparan ini mendapatkan 
nilai rata-rata yang paling rendah dari dimensi lainnya pada tahapan ini, terutama 
pada pernyataan “dalam melakukan penetapan dan pengumuman pemenang 
panitia tidak berlaku diskriminatif”. Ini berarti bahwa masih ada beberapa persepsi 
dari responden, dalam melakukan proses penetapan pemenang masih ada  
perlakuan diskriminatif atau mengarah kepada pihak tertentu untuk terpilih 
sebagai penyedia dalam proses pengadaan secara e-procurement di Pemerintah 
Kota Bengkulu.   
Hal ini disebabkan karena adanya dokumen penawaran dari beberapa 
penyedia yang gugur atau tidak memenuhi persyaratan sehingga menimbulkan 
dugaan bahwa panitia berlaku diskriminatif.  Selain itu kurangnya pemahaman 
dari penyedia tentang ketentuan dan aturan terkait dengan dokumen penawaran. 
Bimbingan dan sosialisasi tentang mekanisme serta aplikasi SPSE yang belum 
berjalan optimal juga menjadi salah satu sebab masih adanya persepsi yang 
mengarah kepada panitia.  
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Untuk permasalahan tersebut, panitia telah merespons dengan melakukan 
penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil dari evaluasi 
penawaran dari penyedia dan tahapan pemenang juga telah ditayangkan secara 
jelas dan transparan. Bahkan alasan dan kekurangan dari setiap penyedia juga bisa 
dilihat secara jelas pada aplikasi. LPSE Kota selaku “pemegang sistem” juga 
harus melakukan bimbingan dan pelatihan teknis sehingga panitia dan penyedia 
dapat menerapkan sistem e-procurement dengan lebih baik.  
Beberapa penyedia yang keberatan dengan hasil pengumuman pemenang 
dapat melakukan sanggahan pada proses selanjutnya. Hal ini dinyatakan dalam 
Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 “Peserta lelang dapat mengirimkan 1 
(satu) kali sanggaham kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE”  Lebih lanjut, 
belum optimalnya pemahaman tentang proses pelaksanaan e-procurement antara 
penyedia dan panitia menjadi salah satu penyebab perbedaan persepsi dalam 
penetapan pemenang. Sejalan dengan penelitian dari Maharany Arsyad (2015) 
yakni kurangnya pemahaman panitia dan penyedia atas ketentuan yang berlaku 
dalam pelaksanaan e-procurement, sehingga pelaksanaan belum berjalan optimal.  
 
4.8. Implikasi strategis 
          Penelitian ini memberikan implikasi bagi Unit Layanan Pengadaan Kota 
Bengkulu dan LPSE Kota Bengkulu, agar dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan 
demikian proses pengadaan dapat berjalan lebih  transparan, akuntabel, terbuka, 
bersaing dan adil/tidak diskriminatif.  Proses pengadaan barang/jasa secara 
elektronik jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik,  
akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek 
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curang dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat 
merugikan keuangan negara.  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
secara e-procurement pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015, masih ada 
beberapa hal yang dianggap belum maksimal. Beberapa hal tersebut antara lain 
adalah sebagai berikut : 
 
4.8.1. Pengumuman Lelang 
Dari hasil penelitian, masih ada kendala dalam prinsip akuntabilitas yakni 
dalam melakukan upload dokumen pengadaan. Hal ini disebabkan adanya 
gangguan server yang sering terjadi pada saat peserta lelang melakukan download 
ataupun upload dokumen pengadaan dalam waktu yang lama dan bersamaan. 
Untuk menghindari persepsi negatif dari masyarakat dan peserta lelang, maka 
pihak LPSE Kota Bengkulu telah bekerjasama dengan PT Telkom dimana pada 
saat terjadinya  gangguan server dibuat pemberitahuan melalui aplikasi SPSE 
sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut memang terjadi karena adanya 
gangguan server  dan bukan faktor kesengajaan dari ULP dan LPSE Kota 
Bengkulu.  Selain itu, upaya kedepan yang perlu dilakukan adalah dengan 
meningkatkan penyempurnaan sistem jaringan atau menambah kapasitas jaringan 
sehingga dapat dikurangi sistem error dalam tahapan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa  dan untuk merespons perkembangan teknologi.  
 
4.8.2.Pendaftaran Lelang 
Pada tahapan pendaftaran lelang berdasarkan hasil penelitian, hal yang 
masih kurang maksimal terdapat pada dimensi terbuka dimana panitia dan 
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penyedia menyatakan bahwa  pengadaan barang/jasa dengan e-procurement 
ternyata tidak membuat jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat. Hal 
ini disebabkan karena beberapa penyedia beranggapan bahwa syarat-syarat dan 
spesifikasi yang ditawarkan panitia dalam paket pelelangan terlalu tinggi sehingga 
sulit dipenuhi oleh penyedia terutama penyedia lokal. Selain itu dengan sistem e-
procurement membuat penyedia semakin terseleksi dengan tahapan lelang 
berikutnya. Hanya penyedia yang memenuhi syarat, baik administrasi, teknis dan 
harga yang bisa lolos kualifikasi ke tahap berikutnya. Jika penyedia yang 
melakukan pendaftaran pada suatu paket, peserta tidak memenuhi kualifikasi atau 
tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran maka dapat menyebabkan 
gagal lelang. Oleh karena itu, ULP Kota Bengkulu bersama PPK pada 
dinas/instansi terkait agar dalam menetapkan spesifikasi teknis dalam dokumen 
pengadaan untuk dianalis dan dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah sudah 
sesuai dengan kebutuhan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Unit Layanan 
Pengadaan Kota Bengkulu yaitu melakukan sinkronisasi antara pengguna dan 
penyedia tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan 
teknis agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama sehingga proses 
pengadaan dapat berjalan dengan baik. 
 
4.8.3.Penjelasan Pekerjaan 
Dari hasil penelitian pada tahapan penjelasan pekerjaan, hal yang masih 
kurang maksimal dilakukan adalah pernyataan bahwa panitia kurang merespons 
pertanyaan yang diajukan penyedia pada saat dilakukannya penjelasan pekerjaan. 
Hal ini juga terungkap dalam wawancara dengan beberapa informan, dimana hal 
tersebut disebabkan karena penyedia sering menanyakan pertanyaan yang sama 
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dan berulang serta kurangnya kesiapan penyedia dalam mempersiapkan 
pertanyaan. 
  Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penyedia juga mengikuti 
penjelasan pekerjaan untuk paket pekerjaan yang berbeda sehingga tidak fokus 
dalam interaksi dengan panitia. Selain itu jumlah personil Panitia atau Pokja ULP 
Kota Bengkulu yang hanya berjumlah 16 orang dibandingkan dengan jumlah 
paket pengadaan yang cukup besar sehingga membuat beban kerja yang semakin 
besar.  Selain itu masih tugas rangkap dari panitia Pokja ULP Kota Bengkulu, 
yang sebagian besar mempunyai tugas dan fngsi lain di beberapa Instansi/SKPD 
di Kota Bengkulu. Upaya yang dilakukan oleh Pokja ULP Kota Bengkulu adalah 
meningkatkan pemahaman penyedia dan panitia tentang mekanisme dan prosedur 
setiap tahapan pengadaan dengan cara pembinaan ataupun sosialisasi. Selain itu 
dengan membuat  usulan pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara permanen 
mengingat saat ini ULP masih berstatus adhoc sehingga personil yang ada harus 
membagi tugasnya dengan baik antara SKPD dan sebagai panitia / Pokja ULP.  
 
4.8.4.Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran 
Berdasarkan hasil penelitian didapat hal yang belum maksimal dalam 
tahapan ini, yakni dalam prinsip adil/tidak diskriminatif dimana masih ada 
beberapa responden yang mempunyai persepsi dalam melakukan proses 
pemasukan dan pembukaan penawaran, panitia berlaku diskriminatif. Dari hasil 
wawancara terungkap bahwa informan menyatakan bahwa ketika dilakukan 
pembukaan penawaran,  file dokumen penawaran yang berbentuk dokumen 
elektronik tidak bisa dibuka oleh panitia.  
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Hal ini disebabkan karena kesalahan penyedia pada saat pengiriman dalam 
bentuk format yang berbeda. Terhadap kendala tersebut, maka disampaikan  
kepada LPSE Kota Bengkulu selaku pemegang aplikasi SPSE. Apabila dari 
keterangan LPSE, file tersebut memang tidak bisa dibuka karena kesalahan 
peserta maka dianggap tidak memasukkan penawaran. Upaya yang dilakukan 
adalah dengan meningkatkan pembinaan berupa pelatihan dan pembekalan 
tentang teknis pengadaan barang/jasa kepada penyedia, panitia dan pihak lain 
yang terlibat secara langsung dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik 
sehingga proses pengadaan dapat berjalan optimal. 
 
4.8.5. Evaluasi  Penawaran dan Kualifikasi 
Dari hasil penelitian pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, hal 
yang masih kurang maksimal dilakukan adalah dalam dimensi bersaing dimana 
responden mempunyai persepsi masih adanya intervensi terhadap panitia dalam 
melakukan evaluasi penawaran.  Alasan secara jelas tanggapan responden 
terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana hal tersebut 
disebabkan karena adanya penambahan waktu oleh panitia pada proses evaluasi 
penawaran dan kualifikasi serta pengguguran peserta lelang dalam tahapan ini.        
Hal ini disebabkan karena dokumen penawaran yang disampaikan tidak 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh panitia dan kurangnya pemahaman 
dari penyedia tentang proses evaluasi dan kualifikasi. Hal lain yang  juga kurang 
maksimal terdapat pada prinsip Adil/Tidak diskriminatif, dimana beberapa 
responden mempunyai persepsi bahwa panitia belum sepenuhnya berlaku adil 
dalam melakukan evaluasi dan kualifikasi penawaran dari peserta lelang. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya penjelasan dari panitia tentang adanya beberapa 
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paket pengadaan yang mengalami gagal lelang sebanyak 5 paket pengadaan yang 
tersebar pada beberapa SKPD di Kota Bengkulu. Selain itu penyedia belum 
memahami proses e-procurement secara optimal mengingat pelaksanaan e-
procurement di Pemerintah Kota Bengkulu secara full elektronik baru 
dilaksanakan pada Tahun 2014 yang lalu.   
  Upaya yang dilakukan adalah agar LPSE Kota Bengkulu berkoordinasi 
dengan Pokja ULP meningkatkan pembinaan dan pembekalan SDM secara 
berkelanjutan bagi penyedia dan panitia sehingga mempunyai kesamaan persepsi 
dalam memahami ketentuan dan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
Selain itu pemahaman harus diimbangi dengan mindset yang baru dan tidak 
terpaku pada pengadaan pola konvensional yang sarat dengan kepentingan. 
Langkah strategis lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan SDM Panitia dan 
Penyedia melalui pelatihan audio visual yang dapat didownload dalam aplikasi 
dan youtube maupun konsultasi secara online melalui aplikasi 
 
4.8.6.Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
Berdasarkan hasil penelitian, hal yang belum maksimal dilakukan dalam 
tahapan ini adalah pada dimensi adil/tidak diskriminatif dimana beberapa 
responden  mempunyai persepsi bahwa panitia berlaku tidak adil/dikriminatif 
dalam penetapan pemenang.Hal ini seperti yang terungkap dalam wawancara 
dengan informan, bahwa dalam tahapan proses pelaksanaan pengadaan panitia 
bersikap condong atau mengarah kesalah satu penyedia sehingga spesifikasi dan 
syarat-syarat pengadaan seolah dibuat-buat oleh panitia. Hal ini ditanggapi oleh 
salah satu informan dalam wawancara, bahwa panitia telah melaksanakan tugas 
sesuai dengan ketentuan. Penyedia juga dapat melihat seluruh proses lelang secara 
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terbuka pada aplikasi beserta alasan pengguguran. Upaya yang dapat dilakukan 
adalah meningkatkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah beserta semua 
pihak termasuk masyarakat untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang 
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak 
diskriminatif dalam setiap tahapan pelaksanaannya sehingga dapat dicegah 
terjadinya kebocoran anggaran. Selain itu upaya yang dilakukan adalah 
meningkatkan kapasitas SDM semua pihak yang terlibat dalam pengadaa 
barang/jasa dalam bentuk peningkatan kemampuan administratif dengan cara 
menambah pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa secara e-procurement seiring dengan kemajuan teknologi 
dan perkembangan paradigma sistem pengadaan barang/jasa yang terus 




















Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota 
Bengkulu terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement pada 
tahapan pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan 
penawaran dan pembukaan, evaluasi penawaran dan kualifikasi serta penetapan   
dan pengumuman pemenang yang diukur melalui prinsip transparansi, 
akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  
1. Secara umum tahapan pengumuman lelang pada  peksanaan pengadaan 
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Kota Bengkulu Tahun 
2015 telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, 
bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Namun dari hasil penelitian masih 
ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, dimana sering terjadinya 
gagal upload dokumen pengadaan  yang disebabkan karena gangguan 
server.   
2. Pada tahapan pendaftaran lelang, secara umum telah memenuhi prinsip 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak 
diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. 
Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam 
pelaksanaannya, dimana melalui e-procurement jumlah penyedia yang 
mengikuti lelang tidak begitu meningkat dan pemahaman peserta lelang 




3. Pada tahapan penjelasan pekerjaan, secara umum telah memenuhi prinsip 
transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak 
diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. 
Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam 
pelaksanaannya, dimana panitia kurang merespons pertanyaan dari 
penyedia dan minimnya jumlah personil Pokja ULP Kota Bengkulu jika 
dibadingkan dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan.   
4. Pada tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran secara umum telah 
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan 
adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 
2010. Namun dari hasil penelitian masih ada kendala dalam 
pelaksanaannya, dimana file dokumen penawaran dari penyedia sering 
tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran sehingga penyedia  
menganggap panitia berlaku diskriminatif. 
5. Secara umum pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah 
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan 
adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 
2010. Namun dari hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam 
pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa  intervensi masih ada 
dilakukan terhadap pokja ULP. dan kurangnya pemahaman peserta lelang 
dalam memahami ketentuan dan aturan serta mekanisme yang berlaku.  
6. Pada tahapan penetapan dan pengumuman pemenang lelang, telah 
memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan 
adil/tidak diskriminatif.seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 
2010. Namun dari hasil penelitian masih ada kendala dalam 
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pelaksanaannya, yakni masih adanya persepsi bahwa panitia berlaku 
diskriminatif dalam penetapan pemenang dikarenakan syarat-syarat dalam 
dokumen pengadaan terlalu sulit dipenuhi oleh penyedia serta pemahaman 
yang tidak sama antara peserta lelang dalam memahami ketentuan yang 
berlaku.     
 
5.2. Saran 
         Berdasarkan hasil peneitian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu, beberapa saran dapat 
diberikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Unit Layanan 
Pengadaan dan LPSE Kota Bengkulu selaku pihak penyelenggara pengadaan 
barang/jasa secara e-procurement, yakni : 
1. Pada tahap pengumuman lelang terutama untuk meningkatkan kemudahan 
dalam mengupload dokumen pengadaan, perlu ditingkatkan penambahan 
kapasitas jaringan dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik 
sehingga kesulitan  diakibatkan oleh gangguan jaringan dapat diatasi. 
2. Berkenaan dengan tahap pendaftaran lelang, untuk menghindari tidak adaya 
pendaftar pada paket pengadaan tertentu dapat dilakukan dengan cara : 
a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu bersama Pejabat Pembuat 
Keputusan (PPK) meningkatkan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait 
agar dalam menetapkan spsesifikasi teknis agar dilakukan pengkajian dan 
dianalisis sesuai dengan kebutuhan users (pengguna). Dalam artian 
spesifikasi tersebut tidak mengarah kepada salah satu calon penyedia.  
b. Melakukan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia tentang aplikasi 
SPSE melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis agar tercipta 
189 
 
pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga proses pengadaan dapat 
berjalan dengan baik 
3. Pada tahap Penjelasan Pekerjaan,  terutama dalam prinsip keterbukaan untuk 
meningkatkan pemahaman dalam mekanisme penjelasan pekerjaan, langkah 
yang perlu dilakukan adalah : 
a. Meningkatkan pemahaman penyedia dan panitia tentang mekanisme dan 
prosedur pengadaan secara e-procurement dengan cara bimbingan teknis 
mengingat pelaksanaan e-procurement secara full elektronik baru 
diterapkan di Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2014.  
b. Agar kedepanya dapat dibentuk Unit Layanan Pengadaan secara permanen 
mengingat saat ini ULP Kota Bengkulu masih bersifat adhoc atau 
kepanitiaan sehingga beban tugas yang diemban cukup berat. Terbatasnya 
jumlah personil Pokja ULP yang ada saat jika dibandingkan dengan 
jumlah paket pekerjaan yang ada. Selain itu beban tugas rangkap selain 
sebagai Pokja ULP juga memiliki tugas dan fungsi di Instansi/SKPD 
lainnya. Pengadaan barang/jasa membutuhkan personil yang bekerja 
secara fokus, teliti dan tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak lain.    
4. Pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, agar LPSE Kota 
Bengkulu dapat melakukan Pembinaan berupa pembekalan teknis kepada 
peserta lelang mengenai aplikasi SPSE mengingat pada tahapan ini sering 
terjadi kesalahan pada saat melakukan pemasukan penawaran melalui dokumen 




5. Berkaitan dengan tahap Evaluasi penawaran dan kualifikasi, untuk 
menghindari adanya pengguguran peserta dan gagal lelang,  langkah strategis 
yang perlu dilakukan adalah : 
a. LPSE Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Pokja ULP Kota Bengkulu 
melakukan pembinaan dan pembekalan peserta lelang terhadap 
ketentuan/peraturan pengadaan barang/jasa serta mekanisme e-procurement 
untuk memberikan pemahaman bahwa e-procurement harus diimbangi 
dengan mindset yang baru dan tidak terpaku pada pengadaan menggunakan 
pola konvensional yang sarat dengan kepentingan.  
b. Peningkatan SDM panitia dan penyedia melalui pelatihan audio visual yang 
dapat didownload  dalam aplikasi dan youtube maupun konsultasi secara 
online melalui aplikasi.  
6. Tahap penetapan dan pengumuman pemenang, dalam upaya meningkatkan 
prinsip adil/tidak diskriminatif dalam menetapkan pemenang lelang, langkah 
yang perlu dilakukan adalah : 
a. Komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan semua pihak untuk 
menciptakan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip transparansi, 
akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap 
tahapan pelaksanaannya sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran 
anggaran. 
b. Meningkatkan kapasitas SDM semua pihak yang terlibat dalam pengadaan 
barang/jasa dalam bentuk Peningkatan kemampuan administratif dengan 
cara menambah pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement seiring dengan 
kemajuan teknologi dan perkembangan paradigma sistem pengadaan 
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ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA 
ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)  
DI PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 
 
Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Responden 
di    - 




Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan  judul 
seperti yang diatas, saya bermaksud mengajukan permohonan pengisian 
kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu tentang 
pelaksanaan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-
procurementdiPemerintahKota Bengkulu.Jawaban-jawaban yang Bapak/Ibu 
berikan dalam kuisioner ini  akan saya jamin kerahasiaannya karena kuesioner ini 
hanya digunakan untuk kegiatan penelitian.  
Atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi 
yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini.  
Selain itu jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga akan merupakan masukan yang 
sangat berharga bagi saya.  
 Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas bantuan, dan kesediaan 
serta  partisipasi  Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian 

















Jenis Kelamin   :     a. Laki-laki                 b. Perempuan  
Pendidikan Terakhir  :     a. SMA        b. D3       c. S-I       d. S-2     e.  S-3 
Jabatan   :     .............................................................................. 
Lama Bekerja   :     a. 1-5 Tahun  b. 6-10 Tahun 
(dalam kepanitiaan)  :     c. 11-15 Tahun  d. > 15 Tahun 
Usia Anda saat ini  :     a. < 25 Tahun  b. 25 – 30 Tahun  




1. Sebelum menjawab kuisioner, isilah dahulu identitas Bapak/Ibu. 
2. Bacalah dengan teliti setiap item pernyataan. 
3. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling 
sesuai. 
4. Setelah mengisi kuisioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali 
kepada yang menyerahkan kuisioner ini pertama kali. 
5. Keterangan Alternatif Jawaban dan Nilai Bobot : 
 
Uraian Score/Nilai Bobot 
Pilihan SS (sangat setuju) 5 
Pilihan S (Setuju) 4 
Pilihan CS (Cukup Setuju) 3 
Pilihan TS (Tidak Setuju) 2 













A. Pertanyaan tentang Pengumuman lelang 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi tentang Pengumuman Pengadaan 
barang/jasa dapat diketahui secara jelas, 






    
2 Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitan dengan  
tahapan pengumuman pengadaan (tanpa 
tatap muka)  
     
2. Akuntabiltas 
3 Penayangan pengumuman lelang dilakukan 
secara elektronik dan dilaksanakan paling 
kurang 7 hari kerja 
     
4 File dokumen pengadaan dapat diunggah 
(upload) pada aplikasi 
     
5 Tahapan pengumuman sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010  dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
     
3. Terbuka  
6 Panitia mengumumkan pengadaan secara 
terbuka melalui media elektronik dan 
sesuai peraturan 
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Persyaratan yang disusun Panitia tidak 
membatasi keikutsertaan peserta lelang 
     
4. Bersaing 
8 Tahapan Pengumuman yang dilakukan 
dengan media elektronik semakin memberi 
kesempatan bersaing secara sehat kepada 
setiap penyedia untuk mengikuti lelang 
     
9 Tidak ada intervensi dari pihak lain      
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
10 Spesifikasi teknis yang dibuat tidak 
diskriminatif dan tidak mengarah ke 
peserta tertentu 
     
11 Persyaratan pengadaan yang disusun tidak 
diskriminatif 







B. Pertanyaan tentang Pendaftaran Lelang 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi dan ketentuan tentang 
Pendaftaran lelang dapat diketahui secara 






    
2 Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitan dengan 
proses pendaftaran (tanpa tatap muka) 
     
3 Ketentuan dalam dokumen pengadaan 
sesuai peraturan dan dapat diakses 
     
2. Akuntabiltas 
4 Pendaftaran dilakukan secara elektronik 
(online) tanpa tatap muka antara panitia 
dan penyedia 
     
5 Tahapan pendaftaran sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010  dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
     
3. Terbuka  
6 Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku 
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Jumlah penyedia yang megikuti lelang 
meningkat  
     
4. Bersaing 
8 Pendaftaran lelang yang dilakukan dengan 
media elektronik semakin memberi 
kesempatan kepada penyedia/pengusaha 
kecil dan menengah untuk mengikuti 
lelang 
     
9 Tidak ada intervensi kepada  Panitia      
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
10 Semua penyedia mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk mengikuti lelang  
     
11 Persyaratan pendaftaran tidak mengarah 
kepada peserta tertentu 






C. Pertanyaan tentang Penjelasan Pekerjaan ( Aanwijzing ) 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi dan ketentuan tentang penjelasan 
pekerjaan (Aanwijzing)  dapat diketahui 






    
2 Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitan dengan 
proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap 
muka)  
     
2. Akuntabiltas 
3 Penjelasan pekerjaan  dilakukan secara 
elektronik (online) tanpa tatap muka antara 
panitia dan penyedia 
     
4 Panitia menjawab pertanyaan satu persatu 
(tidak mengumpulkan pertanyaan terlebih 
dahulu)  
     
5 Tahapan Aanwijzing sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010  dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
     
3. Terbuka 
6 Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing)  terbuka 
bagi semua penyedia yang telah mendaftar 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku 
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Peserta lelang dapat memberikan 
pertanyaan dan direspons langsung secara 
terbuka oleh Panitia 
     
4. Bersaing 
8 Semakin memberi kesempatan yang luas 
kepada penyedia untuk memberikan 
pertanyaan  berkaitan dengan lelang. 
     
9 Tidak ada intervensi kepada  Panitia       
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
10 Semua penyedia mendapatkan kesempatan 
yang sama dalam Aanwijzing 
     
11 Panitia merespons jawaban dari semua 
peserta lelang secara keseluruhan (adil) 





D. Pertanyaan tentang Pemasukan dan Pembukaan Penawaran 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi dan ketentuan tentang penjelasan 
pemasukan dan pembukaan penawaran  







    
2 Semua informasi yang membantu penyedia 
untuk merencanakan, memodifikasi dan 
menyampaikan dokumen penawaran 
tersedia secara online  
     
3 Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia 
     
2. Akuntabiltas 
4 Dokumen penawaran yang disampaikan 
berbentuk dokumen elektronik  
     
5 Pemasukan dan Pembukaan penawaran 
dilakukan secara elektronik (tanpa tatap 
muka)  
     
6 Dalam proses pembukaan penawaran, 
harga penawaran dari semua penyedia yang 
ikut dan hasil koreksi aritmatik 
dimasukkan kedalam aplikasi  
     
7 Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran sudah cukup memadai dan 
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
Tahun 2010  dan Perka LKPP No. 1 Tahun 
2015 
     
3. Terbuka 
8 Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran dilakukan secara terbuka 
melalui aplikasi  
     
9 
 
 Pemasukan dan pembukaan penawaran 
dapat diiikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku.   
     
4. Bersaing 
10 Harga penawaran dari peserta lelang 
semakin kompetitif dan bersaing 
     
11 Tidak ada intervensi  dari pihak lain       
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
12 Semua penyedia mendapatkan kesempatan 
yang sama dalam pemasukan dan 
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No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
pembukaan penawaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku  
13 Dalam melakukan proses pemasukan dan 
pembukaan penawaran panitia tidak 
diskriminatif 
     
 
 
E. Pertanyaan tentang Evaluasi Penawaran dan kualifikasi 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi dan ketentuan tentang evaluasi 
penawaran dan kualifikasi  dapat diketahui 






    
2 Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia  
     
2. Akuntabiltas 
3 Dalam melakukan evaluasi penawaran 
Panitia berpedoman pada dokumen 
pengadaan 
     
5 Panitia melakukan kualifikasi keabsahan 
dokumen penawaran secara offline (adanya 
tatap muka antara panitia dan penyedia)  
     
6 Tahapan evaluasi penawaran dan 
kualifikasi sudah cukup memadai dan 
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 
2015    




Hasil evaluasi penawaran dan kualifikasi di 
upload secara terbuka pada aplikasi    
     
8 Evaluasi penawaran dan kualifikasi dapat 
diikuti oleh penyedia sesuai ketentuan  
     
4. Bersaing 
9 Semakin memberi kesempatan kepada 
penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai 
dengan ketentuan dalam dokumen 
pengadaan  
     
10 Tidak ada intervensi  dari pihak lain       
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
11 Semua penyedia mendapatkan kesempatan 
yang sama dalam evaluasi penawaran dan 
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No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
kualifikasi  
12 Dalam melakukan evaluasi penawaran dan 
kualifikasi Panitia tidak berlaku 
diskriminatif  
     
 
F. Pertanyaan tentang Penetapan dan Pengumuman Pemenang 
No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
1. Transparan 
1 Informasi dan ketentuan tentang penetapan 
dan pengumuman pemenang dapat 





    
2 Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia terkait 
penetapan dan pengumuman pemenang 
(tanpa tatap muka) 
     
2. Akuntabiltas 
3 Panitia menyusun dan mengumumkan 
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 
melalui aplikasi  
     
4 Hasil penetapan dan pengumuman 
pemenang oleh panitia dapat 
dipertanggung  jawabkan.  
     
5 Tahapan penetapan dan pengumuman 
pemenang sudah cukup memadai dan 
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
Tahun 2010  dan Perka LKPP No. 1 Tahun 
2015  




Panitia mengumumkan pemenang lelang 
secara terbuka pada web dan media 
pengumuman masyarakat yang resmi 
sesuai dengan ketentuan  
     
7 Tahapan proses penetapan dan 
pengumuman pemenang dilakukan terbuka  
     
4. Bersaing 
8 Panitia lebih mudah memilih penyedia 
yang tepat   
     
9 Tidak ada intervensi  dari pihak lain       
5. Adil/Tidak Diskriminatif 
10 Semua penyedia mendapatkan kesempatan      
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No Pertanyaan  SS S CS TS STS 
yang sama untuk menjadi pemenang dalam 
lelang sesuai dengan ketentuan  
11 Dalam melakukan penetapan dan 
pengumuman pemenang panitia tidak 
berlaku diskriminatif  


























Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden 
 
REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN 
 






STS TS CS S SS 
1. Informasi tentang pengumuman lelang 
dapat diketahui secara jelas dan 
mudah diakses 
0 0 0 9 48 4.84 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
tahapan pengumuman lelang  (tanpa 
tatap muka) 
0 0 0 11 46 4.81 
Sangat 
Transparan 
3 Penayangan pengumuman lelang 
dilakukan secara elektronik dan 
dilaksanakan paling kurang 7 hari 
kerja 
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
4 File dokumen pengadaan dapat 
diunggah (upload) pada aplikasi 0 0 9 30 18 4.16 Akuntabel 
5 Tahapan pengumuman sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan Perpres 
No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP 
No. 1 tahun 2015 
0 0 0 21 36 4.63 
Sangat 
Akuntabel 
6. Panitia mengumumkan pengadaan 
secara terbuka melalui media 
elektronik dan sesuai peraturan  
0 0 0 25 32 4.56 
Sangat 
Terbuka 
7. Persyaratan yang disusun panitia tidak 
membatasi keikutsertaan peserta 
lelang 
0 0 1 29 27 4.46 
Sangat 
Terbuka 
8 Tahapan pengumuman yang dilakukan 
dengan media elektronik semakin                 
memberi kesempatan bersaing secara 
sehat kepada penyedia  
0 0 2 39 16 4.25 
Sangat 
Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 0 0 32 25 4.44 
Sangat 
Bersaing 
10. Spesifikasi teknis yang dibuat tidak 
diskriminatif dan tidak mengarah ke 
peserta tertentu 









11 Persyaratan pengadaan yang disususn 
tidak diskriminatif 

















STS TS CS S SS 
1. Informasi tentang pendaftaran lelang 
dapat diketahui secara jelas dan 
mudah diakses 
0 0 0 38 19 4.33 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses pendaftaran lelang  (tanpa tatap 
muka) 
0 0 0 46 11 4.19 Transparan 
3 Ketentuan dalam dokumen pengadaan 
sesuai dengan peraturan dan dapat 
diakses 
0 0 2 39 16 4.25 
Sangat 
Transparan 
4 Pendaftaran dilakukan secara 
elektronik (online) (tanpa tatap muka 
antara panitia dan penyedia 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Akuntabel 
5. Tahapan proses pendaftaran sudah 
cukup  memadai dan sesuai dengan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
0 0 0 36 21 4.37 
Sangat 
Akuntabel 
6 Pendaftaran terbuka bagi semua 
penyedia sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku  
0 0 1 40 16 4.26 
Sangat 
Terbuka 
7. Jumlah penyedia yang mengikuti 
lelang meningkat 0 0 4 46 7 4.05 Terbuka 
8 Pendaftaran yang dilakukan dengan 
media elektronik semakin memberi 
kesempatan bersaing secara sehat 
kepada penyedia/pengusaha kecil dan 
menengah  
0 0 1 48 8 4.12 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 0 4 28 25 4.37 
Sangat 
Bersaing 
10 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk 
mengikuti lelang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
0 0 5 36 16 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
11 Persyaratan dan pendaftaran tidak 


















STS TS CS S SS 
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penjelasan pekerjaan dapat diketahui 
secara jelas dan mudah diakses 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses penjelasan pekerjaan (tanpa 
tatap muka) 
0 0 4 32 21 4.30 
Sangat 
Transparan 
3. Penjelasan pekerjaan dilakukan secara 
elektronik (online)tanpa tatap muka 
antara panitia dan penyedia 
0 0 1 46 10 4.16 
Sangat 
Akuntabel 
4 Panitia menjawab satu persatu (tidak 
mengumpulkan pertanyaan terlebih 
dahulu) 
0 0 6 35 16 4.18 Akuntabel 
5. Tahapan Aanwijzing sudah cukup  
memadai dan sesuai dengan Perpres 
No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP 
No. 1 Tahun 2015 
0 0 2 43 12 4.18  Akuntabel 
6. Penjelasan pekerjaan terbuka bagi 
semua penyedia yang telah mendaftar 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku  
0 0 1 45 11 4.18  Terbuka 
7. Peserta lelang dapat memberikan 
pertanyaan dan direspons langsung 
secara terbuka oleh panitia 
0 0 6 37 14 4.14  Terbuka 
8. Semakin memberi kesempatan yang 
memadai kepada penyedia untuk 
memberikan pertanyaan berkaitan 
dengan proses lelang 
0 0 4 40 13 4.16 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 0 3 40 14 4.19 Bersaing 
10. Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam 
Aanwijzing 
0 0 3 40 14 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
11 Panitia merespons jawaban dari semua 
peserta lelang sexara keseluruhan 
(adil) 















STS TS CS S SS 
1. 
 
Informasi dan ketentuan tentang 
pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran dapat diketahui secara jelas 
dan mudah diakses 
0 0 2 35 20 4.32 
Sangat 
Transparan 
2 Semua informasi yang membantu 
penyedia merencanakan, 
memodifikasi dan menyampaikan 
dokumen penawaran tersedia secara 
online.  
0 0 1 45 11 4.18 Transparan 
3. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia 
berkaitam dengan proses pemasukan 
dan pembukaan penawaran  
0 0 5 36 16 4.19 Transparan 
4. Dokumen penawaran yang 
disampaikan berbentuk dokumen 
elektronik  
0 0 4 33 20 4.28 
Sangat 
Akuntabel 
5. Pemasukan dan pembukaan 
penawaran dilakukan secara 
elektronik (tanpa tatap muka) 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Akuntabel 
6 Dalam proses pembukaan penawaran, 
harga penawaran dari semua penyedia 
dan hasil koreksi aritmatik 
dimasukkan ke dalam aplikasi  
0 1 3 37 16 4.19  Akuntabel 
7 Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran sudah cukup  memadai dan 
sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 
2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 
2015 
0 0 0 39 18 4.32 
Sangat 
Akuntabel 
8. Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran dilakukan secara terbuka 
melalui aplikasi  
0 0 0 47 10 4.18  Terbuka 
9. Pemasukan dan pembukaan 
penawaran dapat diikuti oleh semua 
penyedia sesuai ketentuan dan 
peraturan yang berlaku 
0 0 1 42 14 4.23 
Sangat 
terbuka 
10. Harga penawaran dari peserta lelang 
semakin kompetitif dan bersaing 
0 0 5 27 25 4.35 
Sangat 
Bersaing 
11 Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 6 34 17 4.19  Bersaing 
12 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama terkait 
pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 





13. Dalam melakukan proses pemasukan 
dan pembukaan penawaran, panitia 
tidak diskriminatif 















STS TS CS S SS 
1. Informasi dan ketentuan tentang 
evaluasi penawaran dan kualifikasi 
dapat diketahui secara jelas dan 
mudah diakses 
0 0 2 36 19 4.30 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia  0 0 6 34 17 4.19  Transparan 
 3 
 
Dalam melakukan evaluasi penawaran 
panitia berpedoman pada dokumen 
pengadaan  
0 0 0 40 17 4.30 
Sangat 
Akuntabel 
4 Panitia melakukan kualifikasi 
keabsahan dokumen penawaran secara 
offline( adanya tatap muka antara 
panitia dan penyedia) 
0 0 1 36 20 4.33 
Sangat 
Akuntabel 
5. Tahapan proses evaluasi penawaran 
dan kualifikasi sudah cukup memadai 
dan sesuai dengan ketentuan Perpres 
No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP 
No. 1 Tahun 2015 
0 0 5 36 16 4.19  Akuntabel 
6. Hasil evaluasi penawaran dan 
kualifikas diupload secara terbuka 
pada aplikasi  
0 1 8 27 21 4.19  Terbuka 
7. Evaluasi Pemawaran dan kualifikasi 
dapat diikuti oleh semua penyedia 
sesuai ketentuan yang berlaku 
0 0 2 35 20 4.32 
Sangat 
Terbuka 
8. Semakin memberi kesempatan kepada 
penyedia yang memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan ketentuan dalam 
dokumen pengadaan  
0 0 5 36 16 4.19 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 1 3 39 14 4.16 Bersaing 
10 Kesempatan yang sama bagi semua 
penyedia dalam mengikuti evaluasi 
penawaran dan kuaifikasi  





11 Panitia tidak berlaku diskriminatif 
dalam melakukan evaluasi penawaran 
dan kualifikasi  




















STS TS CS S SS 
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penetapan dan pengumuman 
pemenang dapat diketahui secara jelas 
dan mudah diakses 
0 1 3 35 18 4.23 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia 
terkait penetapan dan pengumuman  
lelang (tanpa tatap muka) 
0 0 5 39 13 4.14 Transparan 
3. Panitia menyusun dan mengumumkan 
Berita Acara Hasil Pelelangan 
(BAHP) melalui aplikasi  
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
4. Hasil peneetapan dan pengumuman 
pemenang oleh panitia dapat 
dipertanggung jawabkan 
0 2 4 34 17 4.16  Akuntabel 
5 Tahapan proses penetapan dan 
pengumuman pemenang sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
0 0 4 40 13 4.16 Akuntabel 
6. Panitia mengumumkan pemenang 
lelang secara terbuka pada web dan 
media pengumuman masyarakat 
sesuai ketentuan 
 






Seluruh tahapan penetapan pemenang 















7. Panitia lebih mudah memilih penyedia 
yang tepat  0 1 3 41 12 4.12 Bersaing 
8. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 1 5 35 16 4.16 Bersaing 
9 
 
Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk menjadi 







2 4 36 15 4.12 
Adil/Tidak 
Diskriminatif 
10 Dalam melakukan penetapan dan 
pengumuman pemenang panitia tidak 
berlaku diskriminatif  











Lampiran 3. Rincian Hasil Perhitungan Jawaban Responden  
 
RINCIAN HASIL PERHITUNGAN JAWABAN RESPONDEN 
 
I. PENGUMUMAN LELANG 
 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. Informasi tentang pengumuman lelang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 0 0 9 48 4.84 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
tahapan pengumuman lelang  (tanpa tatap 
muka) 




     4.82 
Sangat 
Transparan 
Akuntabilitas   
3 Penayangan pengumuman lelang 
dilakukan secara elektronik dan 
dilaksanakan paling kurang 7 hari kerja 
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
4 File dokumen pengadaan dapat diunggah 
(upload) pada aplikasi 
0 0 9 30 18 4.16 Akuntabel 
5 Tahapan pengumuman sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
tahun 2015 




     4.38 
Sangat 
Akuntabel 
Terbuka   
6. Panitia mengumumkan pengadaan secara 
terbuka melalui media elektronik dan 
sesuai peraturan  
0 0 0 25 32 4.56 Sangat Terbuka 
7. Persyaratan yang disusun panitia tidak 
membatasi keikutsertaan peserta lelang 
0 0 1 29 27 4.46 Sangat Terbuka 
 Rata-rata      4.51 Sangat Terbuka 
Bersaing   
8 Tahapan pengumuman yang dilakukan 
dengan media elektronik semakin                 
memberi kesempatan bersaing secara 
sehat kepada penyedia  
0 0 2 39 16 4.25 
Sangat 
Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 0 32 25 4.44 Sangat Bersaing 
 Rata-rata      4.34 Sangat Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif   
10. Spesifikasi teknis yang dibuat tidak 
diskriminatif dan tidak mengarah ke 
peserta tertentu 







11 Persyaratan pengadaan yang disususn 
tidak diskriminatif 
0 0 1 23 33 4.56 Sangat Adil 
 Rata-rata      4.50 Sangat Adil 










II. PENDAFTARAN LELANG 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. Informasi tentang pendaftaran lelang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 0 0 38 19 4.33 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses pendaftaran lelang  (tanpa tatap 
muka) 
0 0 0 46 11 4.19 Transparan 
3 Ketentuan dalam dokumen pengadaan 
sesuai dengan peraturan dan dapat 
diakses 




     4.26 
Sangat 
Transparan 
Akuntabilitas   
4 Pendaftaran dilakukan secara elektronik 
(online) (tanpa tatap muka antara panitia 
dan penyedia 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Akuntabilitas 
5. Tahapan proses pendaftaran sudah cukup  
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 




     4.32 
Sangat 
Akuntabilitas 
Terbuka   
6 Pendaftaran terbuka bagi semua penyedia 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku  
0 0 1 40 16 4.26 
Sangat 
Terbuka 
7. Jumlah penyedia yang mengikuti lelang 
meningkat 
0 0 4 46 7 4.05 Terbuka 
 Rata-rata      4.16 Terbuka 
Bersaing   
8 Pendaftaran yang dilakukan dengan 
media elektronik semakin memberi 
kesempatan bersaing secara sehat kepada 
penyedia/pengusaha kecil dan menengah  
0 0 1 48 8 4.12 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 




     4.25 
Sangat 
Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif   
10 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk mengikuti 
lelang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
0 0 5 36 16 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
11 Persyaratan dan pendaftaran tidak 
mengarah kepada peserta tertentu 




     4.18 
Adil/Tidak 
diskrininatif 








III. PENJELASAN LELANG 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penjelasan pekerjaan dapat diketahui 
secara jelas dan mudah diakses 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Transparan 
2. Penyedia mendapatkan informasi yang 
sama dan transparan berkaitam dengan 
proses penjelasan pekerjaan (tanpa tatap 
muka) 




     4.28 
Sangat 
Transparan 
Akuntabilitas   
3. Penjelasan pekerjaan dilakukan secara 
elektronik (online)tanpa tatap muka 
antara panitia dan penyedia 
0 0 1 46 10 4.16 
Sangat 
Akuntabel 
4 Panitia menjawab satu persatu (tidak 
mengumpulkan pertanyaan terlebih 
dahulu) 
0 0 6 35 16 4.18 Akuntabel 
5. Tahapan Aanwijzing sudah cukup  
memadai dan sesuai dengan Perpres No. 
54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 
0 0 2 43 12 4.18  Akuntabel 
 Rata-rata      4.17  Akuntabel 
Terbuka   
6. Penjelasan pekerjaan terbuka bagi semua 
penyedia yang telah mendaftar sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku  
0 0 1 45 11 4.18  Terbuka 
7. Peserta lelang dapat memberikan 
pertanyaan dan direspons langsung 
secara terbuka oleh panitia 
0 0 6 37 14 4.14  Terbuka 
 Rata-rata      4.16  Terbuka 
Bersaing   
8. Semakin memberi kesempatan yang 
memadai kepada penyedia untuk 
memberikan pertanyaan berkaitan dengan 
proses lelang 
0 0 4 40 13 4.16 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 3 40 14 4.19 Bersaing 
 Rata-rata      4.18 Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif   
10. Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam Aanwijzing 
0 0 3 40 14 4.19 
Adil/Tidak 
diskriminatif 
11 Panitia merespons jawaban dari semua 
peserta lelang sexara keseluruhan (adil) 




     4.13 
Adil/Tidak 
diskriminatif 









IV. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 
 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. 
 
Informasi dan ketentuan tentang 
pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran dapat diketahui secara jelas 
dan mudah diakses 
0 0 2 35 20 4.32 
Sangat 
Transparan 
2 Semua informasi yang membantu 
penyedia merencanakan, memodifikasi 
dan menyampaikan dokumen penawaran 
tersedia secara online.  
0 0 1 45 11 4.18 Transparan 
3. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia 
berkaitam dengan proses pemasukan dan 
pembukaan penawaran  
0 0 5 36 16 4.19 Transparan 
  
Rata-rata 
     4.23 
Sangat 
Transparan 
Akuntabilitas   
4. Dokumen penawaran yang disampaikan 
berbentuk dokumen elektronik  
0 0 4 33 20 4.28 
Sangat 
Akuntabel 
5. Pemasukan dan pembukaan penawaran 
dilakukan secara elektronik (tanpa tatap 
muka) 
0 0 2 38 17 4.26 
Sangat 
Akuntabel 
6 Dalam proses pembukaan penawaran, 
harga penawaran dari semua penyedia 
dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan 
ke dalam aplikasi  
0 1 3 37 16 4.19  Akuntabel 
7 Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran sudah cukup  memadai dan 
sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 
2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 




     4.26 
Sangat 
Akuntabel 
Terbuka   
8. Tahapan pemasukan dan pembukaan 
penawaran dilakukan secara terbuka 
melalui aplikasi  
0 0 0 47 10 4.18  Terbuka 
9. Pemasukan dan pembukaan penawaran 
dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku 




     4.20 
Sangat 
terbuka 
Bersaing   
10. Harga penawaran dari peserta lelang 
semakin kompetitif dan bersaing 
0 0 5 27 25 4.35 
Sangat 
Bersaing 
11 Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 0 6 34 17 4.19  Bersaing 
 Rata-rata 
     4.27 
Sangat 
Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif   
12 Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama terkait 
pemasukan dan pembukaan dokumen 









13. Dalam melakukan proses pemasukan dan 
pembukaan penawaran, panitia tidak 
diskriminatif 
0 0 7 34 16 4.16 
 Adil/tidak 
diskriminatif 
 Rata-rata      4.23 Sangat Adil 
Rata-rata  4.24 Sangat Baik 
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V. EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. Informasi dan ketentuan tentang evaluasi 
penawaran dan kualifikasi dapat 
diketahui secara jelas dan mudah diakses 
0 0 2 36 19 4.30 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia  
0 0 6 34 17 4.19  Transparan 
 Rata-rata 
     4.25 
Sangat 
transsparan 
Akuntabilitas   
 3 
 
Dalam melakukan evaluasi penawaran 
panitia berpedoman pada dokumen 
pengadaan  
0 0 0 40 17 4.30 
Sangat 
Akuntabel 
4 Panitia melakukan kualifikasi keabsahan 
dokumen penawaran secara offline( 
adanya tatap muka antara panitia dan 
penyedia) 
0 0 1 36 20 4.33 
Sangat 
Akuntabel 
5. Tahapan proses evaluasi penawaran dan 
kualifikasi sudah cukup memadai dan 
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 
Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 
0 0 5 36 16 4.19  Akuntabel 
 Rata-rata 
     4.27 
Sangat 
Akuntabel 
Terbuka   
6. Hasil evaluasi penawaran dan kualifikas 
diupload secara terbuka pada aplikasi  
0 1 8 27 21 4.19  Terbuka 
7. Evaluasi Pemawaran dan kualifikasi 
dapat diikuti oleh semua penyedia sesuai 
ketentuan yang berlaku 




     4.26 
Sangat 
Terbuka 
Bersaing   
8. Semakin memberi kesempatan kepada 
penyedia yang memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan ketentuan dalam dokumen 
pengadaan  
0 0 5 36 16 4.19 Bersaing 
9. Tidak ada intervensi dari pihak lain 
0 1 3 39 14 4.16 Bersaing 
 Rata-rata      4.18 Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif  
 
10 Kesempatan yang sama bagi semua 
penyedia dalam mengikuti evaluasi 
penawaran dan kuaifikasi  








Panitia tidak berlaku diskriminatif dalam 
melakukan evaluasi penawaran dan 
kualifikasi  





     4.22 
Adil/Tidak 
Diskriminatif 






VI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG 
 
No Dimensi dan Indikator 
Frekuensi Jawaban 
Rerata Kriteria 
STS TS CS S SS 
Transparansi   
1. Informasi dan ketentuan tentang 
penetapan dan pengumuman pemenang 
dapat diketahui secara jelas dan mudah 
diakses 
0 1 3 35 18 4.23 
Sangat 
Transparan 
2. Tersedianya informasi yang sama dan 
transparan untuk semua penyedia terkait 
penetapan dan pengumuman  lelang 
(tanpa tatap muka) 
0 0 5 39 13 4.14 Transparan 
 Rata-rata      4.18  Transparan 
Akuntabilitas   
3. Panitia menyusun dan mengumumkan 
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 
melalui aplikasi  
0 0 0 37 20 4.35 
Sangat 
Akuntabel 
4. Hasil peneetapan dan pengumuman 
pemenang oleh panitia dapat 
dipertanggung jawabkan 
0 2 4 34 17 4.16  Akuntabel 
5 Tahapan proses penetapan dan 
pengumuman pemenang sudah cukup 
memadai dan sesuai dengan ketentuan 
Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka 
LKPP No. 1 Tahun 2015 
0 0 4 40 13 4.16 Akuntabel 
 Rata-rata 
     4.22 
 Sangat 
Akuntabel 
Terbuka   
6. Panitia mengumumkan pemenang lelang 
secara terbuka pada web dan media 
pengumuman masyarakat sesuai 
ketentuan 
 






Seluruh tahapan penetapan pemenang 
















     4.29 
Sangat 
Terbuka 
Bersaing   
7. Panitia lebih mudah memilih penyedia 
yang tepat  0 1 3 41 12 4.12 Bersaing 
8. Tidak ada intervensi dari pihak lain 0 1 5 35 16 4.16 Bersaing 
 Rata-rata      4.14 Bersaing 
Adil/Tidak Diskriminatif   
9 
 
Semua penyedia mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk menjadi 







2 4 36 15 4.12 
Adil/Tidak 
Diskriminatif 
10 Dalam melakukan penetapan dan 
pengumuman pemenang panitia tidak 
berlaku diskriminatif  













Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 
 







5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 
         
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 
         
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
         
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.124 
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 
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21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364    















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Umum1 44.6491 3.768 .607 .302 
Umum2 44.6842 3.898 .562 .336 
Umum3 45.1404 3.444 .637 .258 
Umum4 45.3333 2.869 .428 .174 
Umum5 44.8596 3.801 .665 .339 
Umum6 44.9298 3.388 .579 .250 
Umum7 45.0351 3.677 .522 .329 
Umum8 45.2456 3.331 .563 .238 
Umum9 45.0526 3.586 .569 .297 
Umum10 45.0526 3.515 .618 .303 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 













Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Daftar1 41.8421 4.135 .486 .485 
Daftar2 41.8947 4.274 .418 .503 
Daftar3 41.6842 4.613 .561 .565 
Daftar4 41.5789 4.498 .595 .544 
Daftar5 41.6842 4.327 .333 .520 
Daftar6 41.8947 4.024 .455 .485 
Daftar7 41.8246 5.040 .562 .584 
Daftar8 41.9123 5.081 .551 .596 
Daftar9 41.8947 4.167 .426 .497 
Daftar10 41.6491 4.660 .402 .583 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Penjelasan1 42.0351 9.892 .627 .679 
Penjelasan2 41.9649 8.927 .588 .635 
Penjelasan3 42.0175 9.339 .491 .655 
Penjelasan4 41.8070 9.266 .533 .660 
Penjelasan5 41.7018 8.856 .488 .636 
Penjelasan6 41.8070 8.980 .468 .642 
Penjelasan7 41.7544 7.546 .488 .577 
Penjelasan8 42.0351 5.963 .624 .520 
Penjelasan9 41.7895 8.491 .565 .611 
Penjelasan10 41.7544 7.546 .488 .577 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Pemasukan1 52.2982 12.427 .371 .838 
Pemasukan2 52.4737 12.897 .522 .847 
Pemasukan3 52.5263 12.861 .424 .846 
Pemasukan4 52.3158 13.184 .540 .858 
Pemasukan5 52.2105 12.598 .585 .844 
Pemasukan6 52.3158 13.648 .739 .863 
Pemasukan7 52.1930 10.980 .798 .808 
Pemasukan8 52.0526 10.979 .775 .810 
Pemasukan9 52.1930 10.980 .798 .808 
Pemasukan10 52.1404 11.230 .697 .816 
Pemasukan11 52.0351 11.106 .735 .813 
Pemasukan12 52.0526 10.979 .775 .810 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Evaluasi1 43.7193 18.491 .796 .869 
Evaluasi2 44.0702 17.959 .418 .900 
Evaluasi3 43.6491 18.946 .662 .875 
Evaluasi4 43.5439 19.717 .479 .884 
Evaluasi5 43.8070 17.516 .690 .872 
Evaluasi6 43.5614 18.822 .693 .874 
Evaluasi7 43.5789 18.391 .799 .868 
Evaluasi8 43.7193 18.491 .796 .869 
Evaluasi9 43.6667 18.226 .732 .870 
Evaluasi10 43.6667 18.619 .747 .871 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 57 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 57 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Penetapan1 39.3684 12.308 .832 .867 
Penetapan2 39.4211 12.212 .882 .864 
Penetapan3 39.2807 12.241 .847 .866 
Penetapan4 39.4211 12.212 .882 .864 
Penetapan5 39.3684 12.308 .832 .867 
Penetapan6 39.2632 12.555 .751 .872 
Penetapan7 39.2807 12.241 .847 .866 
Penetapan8 39.4211 12.212 .882 .864 
Penetapan9 39.7719 13.393 .682 .939 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Lampirann 5. Transkrip Wawancara 
Transkrip Wawancara 
ID Subjek : Informan 1 
1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang,  informasi 
tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?  
Jawaban : 
“dalam tahapan pengumuman lelang, menurut saya sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Pengumuman tidak lagi  melalui koran tetapi sudah 
dilakukan secara elektronik melalui media online sehingga lebih transparan”  
 
2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman 
lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau 
diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa 
memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ?  Bagimana menurut 
pendapat saudara ? 
Jawaban : 
 
“pernah saya kesulitan dalam melakukan upload dokumen pengadaan, 
sepertinya gangguan server pada aplikasi apalagi jika waktunya bersamaan 
dengan peserta yang lain, terpaksa harus sabar dan diulangi terus beberapa 
kali. Mungkin waktu tayang pengumuman bisa diperpanjang sedikit karena 
kendala teknis ini apalagi jika tayang pengumumannya di akhir pekan…nah 
ini yang sering jadi kendala” 
 
3. Menurut Saudara, apakah tahapan pedaftaran lelang sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 ) ?   
Jawaban : 
“proses pendaftaran lelang dengan e-procurement menurut saya sudah sesuai 
dengan ketentuan, dimana tidak ada tatap muka antara panitia dan penyedia  
seperti pengadaan manual dulu. Kita juga harus melakukan login dengan 




4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia 
yang mengikuti lelang meningkat ? 
  Jawaban : 
“menurut saya, dengan syarat-syarat dan spesifikasi yang terlalu tinggi dari 
panitia menyebabkan pendaftar agak enggan mengikuti lelang secara e-
procurement. Dari hal animo masyarakat memang meningkat tetapi dengan 
adanya pembuktian kualifikasi atau keabsahan dokumen serta syarat-syarat 
dalam dokumen pengadaan biasanya cukup banyak penyedia yang gugur atau 
tidak lolos ke tahap selanjutnya”  
 
5..  Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan 
informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ? 
Jelaskan 
 Jawaban : 
“menurut saya, Aanwijzing sudah cukup transparan karena informasi yang 
kami ingin tanyakan sudah direspons dengan baik begitupun informasi tentang 
penjelasan dokumen pengadaan” 
 
6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia 
merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ? 
Jawaban : 
“penjelasan lelang secara elektronik ini sebenarnya lebih memadai daripada 
secara manual. Tidak perlu capek-capek  harus ke ULP, cukup di depan layar 
computer saja. Tetapi  terkadang panitia lama merespons pertanyaan yang 
diajukan, belum lagi kalau ada gangguan server…Selain itu, mungkin karena 
keterbatasan waktu sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab” 
 
7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawararan, apakah 
harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing 
?jelaskan. 
Jawaban : 
“harga yang ditawarkan penyedia otomatis lebih kompetitif karena kita kan 
harus bersaing dengan penyedia lain, tentunya kita kan mau menang jadi 
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selain harga yang terendah kita tawarkan, juga barang yang berkualitas sesuai 
dengan ketentuan” 
 
8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak 
diskriminatif ? 
Jawaban : 
     “kami sih berharap dalam proses tahapan ini panitia tidak berlaku diskriminatif 
dan bersih dari intervensi pihak lain. Tetapi terkadang pada pembukaan 
penawaran pernah kami complainkarena file dokumen yang kami kirimkan 
tidak bisa dibuka panitia….Nah, tentunya kami kan jadi berfikiran yang tidak-
tidak…. ” 
 
9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap 
muka dalam kualifikasi dokumen pemawaran peserta lelang ? 
Jawaban : 
 “dalam tahap kualifikasi keabsahan dokumen, biasanya panitia langsung 
mengcross check keaslian dokumen pada saat pemasukan penawaran 
sebelumnya. Disini memang terjadi tatap muka antara panitia dan calon 
penyedia dikarenakan kami langsung diundang untuk membawa dokumen asli 
ke ULP Kota Bengkulu 
 
10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan 
masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata 
responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal 
tersebut ? 
Jawaban : 
    “Wah…saya rasa dalam hal pengadaan barang/jasa pasti ada intervensi ataupun 
kepentingan dari pihak lain tetapi memang sulit dibuktikan. Apalagi dalam 
pengadaan secara manual dulunya..mulai dari proses pengumuman lelang 
sampai evaluasi penawaran sangat rawan dengan kepentingan. Hanya saja 
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dalam evaluasi penawaran secara elektronik terkadang sering terjadi 
penambahan waktu oleh panitia…alasannya kurang begitu jelas sich”  
 
11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, 
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai 
ketentuan ? jelaskan 
    Jawaban : 
   “Iya, panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website dan 
media yang mudah diakses oleh masyarakat” 
 
 
12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara 
apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? Jelaskan  
Jawaban : 
“kalau dari sisi sistem e-procurement dalam penetapan pemenang ini, saya 
kira cukup adil dan baik tetapi namanya juga masih dioperasionalkan oleh 
manusia kan…pasti sedikit banyak masih ada unsur diskriminatif atau 
keberpihakan terhadap pihak tertentu.  Tetapi kalau dibandingkan dengan 
















ID Subjek : Informan 2 
1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang,  informasi 
tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?  
Jawaban : 
“pengumuman melalui elektronik lebih mudah, jelas dan transparan. Baik itu 
tentang persyaratan lelang maupun peraturan-peraturan pengadaan. Apalagi 
dengan sistem ini kami tidak perlu datang ke ULP cukup melalui online pada 
aplikasi sehingga lebih mudah diakses. Jangka waktu penayangan juga cukup 
memadai untuk penyedia menyiapkan dokumen-dokumen untuk tahap 
selanjutnya”   
 
2.  Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman 
lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau 
diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa 
memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ?  Bagimana menurut 
pendapat saudara ? 
Jawaban : 
 
     “Tidak terlalu sering sich kesulitan dalam mengupload dokumen, tapi namanya 
juga sistem elektronik yang mengandalkan sistem online pasti ada gangguan 
di jaringan atau server. Tapi cukup menjadi masalah ketika jadwal atau waktu 
pemasukan penawaran sudah sangat mepet…apalagi kita juga mengikuti 
pengadaan di beberapa tempat” 
 
3. Menurut Saudara, apakah tahapan pedaftaran lelang sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 ) ?   
Jawaban : 
 
“Pendaftaran cukup mengklik tombol daftar dari aplikasi, sangat mudah dan 
cepat. Kita tidak perlu datang ke ULP, cukup mendaftar melalui aplikasi dan 
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tentunya harus mempunyai akses pengguna berupa user ID dan Pasword yang 
dikeluarkan dari LPSE” 
4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia 
yang mengikuti lelang meningkat ? 
Jawaban : 
 
“menurut saya tidak terlalu meningkat jumlah penyedia, karena walaupun 
dengan sistem elektronik ini semua orang dari seluruh Indonesia bisa 
mengakses informasi pengadaan ini sesuai dengan kualifikasi mereka tapi jika 
syarat-syarat yang diajukan panitia agak tinggi…jadi sulit juga kita 
memenuhinya. Apalagi aturan yang sangat jelas sehingga memungkinkan 
hanya penyedia yang berkompeten dan memenuhi syarat yang bisa lolos” 
 
5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan 
informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah 
diakses ? Jelaskan 
Jawaban : 
    “ sudah sangat transparan, karena informasi dilakukan secara online sehingga 
kami mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan” 
 
6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia 
merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ? 
Jawaban : 
“sejauh ini kami merasakan panitia tidak memihak dalam proses Aanwijzing 
ini…tetapi kadang-kadang memang pertanyaan yang kami ajukan belum 
seluruhnya terjawab. Pernah juga karena gangguan server sehingga otomatis 
berhenti”. 
 
7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawararan, apakah 





 “harga tentunya sangat bersaing dalam pengadaan secara e-procurement ini.  
kami menawarkan harga yang terendah dan terbaik, tetapi tetap mengacu 
kepada spesifikasi barang yang telah ditetapkan panitia 
 
8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak 
diskriminatif ? 
Jawaban : 
      “sisteme-procurement ini semuanya serba terbuka dan transparan ..rasanya 
sulit jika panitia berlaku diskriminatif, tetapi memang ada beberapa penyedia 
yang mengeluhkan karena file dokumen yang dikirimkan ternyata tidak bisa 
dibuka” 
 
9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap 
muka dalam kualifikasi dokumen pemawaran peserta lelang ? 
Jawaban : 
Jawaban : 
“ada tatap muka pada tahap ini dikarenakan panitia langsung ingin melihat 
dokumen asli.. karena kan bisa saja  dokumen yang diupload pada saat 
pemasukan penawaran berbeda dengan yang aslinya” 
 
10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan 
masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata 
responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal 
tersebut ? 
Jawaban : 
“menurut saya, intervensi yang mempengaruhi panitia untuk mengambil 
keputusan…itu hanya panitia yang tahu. Tetapi memang dari penyedia juga 
sering bertanya-tanya jika ada penawaran yang kami masukkan dinyatakan 




11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, 
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai 
ketentuan ? jelaskan 
Jawaban : 
“Iya, sudah dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh peserta lelang 
dan juga masyarakat” 
12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara 
apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? Jelaskan  
Jawaban : 
“diskriminatif dalam hal penetapan pemenang, menurut saya masih ada 
terutama dalam hal penetapan spesifikasi dan ketentuan dalam dokumen 
penawaran. Walaupun alasan dan penjelasan dari panitia sebenarnya bisa 



















ID Subjek : Informan 3 
1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang,  informasi 
tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?  
Jawaban : 
“Panitia mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa secara elektronik 
dengan berpedoman pada Perpres dan ketentuan yang berlaku. Paket 
pelelangan beserta jadwal setiap proses tahapan semuanya bisa dilihat secara 
online melalui aplikasi SPSE”  
 
2. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman 
lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau 
diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa 
memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ?  Bagimana menurut 
pendapat saudara ? 
Jawaban : 
“ Gangguan server ketika penyedia melakukan upload dokumen, terkadang 
memang sering terjadi. Pokja ULP biasanya segera menindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dengan pihak LPSE sehingga segera dicarikan solusinya”.  
 
3. Menurut Saudara, apakah tahapan pedaftaran lelang sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 
Tahun 2015 ) ?   
Jawaban : 
  “Iya, sudah sesuai dengan ketentuan.  Peserta lelang yang sudah mendapat 
hak akses (ID, Pasword) dapat mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-
paket pekerjaan yang tertera pada pengumuman lelang” 
 
4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia 




“Pendaftar menjadi lebih terseleksi dengan sistem e-procurement ini karena 
syarat-syarat dan ketentuan sangat jelas bagi penyedia, antara lain penyedia 
harus mempunyai alamat tetap dan ada aktivitas kantor alias perusahaan itu 
memang ada…jadi tidak ada istilah ada perusahaan tapi tidak ada kantor” 
 
5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan 
informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah 
diakses ? Jelaskan 
Jawaban : 
“sudah sangat transparan, karena penyedia dapat secara langsung 
menanyakan penjelasan dari kami jika ada ketentuan atau syarat , baik syarat 
kualifikasi, administrasi maupun syarat teknis pengadaan. Bentuknya seperti 
mengisi komentar pada facebook..jadi panitia dan seluruh pendaftar bisa 
saling bertukar penjelasan dan jawaban. Cara seperti ini selain sangat 
transparan dan jelas, juga tidak ada kontak fisik yang terjadi sehingga 
meminimalisir keributan atau emosi dari peserta”  
 
6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia 
merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ? 
 Jawaban : 
“sebenarnya dalam proses penjelasan pekerjaan ini, kami telah berusaha untuk 
merespons dan memberikan jawaban secara jelas dan tuntas serta tentunya 
tidak memihak kepada salah satu penyedia. Hanya terkadang pertanyaan yang 
diajukan penyedia rata-rata sudah pernah ditanyakan oleh penyedia 
sebelumnya, sehingga tidak perlu direspons lagi untuk pertanyaan yang sama. 
Untuk waktu dalam proses ini dijadwalkan selama 2 jam dan bisa ditambah 
minimal 1 jam bagi panitia untuk merespons pertanyaan yang belum terjawab. 
Nah, masalahnya banyak penyedia yang tidak tahu hal tersebut sehingga 
mereka berfikir waktunya sudah habis. Disini muncul kesan bahwa panitia 




7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawararan, apakah 
harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing 
?jelaskan. 
Jawaban : 
“harga yang diberikan pada saat pemasukan penawaran sangat kompetitif dan 
bersaing. Tetapi panitia dalam melakukan penilaian evaluasi harus cukup jeli 
dan teliti karena harga terendah bukan jaminan akan kualitas suatu barang”  
 
8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak 
diskriminatif ? 
Jawaban : 
“menurut saya, sulit rasanya ada diskriminasi atau berpihak kepada salah 
satu penyedia karena panitia tidak dimungkinkan untuk mengatur jalannya 
lelang dengan sistem e-procurement ini…semuanya sudah diproses melalui 
aplikasi SPSE, terekam dalam sistem. Untuk pembukaan penawaran, seluruh 
file yang telah dikirimkan oleh peserta dalam bentuk dokumen elektronik 
hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Jikapun ada dokumen 
penawaran dari penyedia yang tidak bisa dibuka mungkin dikarenakan 
kesalahan pada saat pengiriman, biasanya kami teruskan kepada LPSE. 
Nah…jika dari keterangan LPSE bahwa memang file itu tidak dapat dibuka, 
biasanya diputuskan bahwa file tersebut tidak memenuhi syarat sebagai file 
penawaran dan dianggap tidak memasukkan penawaran”.   
 
9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap 
muka dalam kualifikasi dokumen pemawaran peserta lelang ? 
Jawaban : 
“Iya, hanya pada tahap inilah terjadi tatap muka antara panitia dan penyedia. 
kualifikasi langsung dilakukan dengan mengundang penyedia ke ULP Kota 
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Bengkulu dengan membawa dokumen asli yang diminta. Untuk penyedia yang 
berasal diluar kota, tetap kita undang mereka hadir ataupun kalau tidak bisa, 
ada wakil dari Pokja yang datang kesana…karena pada tahap inilah keabsahan 
dokumen harus dibuktikan” 
 
10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan 
masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata 
responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal 
tersebut ? 
Jawaban : 
“jika terdapat intervensi terhadap panitia, pasti akan menimbulkan persaingan 
yang tidak sehat sehingga ujung-ujungnya harga yang ditawarkan pun pasti 
ada unsur “tanda kutipnya”. Penambahan  waktu terkadang dilakukan pada 
evaluasi penawaran dan kualifikasi dikarenakan ada pembuktian surat 
dukungan dan klarifikasi perusahaan terutama untuk penyedia yang berasal 
dari luar kota. Sejauh ini tekanan atau intervensi dalam evaluasi penawaran, 
bisa dibilang hampir tidak ada karena semua penyedia bisa melihat dengan 
jelas dan transparan dalam aplikasi,  alasan pengguguran penyedia dalam hal 
evaluasi teknis, 
 
11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, 
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai 
ketentuan ? jelaskan 
Jawaban : 
“Panitia sudah melakukan pengumuman secara terbuka pada website, papan 
pengumuman resmi masyarakat, dan portal pengadaan  nasional melalui 
LPSE” 
12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara 




“dalam melakukan tugas, kami berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, 
terkadang memang masih ada beberapa penyedia yang merasakan ada 
diskriminasi dalam penetapan pemenang. Hal ini disebabkan karena 
pemahaman terhadap sistem e-procurement belum seluruhnya dipahami oleh 
penyedia. Sejauh ini semua bisa diantisipasi dengan baik dan LPSE Kota 
Bengkulu selaku pihak yang mengakomodir sistem ini juga telah memberikan 





























ID Subjek : Informan 4 
1. Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang,  informasi 
tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?  
Jawaban : 
 “menurut saya sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. 
Karena peserta ketika mengikuti proses pengumuman lelang, gak ada masalah. 
Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman 
dilelang dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi. Selain itu, 
kebijakan, peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan jenis pengadaan 
dapat dilihat secara jelas pada aplikasi, misalnya tentang pengadaan alat 
kesehatan. Nah, tentunya  UU kesehatan, kebijakan pengadaan alat kesehatan, 
itu dapat diketahui melalui aplikasi” 
 
2.  Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam tahapan pengumuman 
lelang, pada pernyataan “file dokumen pengadaan dapat diunggah atau 
diupload pada aplikasi “ menunjukkan hasil rata-rata yang rendah. Apa 
memang ada kendala dalam penerapan hal tersebut ?  Bagimana menurut 
pendapat saudara ? 
Jawaban : 
 “Sejauh ini, memang gangguan server masih menjadi kendala, ketika aplikasi 
tidak bisa diakses karena gangguan jaringan, lampu mati hidup..ini karena 
memang semua proses melalui elektronik atau online. Untuk mensiasatinya, 
waktu tayang pengumuman kami buat memang di hari kerja, agar 
memudahkan calon penyedia untuk  upload dan memproses ke tahapan 
berikutnya, misalnya menyiapkan surat dukungan lelang” 
 
3. Menurut Saudara, apakah tahapan pedaftaran lelang sudah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 





“sejauh ini sudah sesuai dengan ketentuan dimana setelah peserta lelang 
mendaftar   pada paket pekerjaan yang diminati, penyedia dapat mengunduh 
(download) dokumen pengadaan paket tersebut”. 
 
4. Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia 
yang mengikuti lelang meningkat ? 
Jawaban : 
“Cukup meningkat jumlah penyedia yang mengikuti lelang ketika dibuka 
jadwal pendaftaran terutama untuk paket pengadaan barang/jasa. Tetapi 
biasanya jumlah semakin berkurang ketika tahap pemasukan penawaran dan 
kualifikasi karena hanya penyedia yang terseleksi dan sesuai persyaratan yang 
bisa mengikuti tahapan proses selanjutnya dalam penetapan penyedia” 
 
5. Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan 
informasi yang sama, transparan, diketahui secara jelas jelas dan mudah 
diakses ? Jelaskan 
Jawaban : 
“tentunya sangat transparan, karena informasi yang diberikan secara langsung 
dan jelas. Jikapun ada pertanyaan ataupun keberatan dari peserta tentang 
spesifikasi atau syarat lelang dalam dokumen pengadaan… kami harus bisa 
menjelaskan dan memutuskan dengan alasan yang sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya” 
 
6. Menurut Saudara, dalam tahapan penjelasan pekerjaan apakah panitia 
merespons jawaban dari semua peserta lelang secara adil/tidak diskriminatif ? 
Jawaban : 
“iya dalam melakukan Aanwijzing, seharusnya penyedia dapat melihat lagi 
lebih seksama, syarat maupun ketentuan dalam dokumen pengadaan sehingga 
tidak ada pertanyaan berulang ataupun sanggahan keberatan terhadap 
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ketentuan yang ada. Beberapa peserta lelang memang sering complain untuk 
gangguan server dan waktu. Tetapi rasanya bukan menjadi kendala selama 
masih ada penambahan waktu dari panitia. Melalui sistem ini,  penyedia 
harusnya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan tentang pekerjaan yang 
dilelang karena pemberian penjelasan hanya dilakukan pada waktu yang telah 
ditetapkan. Apalagi sering terjadi penyedia ikut dalam beberapa paket 
pengadaan sehingga terkadang tidak konsentrasi. Panitia sudah melaksanakan 
proses ini sesuai dengan prosedur dan aturan dan tentunya tidak diskriminatif” 
 
7. Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawararan, apakah 
harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing 
?jelaskan. 
Jawaban : 
“Penyedia rata-rata menawarkan harga yang sangat bervariasi dan bersaing 
karena  mereka kan harus bersaing dalam memberikan penawaran harga yang 
terbaik. Tetapi kami selaku panitia tetap berpedoman kepada ketentuan 
menilai bukan hanya dari harga penawaran yang terendah saja,   tetapi harus 
memenuhi syarat teknis dan administrasi” 
 
8. Menurut Saudata, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen 
penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak 
diskriminatif ? 
Jawaban : 
     “Waduuh…gak mungkin mba ada diskriminasi karena semua tahapan melalui 
online, bisa diakses dan panitia bekerja sesuai dengan ketentuan  yang ada. 
Apalagi ketika pembukaan penawaran tidak menggunakan aplikasi 
sembarangan, melainkan harus menggunakan aplikasi oleh Lembaga Sandi 
Negara, waktu pembukaan dokumen pun sudah ditentukan” 
 
9. Apakah dalam tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, dilakukan tatap 





“ada tatap muka pada tahapan kualifikasi antara panitia dan penyedia. 
Terkadang pada tahapan inilah yang sulit karena ada beberapa penyedia yang 
ngotot kalau dokumen mereka sudah sesuai dengan ketentuan. Pernah ada 
masalah terkait dengan perizinan, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak 
ada aktivitas kantor. Nah, kalau yang seperti ini langsung dikonfirmasi ke 
pihak berwenang yang memberi izin, untuk diklarifikasi”    
 
10. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa responden menyatakan 
masih ada intervensi dalam tahapan evaluasi penawaran (nilai rata-rata 
responden rendah). Bagaimana menurut pendapat Saudara terhadap hal 
tersebut ? 
Jawaban : 
 “Wah, sejauh ini belum ada tekanan ataupun intervensi yang langsung kepada 
panitia atau Pokja ULP. Tetapi jikapun ada, hal itu tidak akan mempengaruhi 
keputusan panitia, karena jika sudah berurusan dengan masalah hukum…tentu 
yang bertanggung jawab Pokja itu sendiri. Jikapun ada penyedia yang gagal 
dalam mengikuti lelang itu sebagian besar disebabkan karena penawaran 
belum memenuhi syarat yang ditetapkan” 
  
11. Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, 
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai 
ketentuan ? jelaskan 
Jawaban : 
“Dalam hal ini, panitia sudah melakukan proses pengumuman dan penetapan 
pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana diumumkan secara 
terbuka, bisa diakses masyarakat serta dalam pengumuman tersebut memuat 
sekurang-kurangnya nama paket pekerjaan, nama pemenang, NPWP, alamat 




12. Dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, menurut Saudara 
apakah panitia sudah berlaku adil/tidak diskriminatif ? Jelaskan  
Jawaban : 
“dalam hal penetapan pemenang, panitia telah melakukan tugasnya secara 
adil sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pengumuman pemenang juga tidak 
ada yang ditutup-tutupi semua secara transparan dan terbuka. Penyedia dapat 
melihat secara jelas nama perusahaan yang terpilih, siapa yang kalah, 
mengapa sampai kalah, gugurnya pada tahap mana, kenapa sampai gugur dan 
berapa harga penawaran dari masing-masing peserta semua bisa diakses. Jadi 
saya rasa, penyedia tidak perlu cemas dan berpraduga yang tidak-tidak 
mengenai hasil pengadaan. Dengan sistem ini, otomatis peserta akan 
mengetahui kekurangannya dimana. Untuk penyedia yang merasa keberatan 
menerima hasil pemenang, bisa dilakukan sanggah setelah proses ini”      
 
 
 
 
